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BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

PERATURAN KEPALA 
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

NOMOR 14 TAHUN 2014 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
KEUANGAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Daftar Isian 
Pelaksanaan 	Anggaran 	Badan 	Nasional 
Penanggulangan Bencana, tercapai persamaan 
persepsi, serta terwujudnya pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan yang transparan dan 
akuntabel diperlukan Petunjuk Pelaksanaan 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di 
lingkungan Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di 
lingkungan Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609) sebagimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan 	Penanggulangan 	Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4828); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang 
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga 
Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4830); 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 



11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 

12. Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor 
171/ PMK.05/ 2007 tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 233 / PMK.05 / 2011, (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 894); 

13. Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor 
73/ PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan 
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara Kementerian/ Lembaga/ Kantor/ Satuan 
Kerja; 

14. Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor 
113/ PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan 
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

15. Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor 
190/ PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran 
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191); 

16. Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor 
105/ PMK.05/ 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan 
Anggaran Penanggu-langan Bencana (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN 	KEPALA 	BADAN 	NASIONAL 
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN 	 PENGELOLAAN 	 DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ATAS BEBAN 
ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DI 
LINGKUNGAN 	 BADAN 	 NASIONAL 
PENANGGULANGAN BENCANA. 

Pasal 1 

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas 
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana, merupakan acuan pengelolaan keuangan 
pada Satuan Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang 
melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan bencana, baik pada 
tahap prabencana, dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, keadaan 
darurat bencana, dan pascabencana. 
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Pasal 2 

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas 
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

Pasal 3 

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas 
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 

BAB I 
	

PENDAHULUAN 

BAB II 
	

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA ANGGARAN 
BAB III 
	

PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN 

BAB IV 
	

PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA 
BAB V 
	

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
BAB VI 
	

PENUTUP 

LAMPIRAN 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku 
pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 	 ,)0 

KEPALA BADAN NASIONAL 
PENANGGULANGAN BENCANA, 

SYAMSUL MAARIF 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 	't 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

AMIR SYAMSUISIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 
	

NOMOR 
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LAMPIRAN 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR el TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengelolaan Keuangan Negara yang diamanatkan dalam Undang-
Undang harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung 
jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam 
APBN dan APBD. 

Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara 
yang mengacu pada asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, 
profesionalitas, proporsionalitas dalam pengelolaan keuangan Negara dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, 
maka diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi pengelolaan anggaran 
yang telah diatur dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara beserta peraturan pelaksanaannya. 

Bahwa dalam melaksanakan anggaran tersebut terdapat hal-hal yang 
perlu menjadi pertimbangan antara lain adanya kebijakan pemerintah 
mengenai peraturan pengelolaan anggaran yang dinamis serta selalu 
dilakukan penyempurnaan sehingga terdapat pemahaman yang berbeda 
dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan serta terbatasnya jumlah staf 
dan masih kurangnya pemahaman peraturan. 

Beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, dapat mempengaruhi 
pencapaian tujuan dan sasaran, tugas dan fungsi, dan/atau program 
kegiatan unit-unit kerja di lingkungan kerja BNPB. 

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai lembaga yang mendapatkan 
otoritas sebagai Pengguna Anggaran memandang perlu untuk melakukan 
penyempurnaan Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang akan 
dipergunakan oleh Pengelola Keuangan di lingkungan BNPB. 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud: 

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
di lingkungan BNPB dimaksudkan sebagai acuan pengelolaan keuangan 
pada Satker BNPB yang melaksanakan program dan kegiatan 
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penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, dalam situasi 

terdapat potensi terjadi bencana, keadaan darurat bencana, dan 
pascabencana. 

Tujuan: 

1. Tercapainya kesamaan persepsi tentang pengelolaan anggaran di 
lingkungan BNPB. 

2. Terwujudnya kelancaran administrasi yang baik dan benar sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan 
keuangan negara. 

3. Terwujudnya keterpaduan dalam pelaksanaan DIPA BNPB sebagai 
bagian dari APBN. 

4. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dalam pelaksanaan DIPA 
BNPB. 

5. Terwujudnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang 

transparan dan akuntabel. 

6. Terwujudnya peningkatan kualitas Laporan Keuangan BNPB. 

C. Ruang Lingkup 

Peraturan Kepala BNPB tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara di lingkungan BNPB ini digunakan sebagai pedoman umum 

pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Satker BNPB, baik yang 

berasal dari Bagian Anggaran 103, maupun yang berasal dari sumber-

sumber pembiayaan lainnya. 

Dengan demikian peraturan ini berlaku sebagai petunjuk pelaksanaan 

anggaran BNPB baik selaku satuan kerja administrasi maupun sebagai 

satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan 

bencana. 

D. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penanggulangan 

Bencana; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

2 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan 
Pengelolaan Bantuan Bencana; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta 
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam 
Penanggulangan Bencana; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah; 

11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/ PMK.05/ 2007 tentang 
Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 233/PMK.05/2011; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/ PMK.05/2008 tentang Tata 
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban 
Bendahara Kementeriaan Negara/Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/ PMK.05/2012 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, 

dan Pegawai Tidak Tetap; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/2012 tentang Tata 
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/ PMK.05/2013 tentang 
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana; 

17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB; 

18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementeriaan 
Negara/Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja; 

19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
19/ PB/ 2012 tentang Tatacara Pembayaran dan Pengembalian Uang 
Muka atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
22/ PB/2012 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan 
Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri, dan Pegawai 

Tidak Tetap;dan 

21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
57/ PB /2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/ Lembaga. 
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E. Pengertian 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam 
Peraturan Presiden ini disebut dengan BNPB adalah Lembaga 
Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana. 

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA 
adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan 
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan 

sebagai pelaksanaan APBN. 

4. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat 
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

5. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab 
atas pengelolaan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 

6. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, 
yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. 

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/ 

lembaga. 

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada 
kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/ KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 

atas beban APBN. 

10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya 
disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA 
untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan 

menerbitkan perintah pembayaran. 

11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, membayar dan menyerahkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam 
rangka pelaksanaan APBN pada kantor/ satker kementerian 

negara/ lembaga. 

12. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur 
Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum 

Negara. 
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13. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah 
pejabat yang diberi tugas melaksanakan fungsi BUN. 

14. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN 
adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas 
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja 
yang ditetapkan. 

15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat 
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang 
memperoleh kuasa dan BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi 
Kuasa BUN. 

16. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut satker adalah unit organisasi 
lini kementerian negara/lembaga atau unit organisasi pemerintah 
daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga dan 
memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 

17. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-
jawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan 
APBN pada kantor/ satker kementerian negara/lembaga. 

18. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP 
adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran 
untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna 
kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 

19. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, yang selanjutnya 
disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung 
jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai. 

20. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka 
kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara 
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker 
atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak 
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 

21. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah 
pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara 
Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat 
keputusan, surat tugas atau surat perintah lainnya melalui penerbitan 
Surat Perintah Membayar Langsung. 

22. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah 
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai 
dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan 
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian 
negara/ lembaga. 

23. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah subsistem dari SAI yang 
merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk 
mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi 
untuk penyusunan neraca, realisasi anggaran, dan laporan keuangan 
serta laporan manajerial sesuai ketentuan yang berlaku. 
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24. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang 
selanjutnya disingkat SIMAK-BMN, adalah subsistem dan SAI yang 
merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk 
mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi 
untuk penyusunsn neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial 
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. 

25. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 
transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk 
menghasilkan data akuntansi. 

26. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah 
atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa 
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan 
atas Laporan Keuangan. 

27. Unit Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat UAI adalah unit 
organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersifat fungsional yang 
melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang 
terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang. 

28. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang 
muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan 
yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang 
telah ditetapkan. 

29. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat PTUP adalah pertanggungjawaban atas TUP. 

30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan 
pembayaran tagihan kepada negara. 

31. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat 
SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka 
pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. 

32. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang 
berisi permintaan pembayaran UP. 

33. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP. 

34. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali 
pembayaran UP. 

35. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil yang 
selanjutnya disingkat SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP. 

36. Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang 
Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-PTUP adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban atas TUP. 
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37. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang 
bersumber dari DIPA. 

38. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana 
yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada 
penerima hak/Bendahara Pengeluaran. 

39. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut 
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk 
mencairkan UP. 

40. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 
disebut SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk 
mencairkan TUP. 

41. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang 
selanjutnya disebut SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk 
menggantikan UP yang telah dipakai. 

42. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang 
selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA. 

43. Surat Perintah Bayar (SPBy) adalah Surat Perintah yang diterbitkan 
oleh PPK berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh 
pembayaran yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran untuk 
melakukan pembayaran. 

44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah 
surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk 
pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 

45. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut 
SPTB adalah pernyataan tanggungjawab belanja yang dibuat oleh PPK 
atas nama PA/ KPA terhadap transaksi belanja sampai dengan jumlah 
tertentu. 

46. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut 
SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa segala akibat 
dari tindakan pejabat/ seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian 
negara menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pejabat/ seseorang 
yang mengambil tindakan dimaksud. 

47. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar 
perkiraan buku besar meliputi kode dan uraian organisasi, fungsi dan 
subfungsi, program, kegiatan output, bagian anggaran/unit organisasi 
eselon I/ satker dan kode perkiraan yang ditetapkan dan disusun secara 
sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, 
serta pertanggungjawaban, dan laporan keuangan pemerintah pusat. 

48. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP 
adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari 
pajak. 
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49. Bank Operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri 
Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan pemindahbukuan sejumlah uang dari Kas Negara ke 
rekening sebagaimana yang tercantum dalam SP2D. 

50. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disebut ADK adalah arsip data 
dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan 
digital. 

51. Gaji Induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada 
pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang 
dengan surat keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan pada 
Satker yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji. 

52. Bantuan Langsung Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat adalah 
bantuan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah yang diterima langsung 
oleh masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di 
dalamnya bantuan untuk lembaga nonpemerintah bidang pendidikan 
dan keagamaan. 

53. Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah adalah dana yang disediakan 
Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan 
untuk kegiatan pada tahap pascabencana. 

54. Dana Kontinjensi adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi 
kemungkinan terjadinya bencana tertentu. 

55. Dana Siap Pakai (on call) adalah dana yang selalu tersedia dan 
dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan 
darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat 
berakhir. 

56. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan 
publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah 
pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau 
berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan 
masyarakat pada wilayah pascabencana. 

57. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan 
sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat 
pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan 
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya 
hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam 
segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 

58. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam 
rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. 

59. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 
Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas. 
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BAB II 

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA ANGGARAN 

A. Struktur Pengelola Anggaran pada Satker BNPB 

Menteri/Pimpinan Lembaga dalam hal ini Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana menguasai Bagian Anggaran (BA 103) dan BA 
999.08 (sebatas yang dikuasakan) mempunyai kewenangan atas 
penggunaan anggaran di lingkungan BNPB. 

BNPB memiliki satu KPA, satu Bendahara Pengeluaran, beberapa 

PPK/BPP pada setiap unit kerja setingkat eselon II ditetapkan satu 

PPK/BPP. Untuk unit eselon II (Biro Perencanaan) memiliki 2 BPP, yaitu 

BPP Unsur Pengarah dan BPP Biro Perencanaan, serta unit eselon II (Biro 
Umum) memiliki 2 BPP, yaitu BPP Unsur Pimpinan dan BPP Biro Umum. 

Di samping itu dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana 

yang meliputi tahap prabencana, keadaan darurat bencana, dan 
pascabencana dalam hal BNPB melibatkan BPBD Provinsi, 

Kabupaten/Kota, dan/atau Kementerian Negara/Lembaga lainnya KPA 

dapat menunjuk PPK dan BPP sesuai dengan kebutuhan. 

Kepala BNPB selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pegawai/Pejabat 

di lingkungan BNPB yang ditunjuk sebagai pengelola anggaran yang 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan DIPA BNPB. 

Adapun Pengelola Anggaran yang ditunjuk meliputi: 

1. Kuasa Pengguna Anggaran; 

2. Bendahara Pengeluaran; 

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan 

4. Bendahara Dana Masyarakat. 

Untuk selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk pejabat 

pengelola anggaran lainnya yang meliputi: 

1. Pejabat Pembuat Komitmen; 

2. Pejabat Penandatangan SPM; 

3. Pembantu Pejabat Penandatangan SPM; 

4. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP); 

5. Petugas Pengelola Keuangan (Pembatu Administrasi PPK); dan 

6. Petugas Pengelola Keuangan (Pembantu Administrasi PPK sebagai 

verifikator di unit kerja). 

Bagan Struktur Pengelola Anggaran di lingkungan BNPB adalah 

sebagaimana terlampir (Lampiran I). 

B. Uraian Tugas Pengelola Anggaran pada Satker BNPB 

Uraian tugas masing-masing pejabat pengelola anggaran adalah sebagai 

berikut: 
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1. Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan wewenang: 

a) Menetapkan KPA/Kepala Satker; 

b) Menetapkan Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran Pembantu. Kewenangan ini dapat 

didelegasikan kepada KPA/Kepala Satker dengan Surat Keputusan; 

c) Menetapkan Unit Kerja yang diberi kewenangan sebagai Unit 
Pelayanan Pengadaan (ULP), dan mengangkat Pejabat-pejabatnya; 

d) Apabila Unit Pelayanan Pengadaan belum dibentuk, PA mengangkat 
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa; 

e) Mengangkat Pejabat Pengadaan; 

f) Menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Barang/Jasa; 

g) Menyusun dan Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah dan Rencana Kerja Tahunan; 

h) Menyusun dan Menetapkan Rencana Kerja Anggaran; 

i) Menyusun DIPA; 

j) Mengusulkan dan/atau menetapkan revisi DIPA; 

k) Menetapkan Petunjuk Operasional. 

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas dan wewenang: 

a) Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja Negara; 

b) Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan 
menertibkan SPM atas beban anggaran belanja Negara; 

c) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan 
kegiatan dan pengelola anggaran keuangan; 

d) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan 
dana; 

e) Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan 
dan penarikan dana; 

f) Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan 
dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; 

g) Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h) Dalam 1 (satu) DIPA, KPA menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK dan 1 
(satu) PPSPM; 

i) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang 
berada dalam penguasaannya kepada PA; 

j) Pelaksanaan tanggung jawab KPA dilakukan dalam bentuk: 

1) Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana 
penarikan dana; 
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2) Merumuskan standar operasional pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan 
barang/jasa pemerintah; 

3) Menyusun sistem pengawasan pengendalian agar proses 

penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

4) Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan 
pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (out put) yang 
ditetapkan dalam DIPA; 

5) Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan 

perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas 
beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan 
dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; 

6) Merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN 
sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; dan 

7) Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka 
penyusunan laporan keuangan. 

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan wewenang: 

a. Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang 

mengakibatkan pengeluaran belanja negara dengan mempedomani 
pelaksanaan tanggung jawab KPA kepada PA; 

b. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 
anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang: 

1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan 
dana berdasarkan DIPA yang dilakukan dengan: 

a) Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk 
rencana penarikan dananya; 

b) Menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar 
pembuatan SPP-UP/TUP; dan 

c) Mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA. 

2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 

3) Membuat, 	menandatangani, 	dan 	melaksanakan 
perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 

4) Melaksanakan kegiatan swakelola; 

5) Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak 
yang dilakukannya; 

6) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; 

7) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih 
kepada negara, yang dilakukan dengan: 
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a) Menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti 
mengenai hak tagih kepada negara dengan menguji: 

o kelengkapan dokumen tagihan; 

o 	kebenaran perhitungan tagihan; 

o kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran 
atas beban APBN; 

o kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa 
sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak 
dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia 
barang/jasa; 

o kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa 
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima 
barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak; 

o kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari 
penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; 
dan 

o ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima 
barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak; 

b) Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/ surat keputusan 
yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja 
pegawai. 

8) Membuat dan menandatangani SPP; 

9) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA, 
berupa laporan atas pelaksanaan kegiatan, penyelesaian kegiatan 
dan penyelesaian tagihan kepada negara serta laporan bulanan 
yang terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA 
dengan isi laporan paling kurang memuat: 

a) perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah 
ditandatangani; 

b) tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia 
barang/jasa; 

c) tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP-nya; dan 

d) jangka waktu penyelesaian tagihan. 

10) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA 
dengan Berita Acara Penyerahan; 

11) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 
pelaksanaan kegiatan; dan 

12) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan 
dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran 
belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 
meliputi: 
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a) menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 

b) memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada 

negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; 

c) mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan 

kegiatan; 

d) memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan 

kepada negara; dan 

e) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada 

penyedia barang/jasa untuk: 

o mobilisasi alat dan tenaga kerja; 

o pembayaran uang muka tanda jadi kepada pemasok 

barang/ material; dan / atau 

o persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa. 

4. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) memiliki tugas dan wewenang 
sebagai berikut: 

a. Menguji ulang (review) kebenaran SPP yang diajukan oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen beserta dokumen pendukung yang meliputi: 

1) kelengkapan dokumen pendukung SPP. 

2) kesesuaian penandatangan SPP dengan spesimen tandatangan 

PPK. 

3) kebenaran pengisian format SPP. 

4) kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja 

Anggaran Satker termasuk menguji kesesuaian antara 
pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) 

dengan uraiannya. 

5) ketersediaan pagu sesuai dengan BAS pada SPP dengan 

DIPA/POK/ Rencana Kerja Anggaran Satker. 

6) kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi 
persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai; 

7) kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi 

persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan 

barang/jasa; 

8) kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaranpada SPP 

sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan; 

9) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang 

perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; 

10) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada 
negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan 
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11) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran 
dalam perjanjian/kontrak. 

b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi 
persayaratan untuk dibayarkan; 

c. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; 

d. Menerbitkan SPM dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan 
sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA; 

2) menandatangani SPM; dan 

3) memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai 
tanda tangan elektronik pada ADK SPM. 

e. Menyimpan dan menjaga kelengkapan dan keutuhan seluruh 
dokumen hak tagih; 

f. Melaporkan pelaksanaan perintah pembayaran kepada KPA 

pelaksanaan tugas dan wewenangnya paling sedikit memuat 

informasi jumlah SPP yang diterima, jumlah SPM yang diterbitkan 
dan jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM; 

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan 
pelaksanaan perintah pembayaran. 

h. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya PPSPM bertanggung 

jawab atas ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian 
SPM kepada KPPN; dan 

i. PPSPM ikut bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan 
keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran 

yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari 
pengujian yang dilakukannya. 

5. Pembantu Pejabat Penandatangan SPM memiliki tugas dan 
wewenang sebagai berikut: 

a. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung yang meliputi: 

1) kelengkapan dokumen pendukung SPP; 

2) kesesuaian penandatangan SPP dengan spesimen tandatangan 
PPK; 

3) kebenaran pengisian format SPP; 

4) kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja 

Anggaran Satker termasuk menguji kesesuaian antara 

pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) 
dengan uraiannya; 

5) ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan 
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; 
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6) kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi 
persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai; 

7) kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi 
persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan pengadaan 
barang/jasa; 

8) kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP 
sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan; 

9) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang 
perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; 

10) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada 
negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan 

11) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran 
dalam perjanjian/kontrak. 

b. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pengujian tagihan; dan 

c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Penguji 
Tagihan bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan 
keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran 
yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari 
pengujian yang dilakukannya. 

6. Bendahara Pengeluaran (BP) memiliki tugas dan wewenang: 

a. Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas 
uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang 
meliputi: 

1) Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS 
melalui Bendahara Pengeluaran; dan 

2) Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan 
berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN. 

b. Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran yang 
meliputi: 

1) menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan 
uang/ surat berharga dalam pengelolaannya; 

2) melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK; 

3) menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi 
persayaratan untuk dibayarkan; 

4) melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari 
pembayaran yang dilakukannya; 

5) menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara 
ke kas negara; 
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6) mengelola rekening tempat penyimpanan dana APBN yang 
menjadi tanggung jawabnya; 

7) menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala 
KPPN selaku Kuasan BUN; dan 

8) Melakukan rekonsiliasi dengan pihak-pihak terkait 

c. Pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran dilaksanakan 
setelah dilakukan pengujian yang meliputi: 

1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh 
PPK; 

2) pemeriksaan kebenaran atas hak tagih meliputi: 

• pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran; 

• nilai tagihan yang hams dibayar; 

• jadwal waktu pembayaran; dan 

• menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 

3) pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi 
teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan 
spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen pembayaran; 

4) pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata 
anggaran pengeluaran (akun 6 digit). 

Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh BP/BPP merupakan uang 
muka kerja kepada penanggung jawab kegiatan atau pihak lainnya, 
SPBy hams dilampiri dokumen sebagai berikut: 

a. Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; 

b. Rincian kebutuhan dana; dan 

c. Surat pernyataan tentang batas waktu pertanggungjawaban 
penggunaan uang muka kerja, dari penerima uang muka kerja. 

7. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) memiliki tugas dan 
wewenang: 

a. Menerima dan menyimpan UP; 

b. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; 

c. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya 
bersumber dari UP; 

d. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP 
berdasarkan perintah PPK; 

e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan 
untuk dibayarkan; 
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f. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang 

dilakukannya atas kewajiban kepada negara; 

g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke 
kas negara; 

h. Menatausahakan dan membukukan transaksi-transaksi yang berasal 
dari UP: 

i. Menyusun pertanggungjawaban dana APBN yang dikelolanya; dan 

Melakukan rekonsiliasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. 

8. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) memiliki 
tugas dan wewenang: 

Pengelola Administrasi Belanja Pegawai adalah pembantu Kuasa 

Pengguna Anggaran yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan pengelolaaan administrasi belanja pegawai pada Satker 
BNPB, yaitu penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 
Tugas PPAPB, yaitu: 

a. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik 
(menggunakan sistem aplikasi gaji PNS pusat/GPP) yang 

berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan 
berkesinambungan; 

b. Melakukan penatausahaan semua tembusan surat-surat keputusan 

kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir 
setiap pegawai pada Satuan Kerja yang bersangkutan secara tertib 
dan teratur; 

c. Memproses pembuatan Daftar Gaji, Uang Duka Wafat/Uang Duka 
Tewas, Terusan Penghasilan Gaji (Gaji Terusan), Uang Muka Gaji 

(Persekot Gaji), Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi dan 

pembuatan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai lainnya; 

d. Memproses SKPP; 

e. Memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan 
untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga; 

f. Menyampaikan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai 
beserta ADK Belanja Pegawai dan dokumen pendukung kepada PPK; 

g. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan melalui 

Aplikasi GPP Satker setiap awal tahun atau apabila diperlukan untuk 
disatukan dengan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan 
yang diterima oleh KPPN; dan 

h. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan 
anggaran belanja pegawai. 
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9. Bendahara Dana Masyarakat memiliki tugas dan wewenang: 

Tugas Bendahara Dana Masyarakat adalah melaksanakan tugas 
kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya, meliputi: 

a. Menerima dan menyimpan dana masyarakat; 

b. Mengelola rekening tempat penyimpanan dana masyarakat; 

c. Melakukan pengujian atas tagihan yang dananya bersumber dari 
dana masyarakat; 

d. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari dana 

masyarakat berdasarkan SPby yang ditandatangani oleh PPK; 

e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan 
untuk dibayarkan; 

f. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang 

dilakukannya atas kewajiban kepada negara; 

g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke 
kas negara; 

h. Menatausahakan dan membukukan transaksi-transaksi yang berasal 
dari dana masyarakat; dan 

i. Menyusun pertanggungjawaban dana masyarakat yang disampaikan 
kepada KPA. 

Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Dana Masyarakat 

merupakan uang muka kerja kepada penanggung jawab kegiatan atau 
pihak lainnya, SPBy harus dilampiri dokumen sebagai berikut: 

a. Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; 

b. Rincian kebutuhan dana; dan 

c. Surat pernyataan tentang batas waktu pertanggungjawaban penggunaan 
uang muka kerja, dari penerima uang muka kerja. 

10. Petugas Pengelola Keuangan (Pengelola Administrasi PPK) memiliki 
tugas dan wewenang: 

1) Pengelola Keuangan, Pembantu PPK sebagai Pengelola 
Administrasi PPK bertugas: 

a. Membantu tugas rutin PPK; 

b. Membantu mengelola administrasi kegiatan PPK; 

c. Menyiapkan dan menginput (data entry) Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) sesuai dengan aplikasi; 

d. Menyiapkan dan menginput (data entry) Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab Belanja (SPTB); 

e. Menyimpan dan menginput (data entry) Daftar Rincian Permintaan 
Pembayaran (DRPP); 
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f. Mendapatkan fotocopy SPM dan SP2D dari Biro Keuangan; 

g. Melaksanakan penyimpanan arsip keuangan, termasuk copy arsip 
SPTB dan SPP serta berkas lainnya yang disampaikan ke Biro 
Keuangan; 

h. Membantu PPK dalam meneliti Laporan Kewajiban Perpajakan dan 

Penyetoran Lainnya yang berkaitan dengan SSBP dan SSPB untuk 

Semester I dan Semester II yang disiapkan oleh BPP; dan 

i. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah PPK untuk 

pertanggungjawaban kegiatan dan akuntabilitas keuangan unit 
kerja. 

2) Pengelola Keuangan Pembantu PPK sebagai Verifikator di unit 
kerja bertugas: 

a. Membantu tugas rutin PPK dalam meneliti pengelolaan 

administrasi Bendahara Pengeluaran Pembantu; 

b. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan 
Bendahara Pengeluaran Pembantu; 

c. Menge rj akan Kartu Pengawasan Anggaran yang sekaligus 

berfungsi sebagai alat monitoring anggaran; 

d. Membuat laporan realisasi anggaran secara berkala; dan 

e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah PPK dan BPP untuk 

pertanggungjawaban kegiatan dan akuntabilitas keuangan unit 
kerja. 

C. Kompetensi yang harus dimiliki Pejabat Pengelola Anggaran 

Untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Pengelola Anggaran, pegawai yang 

bersangkutan diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) antara lain 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Memiliki integritas; 

b. Memiliki disiplin tinggi; 

c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manejerial 
untuk melaksanakan tugas; 

d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki 
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; 

e. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah 
Membayar (PPSPM) atau Bendahara; 

f. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa; dan 

g. Menandatangani Pakta Integritas. 

2. Untuk diangkat menjadi Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM) 
diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
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a. Memiliki integritas; 

b. Memiliki disiplin tinggi; 

c. Diutamakan telah mengikuti diklat penatausahaan keuangan; 

d. Memahami sistim aplikasi SPM; 

e. Mampu mengambil keputusan, dan tidak pernah terlibat KKN; 

f. Tidak menjabat sebagai PPK atau Bendahara; dan 

g. Menandatangani Pakta Integritas. 

3. Untuk diangkat menjadi BP/BPP diharapkan memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 

a. Memiliki integritas; 

b. Memiliki disiplin tinggi; 

c. Diutamakan telah mengikuti diklat bendahara; 

d. Memiliki sertifikat bendahara yang dikeluarkan oleh Menteri 
Keuangan atau Pejabat yang ditunjuk; 

e. Memahami administrasi keuangan, dan menyukai angka-angka; 

f. Mampu mengambil keputusan, dan tidak pernah terlibat KKN; 

g. Mempunyai kemampuan pemahaman terhadap program dan 
kegiatan; 

h. Tidak menduduki jabatan strukturural dan tidak menjabat sebagai 
PPSPM dan PPK; 

i. Tidak cacat hukum; dan 

j. Menandatangani Pakta Integritas. 

4. Untuk diangkat menjadi Petugas Pengelola Administrasi PPK yang 

bertugas mengelola administrasi kegiatan PPK dan bertugas sebagai 

verifikator di unit kerja diharapkan memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 

a. Memiliki integritas; 

b. Memiliki disiplin tinggi; 

c. Diutamakan telah mengikuti diklat penatausahaan keuangan; 

d. Mempunyai kemampuan pemahaman terhadap program dan 
kegiatan; 

e. Tidak cacat hukum; dan 

f. Menandatangani Pakta Integritas. 
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Setiap pejabat pengelola anggaran sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya, dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung 

jawabnya berdasarkan Peraturan Kepala BNPB ini harus juga menaati 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara, 

perbendaharaan Negara, dan peraturan terkait lainnya. 

Para pejabat pengelola anggaran dilarang melakukan tindakan yang 

berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam 

DIPA. Pengelola anggaran juga dilarang memberikan ganti rugi kepada 

peserta Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung bila penawaran ditolak 

atau Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung dinyatakan gagal. 

Para pejabat pengelola anggaran yang menandatangani dan/ atau 

mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti pengeluaran atas 

beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang 

timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud. 

Selanjutnya larangan bagi Pemegang Uang Muka/Persekot Kerja 

antara lain adalah tidak boleh memindahtangankan kepada pihak lain dan 

bertanggung jawab sepenuhnya atas pengguna uang muka tersebut. 

BAB III 

PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN 

A. Asas dan Prinsip Pengelolaan APBN 

Dalam pelaksanaan pengelolaan DIPA BNPB agar dikelola secara tertib, 

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas-asas 

serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. 

Adapun asas pengelolaan keuangan yang baik meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Akuntanbilitas berorientasi pada hasil; 

b. Profesionalitas; 

c. Proporsionalitas; 

d. Keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan Negara; dan 

e. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. 

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan ketentuan teknis yang 

disyaratkan; 

b. Efektif, 	terarah, 	dan terkendali 	sesuai 	dengan 	rencana, 

	

program/ kegiatan, 	 sesuai 	 fungsi 	 setiap 

Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah; 
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c. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri; 

d. Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan 
atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran; dan 

e. Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan 

batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. 

B. Sumber-sumber Pendanaan 

Dana-dana yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Anggaran BNPB baik 
untuk kegiatan rutin satker maupun kegiatan penanggulangan bencana 

berasal dari berbagai sumber, antara lain: 

1. DIPA BNPB Bagian Anggaran 103 (APBN Murni, Hibah Dalam Negeri 

dan Hibah Luar Negeri); 

2. DIPA BNPB Bagian Anggaran 999; dan 

3. Dana-dana Masyarakat. 

Pengelolaan pelaksanaan anggaran yang sumber dananya berasal dari 
hibah telah diatur dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 16 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di lingkungan BNPB. 
Ketentuan lebih lanjut tentang Hibah mengikuti Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Menteri Keuangan, dan ketentuan lainnya beserta peraturan 

pelaksanaannya. 

Yang dimaksud dengan dana-dana masyarakat adalah sumbangan yang 
berasal dari masyarakat baik perorangan, lembaga/organisasi masyarakat 
dalam negeri/luar negeri, badan usaha, dan negara-negara sahabat yang 
diterima langsung pada saat terjadinya bencana. 

C. Proses Pencairan Anggaran 

Mekanisme Pencairan Anggaran yang dialokasikan dalam DIPA 

dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Berdasarkan DIPA yang telah disahkan, Pengguna Anggaran dan Kuasa 
Pengguna Anggaran menetapkan para pejabat pengelola anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B. 

2. Pengguna Anggaran membentuk Unit Layanan Pengadaan dan 
menetapkan para pejabat yang diberikan kewenangan untuk 
melakukan proses pengadaan barang dan jasa, dan penerima 
barang/pekerjaan sesuai struktur organisasi pengadaan barang/jasa 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. 

3. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat 
Penanda-tangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara 
Pengeluaran Pembantu membuat spesimen tanda tangan yang 
selanjutnya disampaikan kepada KPPN Jakarta VI dan KPPN Jakarta I, 
sesuai dengan pembagian kerja masing-masing. 
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Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu 
juga mengisi kartu pengawasan kredit yang disediakan. 

4. PPK, BP, dan BPP mengisi dan menandatangani kartu spesimen tanda 
tangan pada Bank untuk keperluan pengawasan pencairan dana dari 
rekening Bank yang bersangkutan. 

5. Pembukaan rekening pada bank pemerintah harus mendapat 
persetujuan dari Kementerian Keuangan c.q. Kepala KPPN Jakarta 
terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

D. Jenis-jenis Permintaan Pembayaran 

Sesuai dengan mekanisme pembayaran yang berlaku atas beban APBN, 
terdapat 4 (empat) jenis Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yaitu: 

1. SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan). 
PPK mengajukan SPP-UP ke pejabat penguji dan perintah pembayaran 
pada awal tahun anggaran setelah DIPA/ SKPA yang bersangkutan 
bendahara mengajukan SPP-UP dengan disertai surat pernyataan dari 
KPA atau pejabat yang ditunjuk bahwa UP tersebut tidak untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus 
dengan LS. 

2. SPP-TUP (Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan) 
SPP-TUP diajukan oleh bendahara untuk pengeluaran yang relatif besar 
tetapi tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (SPM-LS). 

3. SPP-GUP (Surat Permintaan Pembayaran Pengganti Uang Persediaan). 
SPP-GUP dapat diajukan kembali setelah uang persediaan (UP) 
digunakan seluruhnya atau minimal 50% dari dana tersebut. 

4. SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung). 

Pembayaran langsung adalah pembayaran kepada pihak ketiga dalam 
rangka pengadaan barang/jasa, pembayaran gaji dan belanja pegawai 
lainnya. 

E. Tata Cara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

1. SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan) 

Bendahara Pengeluaran pada awal tahun anggaran mengajukan 
permintaan Uang Persediaan (UP) untuk keperluan membiayai kegiatan 
operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak 
dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS, mengikuti syarat-
syarat yang berlaku umum. 

Pengelolaan Uang Persediaan (UP) diatur sebagai berikut: 

a. Jenis belanja/biaya yang dimintakan uang persediaan dapat 
diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja barang, belanja 
modal, dan belanja lain-lain; 

b. Uang Persediaan dapat diberikan paling banyak: 
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1) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis 
belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan 
Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). 

2) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja 
yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000,00 
(sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000,00 
(dua milyar empat ratus juta rupiah). 

3) Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis 
belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas 
Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) sampai 
dengan Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). 

4) Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis 
belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 
6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). 

Dalam hal tertentu, diperlukan UP yang melebihi ketentuan di 
atas, KPA dapat mengajukan dispensasi kepada Kepala Kanwil 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta. 

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta dapat 
memberikan persetujuan UP dengan mempertimbangkan: 

a) frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan 

b) perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan 
melampaui besaran UP. 

Berdasarkan SPM-UP, KPPN memproses pencairan dana dengan 
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) langsung ke 
rekening BP. 

Uang Persedian (UP) yang diterima dari KPPN dialokasikan kepada 
masing-masing BPP yang ada di setiap unit eselon II BNPB secara 
proposional dengan kegiatan dalam petunjuk operasional yang telah 
ditetapkan, sebagai uang muka/persekot di unit kerja masing-masing. 
Untuk itu, KPA perlu menetapkan alokasi UP kepada masing-masing 
BPP. 

2. SPP-TUP (Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang 
Persediaan). 

Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat 
ditunda, PPK di lingkungan Unit Kerja masing-masing dapat 
mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP). 

Pengajuan TUP dimaksud harus sesuai dengan tugas dan fungsi 
masing-masing Unit Kerja serta diprioritaskan untuk kegiatan yang 
akan segera dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan schedule 
pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi. 

Selanjutnya, untuk menghindari stagnasi arus keuangan (cash flow), 
maka kegiatan hendaklah direncanakan dan dijadwalkan secara 
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cermat, tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain yang dapat 
mengakibatkan penumpukan kegiatan pada periode waktu tertentu. 

Oleh karena itu, kegiatan yang sudah direncanakan/dijadwalkan 
agar dikonfirmasikan terlebih dahulu dengan Bagian Verifikasi dan 
Akuntasi Biro Keuangan untuk menghindari penugasan ganda kepada 
seorang pegawai/ pejabat sebagai pelaksana kegiatan (tumpang 
tindih/ berbenturan). 

Dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan TUP adalah 
sebagai berikut: 

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), (sesuai dengan Lampiran 2); 

b. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP), (sesuai dengan 
Lampiran 3); 

c. Rincian Penggunaan Dana (sesuai dengan Lampiran 4); 

d. Surat pernyataan bahwa dana TUP tersebut akan digunakan dan 
dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
SP2D diterbitkan dan tidak digunakan untuk kegiatan yang harus 
dilaksanakan dengan pembayaran LS (sesuai dengan format 
Lampiran 5). 

e. Apabila dana TUP tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) 
bulan, maka sisa dana TUP harus disetorkan ke rekening kas 
Negara. 

f. Lampiran Rekening Koran. 

Biro Keuangan melakukan telaahan (verifikasi) Pengajuan TUP yang 
diajukan oleh PPK, kemudian dilakukan kompilasi dengan permintaan TUP 
yang diterima dari PPK-PPK Unit Kerja lainnya (sesuai dengan format 
Lampiran 6). 

Kegiatan Satuan Kerja yang menggunakan dana TUP hams segera 
dilaksanakan, dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung 
mulai tanggal SP2D diterbitkan telah dipertanggungjawabkan. 

Oleh karena itu, kegiatan yang telah selesai dilaksanakan harus segera 
diajukan pertanggungjawabannya dalam kurun waktu 15 - 20 hari 
kalender dalam bentuk SPP berikut lampiran-lampirannya. 

Selanjutnya, TUP yang telah dipertanggungjawabkan dapat digunakan 
sebagai dasar pertimbangan dalam mengajukan TUP barn untuk 
membiayai kegiatan berikutnya. 

SPP 	TUP 	Bantuan 	Sosial 	kepada 	Kementerian 
Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BPBD. 

Dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan TUP Bantuan Sosial 
adalah sebagai berikut: 

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (sesuai dengan Lampiran 2). 

b. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (sesuai dengan Lampiran 3). 

c. Rincian Penggunaan Dana (sesuai dengan Lampiran 4). 
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d. Surat pernyataan bahwa dana TUP tersebut akan digunakan dan 
dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
SP2D diterbitkan dan tidak digunakan untuk kegiatan yang harus 
dilaksanakan dengan pembayaran LS (sesuai dengan Lampiran 5). 

e. Surat Keputusan Kemeterian/Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota 
tentang Pemberian Bantuan. 

f. MOU 	 antara 	 BNPB 	 dengan 
Kementerian/Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota (sesuai dengan 
Lampiran 7). 

g. Berita Acara Pembayaran (sesuai dengan Lampiran 8). 

h. Kwitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk. 
(sesuai dengan Lampiran 9). 

i. Rekening Koran. 

3. SPP-GUP (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan) 
SPP-GUP Isi 

a. PPK menerbitkan SPP-GUP untuk pengisian kembali UP. 

b. Penerbitan SPP-GUP dilengkapi dengan dokumen pendukung 
sebagai berikut: 

1) Daftar rincian permintaan pembayaran. 

2) Bukti pengeluaran seperti kuitansi/bukti pembelian beserta 
faktur pajak dan SSP serta nota/bukti penerimaan barang/jasa 
atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah 
disahkan oleh PPK. 

3) SSP yang telah dikonfirmasi KPPN. 

c. Perjanjian/kontrak beserta faktur pajaknya dilampirkan untuk nilai 
transaksi yang harus menggunakan perjanjian/ kontrak 
sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. 

d. SPP-GUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari 
kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan 
benar. 

SPP-GUP Nihil dilakukan dalam hal 

a. PPK menerbitkan SPP GUP Nihil merupakan pengesahan/ 
pertanggungjawaban UP untuk pembayaran yang telah 
dipertanggungjawabkan; 

b. Sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP minimal 
sama dengan besaran UP yang diberikan; 

c. Sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir tahun 
anggaran; 

d. UP tidak diperlukan lagi; 
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e. SPP-GUP Nihil dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti 
halnya SPP-GUP Isi. 

4. SPP-LS ( Surat Permintaan Pembayaran Langsung) terdiri dari: SPP-
LS nonbelanja pegawai, SPP-LS Belanja Pegawai, dan SPP-LS Belanja 
Perjalanan Dinas. 

SPP-LS Non Belanja Pegawai 

a. Pembayaran pengadaan barang dan jasa: 

1) Kontrak / SPK yang mencantumkan Nomor rekening rekanan. 

2) Surat pernyataan kuasa PA mengenai penetapan rekanan. 

3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. 

4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. 

5) Berita Acara Pembayaran. 

6) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang 
ditunjuk. (sesuai dengan Lampiran 9) 

7) Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani oleh Wajib 
Pajak. 

8) Jaminan Bank atau dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank 
atau lembaga keuangan nonbank. 

9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang 
dana sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah 
luar negeri. 

10) Ringkasan kontrak (sebagaimana Lampiran 10). 

Berita acara pada butir 3), butir 4), dan butir 5) di atas dibuat 
sekurang-kurangnya dalam rangkap lima dan disampaikan kepada: 

1) Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM. 

2) Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat 
kontrak. 

3) Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan. 

b. Pembayaran Biaya Langganan Daya dan jasa (listrik, telepon, dan 
air): 

a) Bukti tagihan daya dan jasa. 

b) Nomor Rekening Pihak Ketiga (PT PLN, PT TELKOM, PDAM, d11). 

Dalam hal pembayaran langganan daya dan jasa belum dapat 
dilakukan secara langsung, satuan kerja/ SKS yang bersangkutan 
dapat melakukan pembayaran dengan UP. 

Tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya 
dapat dibayarkan oleh satker/SKS setelah ada revisi halaman IV 
DIPA terlebih dahulu dari Kanwil Ditjen PBN. 
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c. Pembayaran Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dan 
Pihak Lainnya: 

1) Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pemberian 
Bantuan. 

2) MOU antara BNPB dengan Gubernur/Bupati/Walikota. 

3) Berita Acara Pembayaran. 

4) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang 
ditunjuk. (sesuai dengan Lampiran 9). 

5) Daftar Nominatif yang mencantumkan nama dan nomor rekening 
kelompok masyarakat serta jumlah bantuan yang diterima. 

6) Dokumen lain yang dipersyaratkan. 

SPP-LS Belanja Pegawai 

SPP-LS Belanja Pegawai untuk Pembayaran gaji, lembur, dan 
honor/vakasi: 

Pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka 
wafat/tewas, dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/ 
kekurangan gaji/uang duka/wafat/tewas, SK PNS, SK kenaikan 
pangkat, SK jabatan, kenaikan gaji berkala, surat pernyataan 
pelantikan, surat pernyataan masih menduduki jabatan, surat 
pernyataan melaksankan tugas, daftar keluarga (KP4), fotokopi surat 
nikah, fotokopi akte kelahiran, SKPP, daftar potongan sewa rumah 
dinas, surat keterangan masih sekolah/kuliah, surat pindah, surat 
kematian, SSP PPh Pasal 21, Nomor Pokok wajib pajak (NPWP), 
kelengkapan tersebut di atas digunakan sesuai dengan peruntukannya. 
Pembayaran lembur dilengkapi dengan daftar pembayaran perhitungan 
lembur yang ditandatangani oleh kuasa PA/pejabat yang ditunjuk dan 
bendahara pengeluaran yang bersangkutan, dan SPP PPh Pasal 21. 

SPP-LS Belanja Perjalanan Dinas 

Untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, PPK dapat mengajukan 
Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). 
Belanja perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip 
sebagai berikut: 

a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan 
prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; 

b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja 
Kementerian Negara/Lembaga; 

c. Efisiensi penggunaan belanja negara; dan 

d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan 
pembebanan biaya perjalanan dinas. 
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Belanja Perjalanan Dinas dengan mekanisme pembayaran LS harus 
memperhatikan ketentuan meliputi: kegiatan yang akan dilaksanakan 
sudah pasti baik lokasi, tempat pelaksanaan kegiatan, waktu dan nama 
peserta yang terlibat (contoh rapat kerja, diklat, pelaksanaan audit, 
money dan sejenisnya). 

SPP-LS perjalanan dinas diajukan dengan lampiran sebagai berikut: 

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 

b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB); 

c. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran; dan 

d. Daftar nominatif pejabat/petugas yang akan melakukan perjalanan 
dinas yang berisi antara lain informasi mengenai data 
pejabat/ petugas/ nama, pangkat/ golongan, tujuan, tanggal berangkat, 
lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan (sesuai dengan 
Lampiran 11). 

Untuk menjadi perhatian bahwa kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya 
diselenggarakan dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan dalam 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan harus menghasilkan 
output berupa transkrip hasil rapat, notulen rapat dan/atau laporan. 

Selanjutnya kebenaran formal dokumen surat bukti yang menjadi 
persyaratan/ kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran lainnya 
diatur lebih lanjut dalam bentuk Surat Edaran. 

F. Tata Cara Penerbitan SPM 

Pejabat Penerbit SPM menerbitkan SPM dengan mekanisme sebagai 
berikut: 

a. Penerimaan dan pengujian SPP 

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan SPP, mengisi check list 
kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan 
penerimaan SPP dan membuat/menandatangani tanda terima SPP 
berkenaan. Selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP 
dimaksud kepada penerbit SPM. 

b. Pejabat Penerbit SPM melakukan pengujian atas SPP sebagai berikut: 

1) Memeriksa secara rinci kelengkapan dan kebenaran materil 
dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2) Memeriksa kesediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh 
keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran. 

3) Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja 
yang dicapai dengan indikator keluaran. 

4) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain: 

a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama 
orang/perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank). 
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b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakan 
dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang 
tercantum dalam kontrak) 

c) Jadwal waktu pembayaran. 

5) Memeriksa pencapain tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai 
dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan 
dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak. 

c. Pembebanan anggaran 

Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP-UP/SPP-TUP/SPP-
GUP/SPP-LS, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM 
menerbitkan SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS sesuai dengan kode 
BAS yang tercantum pada DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker, 
dan memperhatikan pembebanan kode mata anggaran pengeluaran 
(akun 6 digit) yang sesuai dengan uraian jenis pengeluarannya. 

Dalam hal Pagu dana yang tersedia dalam DIPA BNPB telah habis, 
maka SPP-GUP tersebut diterbitkan SPM-GUP Nihil. 

Sehubungan dengan pembiayaan penanggulangan bencana yang 
melibatkan BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait apabila dana 
TUP yang telah diajukan sebelumnya tidak mencukupi dimungkinkan 
untuk mengajukan SPP Penambahan TUP sebelum TUP yang telah 
diberikan dipertanggungjawabkan. Untuk itu Pejabat Penandatangan 
SPM menerbitkan SPM-PTUP. 

SPM-UP / SPM-TUP / SPM-PTUP / SPM-GUP / SPM-GUP Nihil / SPM-
LS diterbitkan dalam rangkap tiga sesuai dengan format terlampir 
(Lampiran 12): 

1. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN. 

2. Lembar ketiga sampai pertinggal pada satker yang bersangkutan. 

G. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan BP dan BPP 

BP/ BPP sebagai wajib pungut dan wajib setor wajib memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban BP/BPP sehubungan dengan pemungutan 
dan penyetoran pajak meliputi pemotongan PPh Pasal 21, Pemungutan PPh 
Pasal 22, Pemotongan PPh Pasal 23, Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 
ayat (2), Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 15, serta Pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai. 

BP/BPP wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP yang 
merupakan identitas bendahara sebagai wajib pajak dalam melaksanakan 
pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan/ Surat 
Pemberitahuan Masa. 
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Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong 
dan/atau dipungut oleh BP/BPP serta tanggal pelaporan/ Surat 
Pemberitahuan Masa adalah sebagai berikut: 

JENIS PAJAK PENYETORAN PELAPORAN 
PPh Pasal 21 Tanggal 	10 	bulan 

berikutnya 
Tanggal 20 bulan berikutnya 

PPh Pasal 22 Hari yang sama Tanggal 14 bulan berikutnya 
PPh Pasal 23 Tanggal 	10 	bulan 

berikutnya 
Tanggal 20 bulan berikutnya 

PPh Pasal 4 Ayat 2 Tanggal 	10 	bulan 
berikutnya 

Tanggal 20 bulan berikutnya 

PPh Pasal 15 Tanggal 	10 	bulan 
berikutnya 

Tanggal 20 bulan berikutnya 

PPN Tanggal 	7 	bulan 
berikutnya 

Akhir bulan berikutnya 

H. Revisi Anggaran 

Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran belanja pemerintah 
pusat yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA. 

Revisi DIPA yang tercantum dalam Surat Pengesahan DIPA (SP DIPA) 
hams diusulkan ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 
Sedangkan perubahan rincian anggaran belanja yang tidak mengakibatkan 
berubahnya SP DIPA dilakukan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Utama 
BNPB. 

Setiap revisi anggaran baik yang mengubah SP DIPA maupun yang tidak 
harus diikuti dengan Revisi POK. 

Revisi anggaran terdiri atas: 

a. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau 
pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian 
anggaran belanjanya; 

b. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran pagu anggaran tetap; 
dan/ atau 

c. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi. 

Revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran 
dan/atau perubahan jenis belanja dan/ atau volume pengeluaran pada: 
kegiatan, satker, program, kementerian/lembaga dan/atau APBN. 
Revisi anggaran yang mengakibatkan pergeseran rincian anggaran pagu 
anggaran tetap dilakukan dalam hal terjadi perubahan APBN, penerapan 
pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (reward and punishment 
system), Instruksi Presiden tentang penghematan anggaran dan/atau 
kebijakan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan lainnya. 
Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan revisi anggaran mengikuti Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Tatacara Revisi Anggaran. 

31 



Revisi POK dilakukan secara internal di lingkungan satuan kerja BNPB 
dengan tidak mengubah mata anggaran (MAK) atau jenis belanja setelah 
menndapat persetujuan dari KPA. 

PPK atau pejabat Eselon II menyampaikan usulan Revisi POK kepada KPA, 
c.q. Kepala Biro Perencanaan dengan dilengkapi penjelasan dan dokumen 
yang menjadi alasan perlunya dilakukan revisi POK. 

Kepala Biro Perencanaan akan menelaah dan sisi substansi maupun 
administrasi atas usulan revisi POK tersebut dan menyampaikan hasil 
telaahan kepada KPA. 

BAB IV 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA 

A. Sumber Dana Penanggulangan Bencana 

Menurut peraturan perundang-undangan, dana penanggulangan bencana 
menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah 
daerah yang berasal dari APBN, APBD, dan masyarakat 

Untuk itu pemerintah dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota 
mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan 
APBD masing-masing. Dana penanggulangan bencana dialokasikan untuk 
setiap tahapan, baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan 
pascabencana. 

Pada tahap prabencana, yang meliputi kegiatan kesiapsiagaan, 
pembangunan sistem peringatan dini, dan kegiatan mitigasi bencana, 
pemerintah mengalokasikan Dana Kontijensi Bencana pada DIPA BNPB. 

Pada tahap keadaan darurat bencana, yang meliputi kegiatan siaga 
darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan, pemerintah 
mengalokasikan Dana Siap Pakai (on call) yang disediakan pada DIPA 
BNPB. 

Sedangkan pada tahap pascabencana yang meliputi kegiatan rehabilitasi 
dan rekonstruksi pemerintah mengalokasikan Dana Bantuan Sosial 
Berpola Hibah pada DIPA BNPB. 

Sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah dan 
pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, pemerintah provinsi, 
kabupaten/kota mengalokasikan pada APBD masing-masing sejumlah 
dana untuk penanganan penanggulangan bencana baik yang bersifat 
berjaga-jaga (preventil) terlebih-lebih untuk pembiayaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi sarana, prasarana, fasilitas layanan publik dan pemerintahan 
yang rusak/hancur pascabencana. 

Mengingat seringnya terjadi bencana yang pada umumnya membutuhkan 
pembiayaan melebihi kemampuan fiskal pemerintah, pemerintah dan 
pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha 
untuk berperan serta dalam penanggulangan bencana. 
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B. Pelaksanaan Anggaran Pe nanggulangan Bencana Pada Tahap 
Prabencana 

1. Mekanisme pelaksanaan anggaran pada tahap prabencana 
menggunakan Dana Kontijensi Bencana yang berpedoman pada 
Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam 
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

2. Sepanjang Dana Kontijensi Bencana belum dialokasikan dalam DIPA 
BNPB, kegiatan kesiapsiagaan, pembangunan sistem peringatan dini, 
dan kegiatan pengurangan resiko bencana menggunakan dana kegiatan 
operasional Satker BNPB. 

3. Untuk pembiayaan kegiatan kesiapsiagaan, pembangunan sistem 
peringatan dini, dan kegiatan pengurangan resiko bencana yang 
melibatkan BPBD Provinsi, Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, dan 
Satker Kementerian Negara/ Lembaga menggunakan mekanisme 
pembayaran langsung (SPM-LS). 

4. Pencairan Dana Kontijensi Bencana didasarkan pada Keputusan Kepala 
BNPB tentang Penetapan Alokasi Dana Kontijensi Bencana, dan 
dilanjutkan dengan pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional 
(SPKO) antara Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB 
dengan Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, dan 
Satker Kementerian Negara/Lembaga yang terkait. 

5. Berdasarkan SPKO dimaksud Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, 
Rektor Perguruan Tinggi, dan Kepala Satker Kementerian 
Negara/Lembaga yang terkait mengusulkan Pejabat/Pegawai untuk 
diangkat sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), 
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), untuk mengelola Dana 
Kontijensi Bencana. 

6. Yang diangkat sebagai PJOK adalah Kepala Bidang/Seksi Kesiapsiagan 
pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dan memiliki Sertifikat Keahlian 
Pengadaan Barang/Jasa. 

7. Kepala BPBD mengangkat Petugas Pengelola Keuangan yang membantu 
PJOK dalam melakukan pengujian tagihan. 

8. Rekening yang digunakan untuk menampung dana Kontijensi Bencana 
dibuka oleh Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota pada Bank 
Pemerintah setempat atas nama "BPP Dana Kontijensi Bencana". 

Pencairan Dana Kontijensi Bencana 

1. Berdasarkan Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi Dana 
Untuk Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, 
Dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana, Kepala BPBD Provinsi, 
Kabupaten/ Kota, Rektor Perguruan Tinggi, dan Kepala Satker 
Kementerian Negara/ Lembaga mengajukan permohonan pencairan 
Dana Kontijensi Bencana sebesar 100% dari alokasi dana yang 
ditetapkan Kepala BNPB melalui PPK pada Deputi Bidang Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan dengan melampirkan: 
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a. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (SPKO); 

b. Kuitansi yang ditandatangani oleh PJOK BPBD Provinsi, 
Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian 
Negara/ Lembaga; 

c. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani PJOK BPBD Provinsi, 
Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian 
Negara/ Lembaga; 

d. Fotokopi Rekening Koran dan NPWP BPP pada BPBD Provinsi, 
Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian 
Negara/ Lembaga. 

2. Selanjutnya berdasarkan dokumen permohonan pencairan dana 
dimaksud, PPK pada Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
melakukan pengujian dan penelitian terhadap kelengkapan dan 
kebenaran dokumen yang diajukan. 

3. Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dimaksud telah memenuhi 
syarat, maka PPK pada Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
menyusun SPP-LS kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem 
Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana, untuk 
BPBD Provinsi, Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker 
Kementerian Negara/ Lembaga. 

4. SPP LS dimaksud selanjutnya disampaikan kepada KPA BNPB melalui 
Biro Keuangan dengan dilampiri: 

a. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (SPKO), (Formulir 13); 

b. Ringkasan SPKO yang ditandatangani PPK Deputi Bidang 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Formulir 14); 

c. Kuitansi yang ditandatangani oleh PJOK BPBD Provinsi, 
Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian 
Negara/Lembaga dan diketahui oleh PPK Deputi Bidang Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan; 

d. Berita Acara Pembayaran antara PPK BNPB dengan PJOK BPBD 
Provinsi, Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker 
Kementerian Negara/Lembaga (Formulir 15); 

e. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB)/(Formulir 16); 

f. Fotokopi Rekening Koran dan NPWP BPP pada BPBD Provinsi, 
Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian 
Negara/ Lembaga. 

5. Apabila ternyata dari hasil pengujian dan penelitian dimaksud tidak 
memenuhi syarat, maka PPK pada Deputi Bidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan mengembalikan permohonan pencairan dana kontijensi 
dimaksud kepada Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/ Kota, Rektor 
Perguruan Tinggi, dan Kepala Satker Kementerian Negara/Lembaga, 
untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan. 
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6. PPSPM BNPB melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-LS Dana 
Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan 
Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang diajukan sesuai dengan 
ketentuan, antara lain meliputi kelengkapan dokumen, kesesuaian 
penanda tangan SPP-LS dengan spesimen tanda tangan PPK, 
kebenaran pengisian format SPP-LS, kesesuaian kode BAS, dan 
ketersediaan pagu pada DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker. 

7. Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian SPP-LS Dana untuk 
Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan 
Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana beserta dokumen 
pendukungnya memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan, dan 
menandatangani SPM-LS Dana Untuk Kegiatan Kesiapsiagaan, 
Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan 
Resiko Bencana, dan menyampaikannya kepada KPPN Jakarta, dengan 
melampirkan: 

a. Salinan Surat Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi 
Dana Untuk Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem 
Peringatan Dini, Dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana; 

b. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (SPKO); 

c. Ringkasan SPKO yang ditandatangani PPK pada Deputi Bidang 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

d. Kuitansi yang ditandatangani oleh PJOK BPBD Provinsi, 
Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian 
Negara/Lembaga dan diketahui oleh PPK pada Deputi Bidang 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

e. Berita Acara Pembayaran antara PPK BNPB dengan PJOK BPBD 
Provinsi, Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker 
Kementerian Negara/ Lembaga (Formulir 15); 

f. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) (Formulir 16); 

g. Fotokopi Rekening Koran dan NPWP BPP pada BPBD Provinsi, 
Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian 
Negara/ Lembaga; 

h. Arsip Data Komputer (ADK). 

8. Dalam hal berkas pengajuan SPP-LS yang diajukan PPK tidak 
memenuhi ketentuan, PPSPM wajib menolak untuk 
menerbitkan/menandatangani SPM yang disertai dengan pernyataan 
secara tertulis alasan penolakan. 

9. Seluruh dokumen lainnya yang menjadi dasar pemeriksaan, pengujian 
dan penerbitan SPM-LS Dana Untuk Kegiatan Kesiapsiagaan, 
Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan 
Resiko Bencana disimpan oleh PPSPM untuk menjadi bahan 
pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal. 
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10. Berdasarkan SPM-LS Dana Untuk Kegiatan Kesiapsiagaan, 

Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan 
Resiko Bencana tersebut, KPPN Jakarta melakukan pengujian dan 
penerbitan SP2D, serta mentransfer dananya ke rekening Dana 
Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan 
Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana pada bank yang ditunjuk; 

11. Tatacara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen, serta 
penerbitan, dan pengajuan SPP/SPM-LS Dana Untuk Kegiatan 
Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan 
Pengurangan Resiko Bencana, mempedomani Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan 
Bencana, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya; 

Penggunaan Dana Kontijensi 

1. Berdasarkan Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi Dana 
untuk Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, 
Dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana, Kepala BPBD Provinsi, 
Kabupaten/ Kota, Rektor Perguruan Tinggi, dan Kepala Satker 
Kementerian Negara/Lembaga mengajukan permohonan pencairan Dana 
Kontijensi Bencana sebesar 100% dari alokasi dana yang ditetapkan 
Kepala BNPB melalui PPK pada Deputi Bidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan. 

2. Penggunaan Dana Kontijensi Bencana sepenuhnya merupakan 
kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah i.c. BPBD Provinsi, 
Kabupaten/ Kota, Rektor Perguruan Tinggi, dan Kepala Satker 
Kementerian Negara/ Lembaga, namun tetap berpedoman pada Surat 
Keputusan Kepala BNPB tentang penetapan alokasi, MoU, dan POK dan 
RKA yang telah ditetapkan. 

3. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana untuk Kegiatan 
Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan 
Pengurangan Resiko Bencana sebagaimana tercantum dalam POK dan 
RKA dilakukan sebagai berikut: 

a. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Rektor Perguruan 
Tinggi, dan Kepala Satker Kementerian Negara/Lembaga 
menyampaikan usul revisi kepada Kepala BNPB melalui Deputi 
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

b. Deputi 	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan 
penelaahan apakah telah sesuai dengan ketentuan atau menyimpang 
dari rencana Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem 
Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana; 

c. Apabila usul revisi dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka 
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan segera menerbitkan 
surat persetujuan revisi dan menyampaikannya kepada Kepala 
Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Rektor Perguruan Tinggi, 
dan Kepala Satker Kementerian Negara/Lembaga; 
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d. Apabila usul revisi tersebut tidak memenuhi ketentuan, maka Deputi 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan segera memberitahukan 
secara tertulis kepada Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/ Kota, 
Rektor Perguruan Tinggi dan Kepala Satker Kementerian 
Negara/Lembaga untuk dilakukan perbaikan. 

4. Revisi penggunaan dana Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem 
Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana tersebut, 
termasuk penggunaan sisa dana kegiatan dalam rangka 
mengoptimalkan pemanfaatan dana untuk paket-paket pekerjaan yang 
terdapat dalam dokumen Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem 
Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana. 
Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan 
Dini, dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang pembiayaannya 
menggunakan Dana Kontijensi dapat dilakukan baik secara swakelola 
maupun kontraktual sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam 
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

C. Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Pada Tahap Keadaan 
Darurat Bencana 

Mekanisme pelaksanaan anggaran pada tahap ini menggunakan Dana Siap 
Pakai (on call) yang disediakan dalam bentuk Uang Persediaan (UP) pada BP 
BNPB. 

Penggunaan Dana Siap Pakai dilaksanakan sesuai dengan keadaan darurat 
bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat 
ke pemulihan, yaitu terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai 
pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. 

Penggunaan Dana Siap Pakai, dapat dilaksanakan dengan cara: 

a. Dilaksanakan oleh BNPB sendiri; atau 

b. Dilaksanakan oleh BNPB dengan melibatkan BPBD/ Kementerian 
Negara/ Lembaga. 

Pembiayaan untuk kegiatan dalam keadaan darurat bencana baik yang 
dilaksanakan sendiri oleh BNPB, atau yang melibatkan BPBD/Kementerian 
Negara/Lembaga disediakan dalam bentuk UP pada BP BNPB. 

UP Dana Siap Pakai disimpan dalam rekening yang terpisah dari UP yang 
digunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin Satker BNPB, dan UP untuk 
kegiatan rehabiliasi dan rekonstruksi. 

Tata cara pengajuan UP Dana Siap Pakai yang dilaksanakan sendiri oleh 
BNPB diatur sebagai berikut: 

a. Untuk keperluan penampungan Dana Siap Pakai yang dilaksanakan 
sendiri oleh BNPB, KPA membuka rekening pada Bank Pemerintah 
dengan nama "BP Dana Siap Pakai pada BNPB"; 

b. Pembukaan rekening atas nama BP Dana Siap Pakai dimaksud, 
mengacu pada peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan 
rekening pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, 
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antara lain hams mendapat persetujuan Kepala KPPN selaku Kuasa 
BUN yang berkedudukan dalam wilayah pembayaran setempat; 

c. BP menyampaikan permohonan UP untuk Dana Siap Pakai kepada PPK 
sebesar alokasi anggaran dalam DIPA; 

d. Dalam hal terdapat penambahan alokasi dana siap pakai dalam DIPA 
karena adanya revisi DIPA atau sebab lainnya, BP dapat mengajukan 
penyesuaian besaran UP dimaksud; 

e. PPK meneliti permohonan UP dimaksud dengan melihat alokasi dana 
siap pakai pada DIPA bersangkutan; 

f. Apabila dari hasil penelitian terhadap permohonan UP Dana Siap Pakai 
yang diajukan BP BNPB telah memenuhi syarat, maka PPK menerbitkan 
SPP UP Dana Siap Pakai dan disampaikan kepada PPSPM dengan 
dilampiri rincian perhitungan besaran UP; 

PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap SPP UP Dana 
Siap Pakai yang diajukan sesuai dengan ketentuan, antara lain meliputi 
kelengkapan dokumen, kesesuaian penandatangan SPP UP dengan 
spesimen tandatangan PPK, kebenaran pengisian format SPP UP, 
kesesuaian kode BAS, dan ketersediaan pagu pada DIPA/POK/rencana 
kerja anggaran Satker; 

h. Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap SPP-UP Dana 
Siap Pakai beserta dokumen pendukungnya memenuhi persyaratan, 
PPSPM menerbitkan dan menandatangani SPM-UP untuk pembiayaan 
kegiatan darurat bencana, dan menyampaikannya kepada KPPN dengan 
disertai ADK SPM-UP berkenaan; 

i. Penerbitan SPM-UP dalam rangka pengajuan penyesuaian besaran UP 
Dana Siap Pakai, mencantumkan pada kolom pengeluaran bruto 
sebesar alokasi baru Dana Siap Pakai setelah penambahan, dan pada 
kolom potongan dicantumkan jumlah UP yang telah pernah diberikan; 

j. Dalam hal berkas pengajuan SPP-UP yang diajukan PPK tidak 
memenuhi ketentuan, PPSPM wajib menolak untuk 
menerbitkan/menandatangani SPM yang disertai dengan pernyataan 
secara tertulis alasan penolakan; 

k. Seluruh dokumen sebagai dasar pemeriksaan pengujian dan penerbitan 
SPM-UP Dana Siap Pakai disimpan oleh PPSPM untuk menjadi bahan 
pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal. 

Tatacara pengajuan UP Dana Siap Pakai yang dilaksanakan oleh BNPB 
dengan melibatkan BPBD/Kementerian Negara/Lembaga diatur sebagai 
berikut: 

a. Dalam rangka mengelola pembiayaan kegiatan dalam keadaan darurat 
bencana yang melibatkan BPBD/Kementerian Negara/Lembaga, KPA 
mengangkat pejabat pada BPBD atau Kementerian Negara/Lembaga 
sebagai PPK dan BPP atas usul Kepala BPBD provinsi, kabupaten/kota, 
atau pimpinan Kementerian Negara/Lembaga terkait; 

g. 
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b. 
Kepala BPBD provinsi, kabupaten/kota atau pimpinan Kementerian 
Negara/Lembaga terkait atas nama KPA membuka rekening pada bank 
pemerintah atas nama "BPP Dana Siap Pakai BPBD/Kementerian 
Negara/Lembaga terkait; 

c. 
Pembukaan rekening atas nama BPP Dana Siap Pakai dimaksud, 
mengacu pada peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan 
rekening pemerintah pada kementerian Negara/ lembaga/ satuan kerja, 
antara lain hams mendapat persetujuan Kepala KPPN selaku Kuasa 
BUN yang berkedudukan dalam wilayah pembayaran setempat; 

d. 
PPK Dana Siap Pakai pada Deputi Penanganan Darurat BNPB 
mengajukan kebutuhan UP kepada KPA untuk pembiayaan kegiatan 
dalam keadaan darurat bencana yang melibatkan BPBD/Kementerian 
Negara/Lembaga terkait, dengan dilampiri rincian perhitungan hasil 
assement Tim Reaksi Cepat (TRC) dan memperhatikan usulan dari 
Gubernur, Bupati/Walikota yang wilayahnya terkena bencana; 

e. 
Dalam keadaan terdapat potensi bencana di suatu daerah, Deputi 
Bidang Penanganan Darurat dapat berinisiatif dan mengusulkan kepada 
KPA agar kepada daerah yang telah berada pada kondisi status siaga 
darurat dapat diberikan sejumlah Dana Siap Pakai; 

f. 
KPA mengusulkan kepada Kepala BNPB tentang alokasi Dana Siap Pakai 
kepada daerah yang wilayahnya terkena bencana, untuk ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala BNPB; dan 

g. Selanjutnya, KPA memerintahkan kepada BP untuk memindahbukukan 
sejumlah dana UP dari rekening BP pada BNPB ke rekening BPP pada 

BPBD atau Ketnenterian Negara/Lembaga terkait sesuai dengan jumlah 
yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. 

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kegiatan dalam keadaan darurat 
bencana baik yang dilaksanakan oleh BNPB sendiri maupun yang 
melibatkan BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait. 

a. Dalam 	rangka 	penggunaan 	Dana 	Siap 	Pakai 	oleh 
BNPB/BPPD/Kementerian Negara/Lembaga terkait PPK pada institusi 
masing-masing melakukan pembuatan komitmen berupa surat 
perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa dengan pihak ketiga untuk 
kegiatan siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke 
pemulihan, sesuai dengan yang diatur dalam peraturan Kepala BNPB 
tentang Dana Siap Pakai; 

b. Pembuatan komitmen untuk pengeluaran dalam rangka pemberian 
bantuan, dan pengeluaran yang bersifat honorarium diwujudkan dalam 
bentuk penerbitan surat keputusan otorisasi oleh Kepala BNPB/Kepala 
BPBD/Kepala Satuan Kerja pada Kementerian Negara/Lembaga untuk 
kegiatan pada masing-masing institusi; 

c. Untuk pengeluaran tertentu, karena kondisi kedaruratan tidak dapat 
dilakukan dengan perjanjian/kontrak/SPK dengan pihak ketiga, dapat 
berbentuk bukti-bukti pembelian/pembayaran yang disahkan oleh PPK; 
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d. Dalam rangka penyelesaian tagihan atas penggunaan Dana Siap Pakai 
baik yang dilaksanakan oleh BNPB sendiri maupun yang melibatkan 
BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait, PPK wajib melakukan 
pengujian berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk 
memperoleh pembayaran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

e. Untuk melaksanakan pengujian tagihan dimaksud, KPA/Kepala 
BPBD/Kepala Satker pada Kementerian Negara/Lembaga dapat 
mengangkat Petugas Verifikator yang memahami administrasi Keuangan 
Negara; 

f. Apabila dari hasil pengujian ternyata memenuhi syarat, PPK 
BNPB/BPBD/Satker Kementerian Negara/Lembaga menerbitkan dan 
menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPBy) kepada BP/BPP 
pada institusi masing-masing dengan melampirkan: 

1) Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK beserta 
faktur pajak dan SSP; dan 

2) nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung 
lainnya yang diperlukan yang telah disahkan oleh PPK. 

g. BP/BPP melakukan penelitian/pengujian atas kelengkapan kebenaran 
perhitungan dokumen tagihan yang terlampir pada SPBy, dan 
ketersediaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

h. Apabila dari hasil penelitian/pengujian ternyata memenuhi syarat, 
BP/ BPP melakukan pembayaran menggunakan UP/TUP yang 
dikelolanya serta melakukan pemungutan/pemotongan pajak/bukan 
pajak atas tagihan atas SPBy yang diajukan, dan menyetorkan ke Kas 
Negara; 

i. Pembayaran UP/TUP tidak dibatasi besaran jumlahnya untuk satu 
penerima/penyedia barang dan/atau jasa. Pembayaran dapat dilakukan 
secara tunai atau giral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen 
dimaksud ternyata tidak memenuhi syarat, maka BP/BPP pada institusi 
masing-masing harus menolak dan mengembalikan SPBy dimaksud 
kepada PPK untuk dilengkapi/diperbaiki; 

j. BPP pada BPBD/ Satker Kementerian Negara/ Lembaga terkait 
menyampaikan SPBy beserta lampirannya kepada BP BNPB; 

k. BP BNPB selanjutnya menyampaikan SPBy beserta lampirannya 
dimaksud kepada PPK Dana Siap Pakai pada Deputi Penanganan 
Darurat BNPB sebagai bahan penyusunan SPP GUP/GUP Nihil; 

1. Dalam hal pembayaran yang dilakukan BP/BPP pada 
BNPB/ BPBD/ Kementerian Negara/ Lembaga terkait merupakan uang 
muka kerja, SPBy harus dilampiri dokumen sebagai berikut: 

1) Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; 

2) Rincian kebutuhan dana; dan 

40 



3) Surat pernyataan batas waktu pertanggungjawaban penggunaan 
uang muka kerja dari penerima uang muka kerja (pelaksana 
kegiatan). 

m. Pelaksana kegiatan selaku penerima uang muka kerja harus 
mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai dengan batas waktu 
yang disebutkan dalam surat pernyataan, atau selambat-lambatnya lima 
hari kerja sejak diterima uang muka, berupa: 

1) Surat Keputusan Otorisasi yang ditandatangani oleh Kepala 
B NPB / BPBD / Satker Kementerian Negara/ Lembaga. 

2) Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK serta faktur 
pajak dan SSP; dan 

3) Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung 
lainnya yang diperlukan yang telah disahkan oleh PPK. 

n. Atas dasar pertanggungjawaban dimaksud, BP/BPP melakukan 
pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti 
pengeluaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan. 

o. Apabila dari hasil pengujian dan penelitian pertanggungjawaban 
dimaksud memenuhi syarat, selanjutnya BP/BPP menggabungkan 
seluruh bukti-bukti pengeluaran dimaksud dengan kuitansi/dokumen 
pemberian uang muka sebagai tanda telah dipertanggungjawabkan, 
dilengkapi dengan: 

1) Copy bukti/ kuitansi pengembalian sisa uang muka yang 
ditandatangani oleh BP/BPP, dalam hal uang muka yang diberikan 
lebih besar daripada bukti-bukti pengeluaran yang 
dipertanggungjawabkan. 

2) Ash bukti/kuitansi pembayaran kekurangan uang muka yang 
ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, dalam hal uang muka yang 
diberikan lebih kecil daripada bukti-bukti pengeluaran yang 
dipertanggungjawabkan. 

p. Dalam hal sampai batas waktu yang diperjanjikan, penerima uang muka 
kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran sebagai 
pertanggungjawaban, BP/BPP menyampaikan permintaan tertulis agar 
Pelaksana 	Kegiatan/penerima 	uang 	muka 	segera 
mempertanggungjawabkan uang muka yang diterimanya. Tembusan 
permintaan tertulis dimaksud disampaikan kepada PPK 
BNPB/BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait; 

q. Tata cara pengujian tagihan dan penerbitan SPBy oleh PPK 
BNPB/BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait, serta pengujian dan 
penelitian 	SPBy 	dan 	lampirannya 	oleh 	BP/BPP 
BNPB /BPBD / Kementerian Negara/ Lembaga terkait mempedomani 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 
Penanggulangan Bencana, dan ketentuan peraturan perundangan-
undangan lainnya. 
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Selanjutnya pertanggungjawaban penggunaan Dana Siap Pakai pada BPP 
BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait dipertanggungjawabkan 
kepada BP setiap bulan, terhitung uang persediaan tersebut diterima 
sampai dengan setelah berakhirnya penetapan status keadaan darurat 
bencana, berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan melampirkan 
Buku Kas Umum (BKU), Buku-buku Pembantu, rekening koran, disertai 
bukti ash pendukung pembayaran hak tagih dan bukti pemotongan dan 
penyetoran perpajakan. 

Berdasarkan LPJ BPP BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait, setiap 
bulannya BP BNPB menyusun SPP-GUP/ GUP Nihil. 

Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai akhir tahun anggaran 
dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 31 Januari tahun 
berikutnya. 

Sisa Dana Siap Pakai pada akhir tahun anggaran disetorkan ke Kas 
Negara. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat kegiatan 
penanganan keadaan darurat bencana yang masanya melewati akhir tahun 
anggaran (dalam arti status darurat bencana belum berakhir), maka sisa 
dana dimaksud tidak perlu disetor ke Kas Negara. 

Pertanggungjawaban sisa Dana Siap Pakai dimaksud, menjadi bagian dari 
pertanggungjawaban Dana Siap Pakai tahun anggaran berikutnya. 

D. Pelaksanaan Anggaran Pe nanggulangan Be ncana Pada Tahap 
Pascabencana 

1. Pencairan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
dalam Bentuk Swakelola atau Kontraktual yang Dikerjakan oleh 
BNPB dengan atau Tanpa Melibatkan BPBD. 

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang 
bersumber dari APBN dan APBD untuk kegiatan rehabilitasi dan/atau 
rekonstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Seperti diketahui, dana penanggulangan bencana pada tahap 
pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan/atau 
rekonstruksi, serta dilakukan dalam bentuk: 

a. swakelola atau kontraktual baik yang dikerjakan sendiri maupun 
melibatkan BPBD; 

b. Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat/kelompok 
masyarakat; 

c. Pemberian bantuan kepada pemerintah daerah yang terkena bencana 
berupa dana bantuan sosial berpola hibah. 

Kebijakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang 
dilaksanakan sendiri oleh BNPB atau melibatkan BPBD diputuskan oleh 
Kepala BNPB antara lain dengan mempertimbangkan rentang kendali 
manajemen, ketersediaan sumber daya, cakupan dan luas wilayah 
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terdampak, serta kapasitas Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang 
terkena bencana. 

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/ atau rekonstruksi untuk sektor 
permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor, 
dapat dilakukan balk secara swakelola maupun kontraktual sesuai 
dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang 
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

1) Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Bentuk 
Swakelola atau Kontraktual yang Dikerjakan Sendiri oleh BNPB. 

a. Dalam rangka mengelola pembiayaan untuk kegiatan rehabilitasi 
dan rekonstruksi yang dikerjakan sendiri oleh BNPB, KPA BNPB 
menunjuk PPK pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi, dan PPSPM Sekretariat Utama BNPB sebagai 
pejabat perbendaharaan yang bertangggung jawab terhadap 
pencairan, penggunaan, dan penyaluran dana yang telah 
dialokasikan dalam DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker. 

b. KPA atas nama PA juga menunjuk BP Sekretariat Utama, dan BPP 
pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

c. Pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi 
pascabencana yang dikerjakan sendiri oleh BNPB balk yang 
dilaksanakan secara swakelola maupun kontraktual disediakan 
dalam bentuk Uang Persediaan (UP) kepada Bendahara 
Pengeluaran (BP) BNPB. 

d. UP Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi disimpan dalam rekening 
yang terpisah dari UP yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan 
rutin Satker BNPB, dan UP untuk kegiatan Dana Siap Pakai. 

e. Untuk itu, PPK pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
BNPB mengajukan kebutuhan UP kepada KPA, balk untuk 
pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang 
dikerjakan sendiri oleh BNPB, maupun yang melibatkan BPBD 
Provinsi, Kabupaten/ Kota. 

f. KPA memerintahkan kepada BP untuk mengajukan permintaan 
UP sesuai dengan persetujuan yang diberikan kepada PPK pada 
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BNPB. 

g. UP dapat diajukan maksimal sebesar 50% dari anggaran dalam 
DIPA yang dialokasikan untuk kegiatan Rehabilitasi dan/atau 
Rekonstruksi dalam bentuk swakelola atau kontraktual. 

h. Atas dasar permohonan UP dimaksud, PPK pada Deputi Bidang 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BNPB melakukan pengujian 
sesuai dengan ketentuan, antara lain kelengkapan dokumen, dan 
kebenaran perhitungan UP yang diajukan. 

i. Apabila dari hasil pengujian terhadap permohonan UP yang 
diajukan BP BNPB telah memenuhi syarat, maka PPK pada Deputi 
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BNPB menerbitkan 
SPP-UP untuk pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 
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yang dikerjakan sendiri oleh BNPB, dan selanjutnya disampaikan 
kepada PPSPM BNPB. 

j. SPP-UP dimaksud dilengkapi dengan perhitungan besaran 
kebutuhan dana sesuai dengan pengajuan dari BP. 

k. PPSPM BNPB melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-UP 
yang diajukan sesuai dengan ketentuan, antara lain meliputi 
kelengkapan dokumen, kesesuaian penanda tangan SPP-UP 
dengan spesimen tanda tangan PPK, kebenaran pengisian format 
SPP-UP, kesesuaian kode BAS, dan ketersediaan pagu pada 
DIPA/ POK/ Rencana Kerja Anggaran Satker. 

1. Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian SPP-UP beserta 
dokumen pendukungnya memenuhi persyaratan, PPSPM 
menerbitkan, dan menandatangani SPM-UP untuk kegiatan 
rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikerjakan sendiri oleh BNPB, 
dan menyampaikannya kepada KPPN Jakarta, yang cukup 
dilampiri dengan ADK SPM-UP. 

m. Seluruh dokumen sebagai dasar pemeriksaan, pengujian, dan 
penerbitan SPM-UP disimpan oleh PPSPM untuk menjadi bahan 
pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal. 

n. Berdasarkan SPM-UP tersebut, KPPN Jakarta melakukan 
pengujian dan penerbitan SP2D, serta mentransfer dana UP ke 
rekening BP pada bank yang ditunjuk. 

o. Apabila dipandang perlu, BP dapat mendistribusikan dana UP 
dimaksud kepada para BPP pada Deputi yang diserahi tugas 
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan 
rekonstruksi yang dikerjakan sendiri oleh BNPB. 

Dalam hal UP tidak mencukupi, BP BNPB dapat mengajukan 
Tambahan Uang Persediaan (TUP). Permintaan TUP dilengkapi 
dengan rincian pekerjaan dan perhitungan besaran kebutuhan 
dana. 

q. Bendahara Pengeluaran yang telah menerima Tambahan UP 
untuk kebutuhan 1 (satu) atau beberapa BPP, dapat menerima 
Tambahan UP lagi untuk 1 (satu) atau beberapa BPP yang lainnya. 

r. Tata cara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen, serta 
penerbitan, dan pengajuan SPP/ SPM-UP dan SPP/ SPM-TUP 
untuk pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi 
yang pelaksanaannya dikerjakan sendiri oleh BNPB, 
mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme 
Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, dan ketentuan 
peraturan perundangan-undangan lainnya. 

2) Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Bentuk 
Swakelola atau Kontraktual yang Melibatkan BPBD. 

a. Dalam rangka mengelola pembiayaan untuk kegiatan rehabilitasi 
dan rekonstruksi yang melibatkan BPBD, KPA BNPB mengangkat 
PPK, dan BPP atas usul Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/ Kota 
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sebagai pejabat perbendaharaan yang bertangggung jawab 
terhadap penggunaan dana yang dikelolanya; 

b. Gubernur, Bupati/Walikota dapat mengangkat Penanggung Jawab 
Operasional Kegiatan (PJOK) yang secara bersama-sama dengan 
PPK BPBD melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di 
sektor yang menjadi kompetensi SKPD-nya; 

c. Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota mengangkat Petugas 
Verifikator yang membantu PPK dalam memeriksa dan menguji 
tagihan yang diajukan oleh pelaksana kegiatan dan/atau pihak 
ketiga; 

d. Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota atas nama KPA membuka 
rekening pada Bank Pemerintah setempat atas nama "BPP Dana 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi"; 

e. Pembukaan rekening pengeluaran atas nama BPP dimaksud, 
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan 
rekening pemerintah pada kementerian negara/ lembaga/ satuan 
kerja, antara lain hams mendapat persetujuan Kepala KPPN 
(selaku Kuasa BUN) yang berkedudukan dalam wilayah 
pembayaran setempat; 

f. Pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 
yang melibatkan BPBD baik yang dilaksanakan secara swakelola 
maupun kontraktual disediakan dalam bentuk UP pada BPP 
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota yang terkena bencana; 

g. Untuk itu, PPK pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
BNPB mengajukan kebutuhan UP kepada KPA, untuk pembiayaan 
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan BPBD 
Provinsi, Kabupaten/Kota; 

h. Selanjutnya, KPA memerintahkan kepada BP untuk 
memindahbukukan UP dari rekening BP ke rekening BPP BPBD 
Provinsi, Kabupaten/Kota maksimal sebesar 50% dari alokasi 
anggaran yang ditetapkan Kepala BNPB untuk provinsi, 
kabupaten/kota yang terkena bencana; 

i. Dalam hal UP tidak mencukupi, BPP BPBD Provinsi, 
Kabupaten/Kota dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan 
(TUP) kepada BP BNPB melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi BNPB. Permintaan TUP dilengkapi dengan rincian 
pekerjaan dan perhitungan besaran kebutuhan dana secara riil; 

j. Pemberian TUP kepada BPP hams tetap memperhatikan 
kebutuhan dana yang telah disetujui Kepala BNPB sebelumnya; 

k. Tambahan UP berikutnya dapat diberikan setelah Tambahan UP 
yang diterima sebelumnya telah dipertanggungjawabkan; 

1. Tatacara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen, serta 
penerbitan, dan pengajuan SPP/SPM-UP dan SPP/SPM-TUP 
untuk pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi 
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yang pelaksanaannya melibatkan BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota 
mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme 
Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, dan ketentuan 
peraturan perundangan-undangan lainnya. 

3) Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Bentuk 
Swakelola atau Kontraktual Baik yang Dikerjakan Sendiri 
Maupun yang Melibatkan BPBD. 

a. Dalam rangka penggunaan dana untuk kegiatan Rehabilitasi 
dan/atau Rekonstruksi dalam bentuk swakelola atau kontraktual, 
PPK Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BNPB/PPK 
pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pembuatan 
komitmen, yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian 
kontrak/SPK dengan pihak lain; 

b. Pembuatan komitmen untuk pengeluaran dalam rangka 
pemberian bantuan/hibah, serta pengeluaran yang bersifat 
honorarium dan sejenisnya diwujudkan dalam bentuk penerbitan 
surat keputusan otorisasi oleh Kepala BNPB atau pejabat yang 
diberi kewenangan untuk kegiatan yang dilakukan sendiri oleh 
BNPB, dan Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/ Kota untuk 
kegiatan yang melibatkan BPBD; 

c. Dalam rangka penyelesaian tagihan balk yang dilaksanakan 
secara swakelola maupun kontraktual, PPK wajib melakukan 
pengujian berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk 
memperoleh pembayaran sesuai dengan persyaratan dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. Untuk melaksanakan pengujian tagihan dimaksud, KPA/Kepala 
BPBD dapat mengangkat Petugas Verifikator yang memahami 
administrasi keuangan Negara; 

e. Apabila dari hasil pengujian ternyata memenuhi syarat, PPK 
BNPB/PPK BPBD menerbitkan dan menandatangani SPBy (sesuai 
dengan contoh formulir 16) kepada BP/BPP dengan melampirkan: 

(1) kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta 
faktur pajak dan SSP; dan 

(2) nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung 
lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK. 

f. BP/BPP melakukan penelitian/pengujian atas kelengkapan, 
kebenaran perhitungan dokumen tagihan yang terlampir pada 
SPBy, dan ketersedian dana sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

g. Apabila dari hasil penelitian/pengujian ternyata memenuhi syarat, 
BP/BPP melakukan pembayaran menggunakan UP/TUP yang 
dikelolanya serta melakukan pemungutan/ pemotongan 
pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan 
menyetorkan ke kas Negara; 
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h. Pembayaran dengan UP/TUP tidak dibatasi besaran jumlahnya 
untuk 1 (satu) penerima/penyedia barang dan/atau jasa. 
Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau giral sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

i. Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud 
ternyata tidak memenuhi syarat, maka BP BNPB/BPP BPBD 
hams menolak dan mengembalikan SPBy dimaksud kepada PPK 
untuk dilengkapi/ diperbaiki; 

j. BPP BPBD menyampaikan SPBy beserta lampirannya kepada 
Bendahara Pengeluaran BNPB; 

k. Bendahara Pengeluaran BNPB selanjutnya menyampaikan SPBy 
beserta lampirannya dimaksud kepada PPK Dana Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi pada BNPB untuk dokumen pembuatan SPP-
GUP/GUP Nihil; 

1. Dalam hal pembayaran yang dilakukan BP/BPP merupakan uang 
muka kerja, SPBy dilampiri: 

(1) rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; 

(2) rincian kebutuhan dana; dan 

(3) surat pernyataan batas waktu pertanggungjawaban 
penggunaan uang muka kerja dari penerima uang muka kerja. 

m. Pelaksana kegiatan selaku penerima uang muka kerja hams 
mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai dengan batas 
waktu yang disebutkan dalam surat pernyataan, atau selambat-
lambatnya lima hari kerja sejak diterima uang muka, berupa: 

(1) surat keputusan otorisasi yang ditandatangani oleh Kepala 
BPBD; 

(2) kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta 
faktur pajak dan SSP; dan 

(3) nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung 
lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK. 

n. Atas dasar pertanggungjawaban dimaksud, BP/ BPP melakukan 
pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-
bukti pengeluaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan. 

o. Apabila dari hasil pengujian dan penelitian pertanggung-jawaban 
dimaksud memenuhi syarat, selanjutnya BPP menggabungkan 
seluruh bukti-bukti pengeluaran dimaksud dengan 
kuitansi/dokumen pemberian uang muka sebagai tanda telah 
dipertanggungjawabkan, dilengkapi dengan: 

(1) Copy bukti/kuitansi pengembalian sisa uang muka yang 
ditandatangani oleh BP/ BPP, dalam hal uang muka yang 
diberikan lebih besar daripada bukti-bukti pengeluaran yang 
dipertanggungjawabkan. 
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(2) Ash bukti/kuitansi pembayaran kekurangan uang muka yang 
ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, dalam hal uang muka 
yang diberikan lebih kecil daripada bukti-bukti pengeluaran 
yang dipertanggungjawabkan. 

P. Dalam hal sampai batas waktu yang diperjanjikan, penerima uang 
muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran sebagai 
pertanggungjawaban, BP/BPP menyampaikan permintaan tertulis 
agar Pelaksana Kegiatan/penerima uang muka segera 
mempertanggungjawabkan uang muka yang diterimanya. 
Tembusan permintaan tertulis dimaksud disampaikan kepada 
PPK. 

q. Tata cara pengujian tagihan dan penerbitan SPBy oleh PPK 
BNPB/PPK BPBD Provinsi, Kabupaten/ Kota, serta pengujian dan 
penelitian SPBy dan lampirannya oleh BP BNPB/BPP BPBD, 
mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme 
Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, dan ketentuan 
peraturan perundangan-undangan lainnya. 

2. Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Langsung kepada 
Masyarakat/Kelompok Masyarakat (BLM). 

1) Pencairan Dana Bantuan Langsung kepada Masyarakat/Kelompok 
Masyarakat (BLM) didahului dengan pembuatan Nota Kesepahaman 
(Memorandum of Understanding) antara Kepala BNPB dengan 
Gubernur, Bupati/Walikota yang daerahnya terkena bencana; 

2) Berdasarkan Nota Kesepahaman dimaksud, Gubernur, 
Bupati/Walikota menetapkan Surat Keputusan Pemberian Bantuan 
Langsung Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat, yang setidak-
tidaknya memuat: 

a. Nama dan identitas penerima bantuan; 

b. Jumlah nominal bantuan; dan 

c. Nomor rekening penerima bantuan/kelompok masyarakat. 

3) BPBD Provinsi, Kabupaten/ Kota (Pemerintah Daerah setempat) 
mengajukan permintaan penyaluran bantuan langsung 
masyarakat/kelompok masyarakat kepada Kepala BNPB melalui 
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dilampiri: 

a. Surat Keputusan Pemberian Bantuan Langsung Kepada 
Masyarakat/ Kelompok Masyarakat; 

b. Daftar Nominatif Masyarakat/Kelompok Masyarakat Penerima 
Bantuan yang mencantumkan jumlah dana dan nomor rekening 
bank Masyarakat/Kelompok Masyarakat; 

c. Kuitansi pembayaran dari Masyarakat/Kelompok Masyarakat; 
dan 

d. Berita Acara Pembayaran. 
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4) PPK Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan pengujian dan 
penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran formal maupun 
material atas dokumen yang diajukan oleh BPBD/Pemerintah 
Daerah; 

5) Pencairan Dana Bantuan Langsung kepada Masyarakat/Kelompok 
Masyarakat (BLM) dapat disalurkan dengan dua cara: 

a. Langsung ke rekening masyarakat penerima bantuan/kelompok 
masyarakat pada bank/pos; atau 

b. Melalui rekening Bank/Pos Penyalur; 

6) Pencairan dana BLM disalurkan secara langsung ke rekening 
masyarakat penerima bantuan/ kelompok masyarakat pada 
bank/pos, kecuali dengan pertimbangan tertentu akan lebih efektif 
kalau dicairkan melalui bank/pos penyalur; 

7) Untuk pengelolaan dana pendamping Bantuan Langsung kepada 
Masyarakat/Kelompok Masyarakat (BLM) ditetapkan PPK Daerah, 
menggunakan dana sosial berpola hibah atau ditangani langsung 
oleh BNPB; 

8) Dalam hal pencairan dana BLM akan dilakukan langsung ke 
rekening masyarakat penerima bantuan/kelompok masyarakat 
pada bank/pos, Kepala BPBD/Pemerintah Daerah mengajukan 
permintaan penyaluran bantuan langsung masyarakat/ kelompok 
masyarakat kepada Kepala BNPB dilampiri: 

a. Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota tentang Pemberian 
Bantuan Langsung Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat; 

b. Daftar Nominatif Masyarakat/Kelompok Masyarakat Penerima 
Bantuan yang mencantumkan jumlah dana dan nomor rekening 
bank Masyarakat/Kelompok Masyarakat; 

c. Kuitansi pembayaran dari Masyarakat/Kelompok Masyarakat; 

d. Berita Acara Pembayaran. 

9) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud di atas, PPK pada 
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB melakukan 
penelitian dan pengujian terhadap kelengkapan dokumen, dan 
kebenaran perhitungan penyaluran BLM yang diajukan, dan 
persyaratan lain sesuai dengan ketentuan; 

10) Apabila dari hasil pengujian dan penelitian ternyata memenuhi 
persyaratan, PPK yang bersangkutan membuat, menandatangani, 
dan menyampaikan SPP-LS BLM kepada PPSPM BNPB, dengan 
lampiran: 

a. Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota tentang Pemberian 
Bantuan Langsung Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat; 

b. Daftar Nominatif Masyarakat/Kelompok Masyarakat Penerima 
Bantuan yang mencantumkan jumlah dana dan nomor rekening 
bank Masyarakat/Kelompok Masyarakat; dan 
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c. Kuitansi pembayaran dari Masyarakat/Kelompok Masyarakat; 

d. Berita Acara Pembayaran. 

11) SPP-LS BLM dapat ditujukan ke: 

a. rekening penerima bantuan pada bank/pos; atau 

b. rekening Bank/ Pos Penyalur. 

12) Penyaluran BLM sebaiknya ditujukan langsung ke rekening 
masyarakat/kelompok masyarakat agar lebih tepat sasaran, dan 
tepat jumlah. Namun apabila penerima bantuan tidak memiliki 
akses ke bank/pos sehingga tidak mungkin membuka rekening 
pada bank/pos; dan/atau jumlah penerima bantuan pada satu 
jenis bantuan lebih dari 100 (seratus) penerima bantuan, maka 
dapat dipertimbangkan penyalurannya melalui Bank/Pos Penyalur. 

13) Untuk keperluan penampungan dana BLM yang penyalurannya 
melalui Bank/ Pos Penyalur, PPK Dana Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi atas nama KPA terlebih dahulu membuka rekening 
pada Bank/ Pos yang telah ditunjuk setelah melalui proses 
pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. 

14) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud di atas berpedoman 
pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening 
milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja. 

15) PPSPM BNPB melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-LS BLM 
yang diajukan sesuai dengan ketentuan, antara lain meliputi 
kelengkapan dokumen, kesesuaian penanda tangan SPP-LS BLM 
dengan spesimen tanda tangan PPK, kebenaran pengisian format 
SPP-LS BLM, kesesuaian dengan kode BAS, dan ketersediaan pagu 
pada DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker. 

16) Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian SPP-LS BLM beserta 
dokumen pendukungnya memenuhi persyaratan, PPSPM 
menerbitkan, dan menandatangani SPM-LS BLM untuk penyaluran 
bantuan langsung kepada masyarakat/kelompok masyarakat, dan 
menyampaikannya kepada KPPN Jakarta, dengan dilampiri: 

a. Daftar Nominatif Masyarakat/Kelompok Masyarakat Penerima 
Bantuan yang mencantumkan jumlah dana dan nomor rekening 
bank Masyarakat/Kelompok Masyarakat, untuk BLM yang 
disalurkan melalui rekening masing-masing atau rekening 
Kelompok Masyarakat; atau 

b. Daftar Nominatif Masyarakat Penerima Bantuan yang 
mencantumkan jumlah dana, alamat lengkap, dan nomor KTP, 
untuk BLM yang disalurkan melalui rekening Bank/ Pos 
Penyalur; dan 

c. Arsip Data Komputer (ADK) SPM-LS BLM. 

17) Seluruh dokumen lain sebagai dasar pemeriksaan, pengujian dan 
penerbitan SPM-LS BLM tetap disimpan oleh PPSPM untuk menjadi 
bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal. 
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18) Berdasarkan SPM-LS BLM tersebut, KPPN Jakarta melakukan 
pengujian dan penerbitan SP2D, serta mentransfer dananya: 

a. Langsung ke rekening masing-masing masyarakat/kelompok 
masyarakat seperti yang tercantum dalam daftar nominatif/ADK; 
atau 

b. Ke rekening PPK Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada 
Bank/Pos Penyalur, apabila BLM disalurkan melalui Bank/ Pos 
Penyalur. 

19) Tatacara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen, serta 
penerbitan, dan pengajuan SPP/SPM-LS untuk pembiayaan 
kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi yang pelaksanaannya 

berupa Bantuan Langsung kepada Masyarakat/Kelompok 
Masyarakat (BLM), mempedomani Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan 
Bencana, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan 
lainnya. 

3. Pencairan dan Penggunaan Bantuan kepada Pemerintah Daerah 
Yang Terkena Bencana berupa Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah: 

1) Dalam hal APBD tidak memadai untuk melaksanakan Kegiatan 
Rehabilitasi dan/ atau Rekonstruksi, 	Pemerintah 	Provinsi, 
Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan dana kepada BNPB. 
Penyaluran dana dari BNPB kepada BPBD/Pemerintah Daerah 
dilakukan dalam bentuk bantuan sosial berpola hibah. 

2) Pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah didasarkan pada 
Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan 
Sosial Berpola Hibah, dan dilanjutkan dengan pembuatan Nota 
Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Kepala BNPB 
dengan Gubernur, Bupati/Walikota yang daerahnya terkena 
bencana. 

3) Berdasarkan 	Nota 	Kesepahaman 	dimaksud 	Gubernur, 
Bupati/Walikota menetapkan Atasan Langsung PPK, Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP), Penanggung 
Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) untuk mengelola dana bantuan 
sosial berpola hibah yang disalurkan kepada BPBD/Pemerintah 
Daerah. 

4) Yang diangkat dan ditetapkan sebagai Atasan Langsung PPK adalah 
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten/ Kota. Sedangkan 
sebagai PPK adalah pejabat/ pelaksana pada Bidang/ Seksi 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota 
dan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. 

5) Kepala BPBD mengangkat Petugas Verifikator yang membantu 
Atasan Langsung PPK dalam melakukan pengujian tagihan dan 
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-RR). 
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6) Rekening yang digunakan untuk menampung dana bantuan sosial 
berpola hibah dibuka oleh Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/ Kota 
pada Bank Pemerintah setempat atas nama "BP Dana Bantuan Sosial 
Berpola Hibah". 

7) Karena dana bantuan sosial berpola hibah bukan bagian dari Dana 
Perimbangan, maka rekening "BP Dana Bantuan Sosial Berpola 
Hibah" dimaksud merupakan Rekening Khusus yang dikelola di luar 
sistem APBD, dan harus terpisah dari rekening kas pemerintah 

daerah. 

8) Penetapan prioritas kegiatan, pembahasan RKA (termasuk 
pemaketan) dilakukan melalui asistensi dan disetujui oleh Deputi 
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

Pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah. 

1) Berdasarkan Surat Ketetapan Kepala BNPB tentang Hasil Evaluasi 
dan Verifikasi, PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/ Kota 
mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial berpola 
hibah sebesar 100% dari alokasi dana yang ditetapkan oleh Kepala 
BNBP melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan 

melampirkan: 

a. Nota Kesepahaman; 

b. Daftar nominatif kegiatan/proyek yang akan dibiayai dari dana 
bantuan sosial berpola hibah; 

c. Kuitansi yang ditandatangani oleh BP dan diketahui oleh PPK 
pada BPBD Provinsi, Kabupaten/ Kota; 

d. Berita Acara Pembayaran antara PPK BNPB dengan PPK BPBD 
(sesuai dengan contoh formulir 17); 

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM/ formulir 18); 

dan 

f. Fotokopi Rekening Koran dan NPWP Bendahara Pengeluaran pada 

BPBD. 

2) PPK Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah melakukan pengujian dan 
penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen yang 
terlampir pada surat permohonan pencairan dana. Apabila 
kelengkapan dan kebenaran dokumen telah sesuai dengan 
ketentuan, PPK mengajukan SPP-LS Dana Bantuan Sosial Berpola 
Hibah untuk masing-masing daerah penerima bantuan. 

3) SPP-LS Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah disampaikan kepada 

PPSPM dengan melampirkan: 

a) Salinan Surat Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan 
Alokasi Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah; 

b) Daftar nominatif kegiatan/proyek yang akan dibiayai dari dana 

bantuan sosial berpola hibah; 
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c) SPTB yang ditandatangani oleh PPK Dana Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi (sesuai dengan contoh formulir 19); dan 

d) Fotokopi Rekening Koran. 

4) PPSPM BNPB melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-LS Dana 
Bantuan Sosial Berpola Hibah yang diajukan sesuai dengan 
ketentuan, antara lain meliputi kelengkapan dokumen, kesesuaian 
penanda tangan SPP-LS dengan spesimen tanda tangan PPK, 
kebenaran pengisian format SPP-LS, kesesuaian kode BAS, dan 
ketersediaan pagu pada DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker. 

5) Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian SPP-LS Dana Bantuan 
Sosial Berpola Hibah beserta dokumen pendukungnya memenuhi 
persyaratan, PPSPM menerbitkan, dan menandatangani SPM-LS 
Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah, dan menyampaikannya kepada 
KPPN Jakarta, dengan melampirkan: 

a. Salinan Surat Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi 
Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah; dan 

b. Arsip Data Komputer (ADK). 

6) Seluruh dokumen lainnya yang menjadi dasar pemeriksaan, 
pengujian dan penerbitan SPM-LS Dana Bantuan Sosial Berpola 
Hibah disimpan oleh PPSPM untuk menjadi bahan pemeriksaan bagi 
aparat pemeriksa internal dan eksternal. 

7) Berdasarkan SPM-LS Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah tersebut, 
KPPN Jakarta melakukan pengujian dan penerbitan SP2D, serta 
mentransfer dananya ke rekening BP Dana Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi pada bank yang ditunjuk. 

8) Tata cara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen, serta 
penerbitan, dan pengajuan SPP/SPM-LS Dana Bantuan Sosial 
Berpola Hibah, mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, dan 
ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya. 

Penggunaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah. 

1) Penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah sepenuhnya 
merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah i.c. 
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, namun tetap berpedoman pada 
Surat Keputusan Kepala BNPB tentang penetapan alokasi, MoU, POK 
dan RKA yang telah ditetapkan. 

2) Penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah sepenuhnya 
merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah i.c. 
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, namun tetap berpedoman pada 
Surat Keputusan Kepala BNPB tentang penetapan alokasi, MoU, 
POK dan RKA yang telah ditetapkan. 
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3) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana bantuan sosial 

berpola hibah sebagaimana tercantum dalam POK dan RKA 
dilakukan sebagai berikut: 

a. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota menyampaikan 
usul revisi kepada Gubernur, Bupati/Walikota sebelum 
perubahan kegiatan dilaksanakan; 

b. Gubernur, Bupati/Walikota melakukan penelaahan apakah telah 
sesuai dengan ketentuan atau menyimpang dari hasil verifikasi 
BPBD dan/atau Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
pascabencana terkait; 

c. Apabila usul revisi dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, 
maka Gubernur, Bupati/Walikota segera menerbitkan surat 
persetujuan revisi dan menyampaikannya kepada Kepala BPBD 
setempat dengan tembusan kepada Deputi Bidang Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi; 

d. Apabila usul revisi tersebut menyimpang, maka Gubernur, 
Bupati/ Walikota segera memberitahukan secara tertulis kepada 
Kepala BPBD untuk dilakukan perbaikan. 

4) Revisi penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah tersebut, 
termasuk penggunaan sisa tender dalam rangka mengoptimalkan 
pemanfaatan dana untuk paket-paket pekerjaan yang terdapat dalam 
dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

5) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi yang 
pembiayaannya menggunakan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah 
dapat dilakukan baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai 
dengan persyaratan yang diatur dalam Pedoman Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. 

Pekerjaan Swakelola. 

1) Pekerjaan Swakelola merupakan kegiatan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, 
dan/atau diawasi sendiri oleh K/L sebagai penanggung jawab 
anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok 
masyarakat 

2) Kegiatan pendampingan dan kegiatan nonkonstruksi yang 
dilaksanakan secara swakelola, Pelaksana Kegiatan dapat 
mengajukan uang muka sesuai dengan kebutuhan kepada PPK 
pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan melampirkan: 

a. rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; 

b. rincian kebutuhan dana; dan 

c. surat pernyataan batas waktu pertanggungjawaban penggunaan 
uang muka kerja dari penerima uang muka kerja. 
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3) PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pengujian 
terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen permintaan uang 
muka yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan. 

4) Apabila dari hasil pengujian permintaan uang muka dimaksud 
memenuhi syarat, selanjutnya PPK pada BPBD Provinsi, 
Kabupaten/ Kota atas nama KPA menerbitkan SPBy kepada BPP 
lengkap dengan lampiran-lampiran yang telah disetujui oleh PPK. 

5) Apabila dari hasil pengujian permintaan uang muka dimaksud 
ternyata tidak memenuhi syarat, maka PPK pada BPBD Provinsi, 
Kabupaten/ Kota mengembalikan dokumen dimaksud kepada 
Pelaksana Kegiatan untuk dilengkapi/diperbaiki. 

6) Apabila kegiatan pendampingan dan kegiatan nonkonstruksi secara 
swakelola telah dilaksanakan tanpa didahului pemberian uang 
muka, Pelaksana Kegiatan mengajukan tagihan kepada PPK pada 
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan melampirkan: 

a. kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak / SSP; dan 

b. nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung 
lainnya yang diperlukan 

7) Untuk pekerjaan swakelola dalam rangka pemberian bantuan dan 
pengeluaran yang bersifat honorarium harus dilengkapi dengan 
surat keputusan otorisasi yang ditandatangani Kepala Pelaksana 
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota selaku kepanjangan tangan KPA. 

8) PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pengujian 
terhadap kelengkapan dan kebenaran formal dan materiil 
kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak/ SSP, beserta nota/bukti 
penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lain yang 
diajukan oleh Pelaksana Kegiatan. 

9) Apabila dari hasil pengujian dokumen-dokumen dimaksud 
memenuhi syarat, selanjutnya PPK pada BPBD Provinsi, 
Kabupaten/Kota atas nama KPA menerbitkan SPBy kepada BPP 
dilampiri dengan dokumen-dokumen yang telah disahkan oleh PPK. 

10) Apabila dari hasil pengujian dokumen tagihan ternyata tidak 
memenuhi syarat, maka PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota 
mengembalikan tagihan dimaksud kepada Pelaksana Kegiatan 
untuk dilengkapi/ diperbaiki. 

11) Apabila dari hasil pengujian dokumen tagihan ternyata tidak 
memenuhi syarat, maka PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota 
mengembalikan tagihan dimaksud kepada Pelaksana Kegiatan 
untuk dilengkapi/ diperbaiki. 

12) Berdasarkan SPBy yang diterima, BPP BPBD melakukan pengujian 
dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang 
terlampir pada SPBy. 

13) Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud 
memenuhi syarat, selanjutnya BPP BPBD melakukan pembayaran 
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dengan menggunakan dana bantuan social berpola hibah yang 
dikelolanya 

14) Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud 
memenuhi syarat, selanjutnya BPP BPBD melakukan pembayaran 
dengan menggunakan dana bantuan social berpola hibah yang 
dikelolanya. 

15) Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau giral sesuai 
denganketentuan peraturan perundang-undangan. 

16) Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud 
ternyata tidak memenuhi syarat, maka BPP BPBD hams menolak 
dan mengembalikan SPBy dimaksud kepada PPK untuk 
dilengkapi/ diperbaiki. 

17) Pelaksana Kegiatan sebagai penerima uang muka kerja harus 
mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai dengan batas 
waktu yang diperjanjikan (maksimal lima hari kerja), bempa: 

a. surat keputusan otorisasi yang ditandatangani oleh Kepala 
BPBD; 

b. kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta 
faktur pajak dan SSP; dan 

c. nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung 
lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK. 

18) Atas dasar pertanggungjawaban dimaksud, BPP melakukan 
pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-
bukti pengeluaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan. 

19) Apabila dari hasil pengujian dan penelitian pertanggungjawaban 
dimaksud memenuhi syarat, selanjutnya BPP menggabungkan 
seluruh bukti-bukti pengeluaran dimaksud dengan 
kuitansi/dokumen pemberian uang muka sebagai tanda telah 
dipertanggungjawabkan, dilengkapi dengan: 

a. Copy bukti/kuitansi pengembalian sisa uang muka yang 
ditandatangani oleh BPP, dalam hal uang muka yang diberikan 
lebih besar daripada bukti-bukti pengeluaran yang 

dipertanggungj awabkan; 
b. Ash bukti/ kuitansi pembayaran kekurangan uang muka yang 

ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, dalam hal uang muka 
yang diberikan lebih kecil daripada bukti-bukti pengeluaran 
yang dipertanggungjawabkan; 

20) Dalam hal sampai batas waktu yang diperjanjikan, penerima uang 
muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran sebagai 
pertanggungjawaban, BPP menyampaikan permintaan tertulis agar 
Pelaksana Kegiatan/penerima uang muka segera 
mempertanggungjawabkan uang muka yang diterimanya. 
Tembusan permintaan tertulis dimaksud disampaikan kepada PPK; 

21) Dalam hal sampai batas waktu yang diperjanjikan, penerima uang 
muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran sebagai 

56 



pertanggungjawaban, BPP menyampaikan permintaan tertulis agar 
Pelaksana Kegiatan/ penerima uang muka segera 
mempertanggungjawabkan uang muka yang diterimanya. 
Tembusan permintaan tertulis dimaksud disampaikan kepada PPK; 

22) SPBy dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan 
Peraturan Kepala BNPB ini; 

23) Tatacara pengujian tagihan dan penerbitan SPBy oleh PPK pada 
BPBD Provinsi, Kabupaten/ Kota, serta pengujian dan penelitian 
SPBy dan lampirannya oleh BPP BPBD, mempedomani Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 
Penanggulangan Bencana, dan ketentuan peraturan perundangan-
undangan lainnya. 

Pekerjaan Kontraktual 

1) Pekerjaan kontraktual adalah pekerjaan rehabilitasi dan/atau 
rekonstruksi dengan menggunakan jasa penyedia barang/jasa atau 
pelaksana Swakelola atau pihak ketiga lainnya yang diikat dalam 
suatu surat perjanjian/kontrak melalui proses pemilihan penyedia 
barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

2) Pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi 
untuk proyek-proyek infrastruktur seperti: pembangunan jalan, 
jembatan, gedung/bangunan untuk kantor-kantor pemerintah, dan 
sarana pendidikan/kesehatan, serta bendungan, irigasi, jaringan 
telekomunikasi, listrik dan infrastruktur lainnya harus 
menggunakan jasa pihak ketiga, dan dilaksanakan oleh penyedia 
barang/jasa berbadan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional 
di bidang pekerjaan konstruksi. 

3) Berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani 
PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/ Kota, BPP membuat kartu 
pengawasan kontrak untuk masing-masing paket pekerjaan 
kontraktual, dan menyusun rencana pembayarannya. 

4) Apabila telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam 
surat perjanjian/kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan 
tagihan kepada PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan 
melampirkan dokumen sebagai berikut: 

Pekerjaan Perencanaan Konstruksi: 

a. Dokumen kontrak; 

b. Ringkasan/ Resume / kontrak (contoh formulir 10); 

c. Jaminan uang muka apabila pihak penyedia barang/jasa 
mengajukan uang muka; 

d. Laporan pendahuluan, laporan tengah (inception report) dan 
laporan akhir; 

e. Bukti-bukti pengeluaran; 
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f. Berita acara pembayaran (contoh formulir 17); 

g. Kuitansi yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan 
disetujui oleh PPK (contoh formulir 9); dan 

h. SSP dan faktur pajak yang telah ditandatangani oleh Wajib 
Pajak. 

Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi dan Nonkonstruksi: 

a. Dokumen kontrak; 

b. Ringkasan/Resume kontrak (contoh formulir 10); 

c. Jaminan pelaksanaan; 

d. Jaminan uang muka apabila pihak penyedia barang/jasa 
mengajukan uang muka; 

e. Berita acara kemajuan fisik (contoh formulir 20); 

f. Berita acara serah terima pekerjaan 100 % (contoh formulir 21); 

g. Berita acara pembayaran (contoh formulir 17); 

h. Kuitansi yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan 
disetujui oleh PPK (contoh formulir 9); dan 

i. SSP dan faktur pajak yang telah ditandatangani oleh Wajib 
Pajak. 

Pekerjaan Pengawasan Konstruksi (Supervisi dan Pengawasan 
yang proses pengadaannya dilaksanakan oleh BPBD Provinsi): 

a. Dokumen kontrak; 

b. Resume kontrak (Formulir 10); 

c. Jaminan uang muka apabila pihak penyedia jasa mengajukan 
uang muka; 

d. Laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan akhir; 

e. Bukti-bukti pengeluaran; 

f. Berita acara pembayaran; dan 

g. Kuitansi yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan disetujui 
oleh PPK (Formulir 9). 

5) Dalam rangka penyelesaian tagihan pekerjaan kontraktual yang 
membebani Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah (APBN), PPK pada 
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pengujian terhadap: 

a. kelengkapan dokumen tagihan; 

b. kebenaran perhitungan tagihan; 

c. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas 
beban APBN; 
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d. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa 
sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan 
barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa; 

e. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa 
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima 
barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak; 

f. kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari 
penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan 

g. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana 
yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa 
dengan dokumen perjanjian/kontrak. 

6) Apabila dari hasil pengujian bukti-bukti tagihan dimaksud ternyata 
tidak memenuhi syarat, maka PPK BPBD pada BPBD Provinsi, 
Kabupaten/Kota mengembalikan kepada penyedia barang/jasa 
atau pihak ketiga lainnya untuk dilengkapi/diperbaiki. 

7) Apabila dari hasil pengujian dokumen-dokumen dimaksud 
memenuhi syarat, selanjutnya PPK pada BPBD Provinsi, 
Kabupaten/ Kota atas nama KPA menerbitkan SPP-RR dan 
disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD dilampiri dengan 
dokumen-dokumen yang telah diverifikasi oleh PPK. 

8) Kepala Pelaksana BPBD selaku Atasan Langsung PPK mendisposisi 
SPP-RR dimaksud kepada Petugas Verifikator untuk dilakukan 
penelitian dan pengujian terhadap: 

a. kelengkapan dokumen pendukung SPP-RR; 

b. kesesuaian penandatangan SPP-RR dengan spesimen 
tandatangan PPK; 

c. kebenaran pengisian format SPP-RR; 

d. ketersediaan pagu dana bantuan social berpola hibah; 

e. kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi 
persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan 
barang/jasa; 

f. kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP-
RR sehubungan dengan perjanjian/kontrak; 

g. kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang 
perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; 

h. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada 
negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; 

i. kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran 
dalam perjanjian/kontrak; dan 

J. kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti tagihan yang diajukan 
oleh penyedia barang/jasa atau pihak ketiga lainnya. 
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9) Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud 
memenuhi syarat, Petugas Verifikator menerbitkan SPM-RR untuk 
ditandatangani oleh Atasan Langsung PPK. Selanjutnya SPM-RR 
disampaikan kepada BP Dana Rehabilitasi do Rekonstruksi pada 
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota 

10) Berdasarkan SPM-RR dimaksud, BP melakukan pengujian dan 
penelitian terhadap: 

a. Ketersediaan dana; 

b. kelengkapan dan kebenaran formal dokumen tagihan; 

c. kebenaran perhitungan pembayaran termin/berkala sesuai 
dengan prestasi kerja; 

d. kebenaran perhitungan potongan pajak-pajak Negara 

(PPN/ PPh); 

e. kebenaran perhitungan denda keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan (kalau ada). 

11) Pengujian juga dilakukan dengan mencocokkan data yang terlampir 
pada tagihan dengan catatan pada kartu pengawasan kontrak dan 
rencana pencairannya 

12) Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud 
memenuhi syarat, selanjutnya BP melakukan pembayaran dengan 
menggunakan bilyet giro sebesar jumlah bersih/netto (jumlah 
tagihan/bruto setelah dikurangan pajak-pajak dan denda kalau 
ada) yang membebani rekening dana bantuan sosial berpola hibah 
pada bank pemerintah setempat. 

13) Bilyet giro yang diterbitkan selain ditandatangani oleh BP, harus 
ditandatangani sebagai tanda setuju (contra sign) oleh PPK. 

14) BP sebagai wajib pungut pajak-pajak Negara (WAPU) menyetor 
pajak yang dipungut menggunakan SSP ke Bank Persepsi 
selambat-lambatnya pada tanggal 14 atau 20 bulan berikutnya 
(sesuai dengan jenis pajak yang dipungut dan dilaporkan). 

15) BP wajib melaporkan pajak-pajak yang dipungut ke KPP terdekat 
selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. 

16) Sisa dana bantuan sosial berpola hibah yang tidak digunakan lagi 
disetor ke kas Negara menggunakan format SSBP/SSPB sesuai 
dengan ketentuan (contoh formulir 22). 

17) Fotocopy SSP, SSBP, dan SSPB seperti terdapat dalam contoh 
formulir 22 dan contoh formulir 23 yang telah dilegalisasi oleh 
KPPN wilayah kerja Bank Persepsi disampaikan kepada Biro 
Keuangan BNPB selambat-lambatnya tanggal 10 bulan penyetoran 
untuk keperluan rekonsiliasi dengan KPPN Jakarta. 
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BAB V 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

A. Penatausahaan dan Pembukuan 

BP menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan 
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada 
di bawah pengelolaannya. Pembukuan bendahara terdiri Buku Kas Umum 
(BKU), Buku Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran yang 
dilaksanakan atas dasar dokumen sumber pembukuan bendahara. 
Pencatatan transaksi yang dilakukan BP/BPP harus dibukukan ke dalam 
BKU, barn kemudian dibukukan ke dalam buku-buku pembantu terkait. 

BP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para BPP yang berada 
pada setiap unit kerja eselon II dan unit kerja mandiri. BPP 
menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan 
pengeluaran sebatas pada uang yang berada di bawah pengelolaannya. 

BPP pada BPBD/ Satker Kementerian Negara/Lembaga yang terlibat 
dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana menyelenggarakan 
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran sebatas pada 
UP yang diterima dari BP BNPB. 

Pembukuan BP/ BPP diawali dengan pencatatan alokasi DIPA sesuai 
dengan uang yang dikelolanya. Setelah BP menerima UP untuk kegiatan 
rutin Satker BNPB, kemudian UP dimaksud didistribusikan kepada 
masing-masing BPP unit kerja berupa persekot kerja (PK). 

UP dan PK dibukukan BP ke dalam BKU dan Buku Pembantu 
Persekot Kerja untuk masing-masing BPP. Selanjutnya UP dan PK 
dimaksud dibukukan ke dalam Buku Pembantu Bank atau Buku 
Pembantu Kas, sesuai dengan bentuk persekot kerja yang diberikan, 
apakah dalam bentuk giro/cek atau kas tunai. 

Untuk setiap UP yang ditransfer kepada BPP, BP BNPB hams 
mencatat ke dalam kartu kendali masing-masing BPP. Dengan demikian 
sisa UP yang terdapat pada masing-masing BPP dapat diketahui setiap 
saat. Kartu kendali dimaksud berfungsi sebagai media rekonsiliasi antara 
BP dengan BPP. 

Tata cara pembukuan ke dalam BKU mengikuti Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 73/ PMK.5/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 
Penyusunan LaporanPertanggungjawaban Bendahara Kementerian 
Negara/Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja serta Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 
Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja. 

Berdasarkan pembukuan yang dilaksanakan oleh BPP maupun BP ke 
dalam BKU dan buku-buku pembantunya menjadi sumber data untuk 
menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Selanjutnya pembukuan 
BPP menjadi dokumen sumber pembukuan BP, pada sisi 
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penerimaan/pengeluaran BKU masing-masing BPP dicatat ke dalam sisi 

penerimaan/pengeluaran BKU BP. 

Agar pembukuan di dalam BKU dan penyusunan LPJ yang dibuat 
oleh BP dan masing-masing BPP menunjukkan angka yang akurat satu 
sama lain (selaras), maka sebelum BP membuat LPJ hendaklah selalu 
diawali dengan rekonsiliasi antara BP dengan BPP. Selanjutnya setelah 
angka-angka transaksi yang tercantum BKU/ LPJ selaras baru kemudian 
BP dapat menyusun LPJ untuk disampaikan kepada KPPN. 

Pembukuan yang dilakukan BP dan BPP menggunakan aplikasi 

microsoft excel. Atas pembukuan yang dilakukan dengan menggunakan 
komputer, bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku 
pembantu sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dan 
menatausahakan hasil cetakan BKU dan buku-buku pembantu bulanan 
yang telah ditandatangani bendahara dan diketahui KPA untuk BP dan PPK 

untuk BPP. 

Pelaksanaan pertanggungjawaban BPP dan BP diawali dengan 
pembukuan yang dilaksanakan oleh BPP dan BP. KPA dan/atau PPK 
melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemeriksaan kas 
bendahara sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Pemeriksaan 
dimaksud dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dengan 

saldo kas secara fisik. 

Hasil pemeriksaan kas dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan 
Kas yang dilampiri dengan Register Penutupan Kas dan ditandatangani 
oleh BP/ BPP serta diketahui oleh KPA/ PPK. 

B. Rekonsiliasi Antara Pembukuan BPP dengan BP 

Sebelum BPP menyusun LPJ dilakukan rekonsiliasi antara BPP 
dengan BP yang dilaksanakan mulai hari kerja pertama bulan berikutnya 
sampai dengan empat hari kerja bulan berikutnya. Setelah menunjukkan 
angka yang akurat satu sama lain (selaras), BP dan BPP menandatangani 
kartu kendali masing-masing. 

Setelah Berita Acara Rekonsiliasi ditandatangani, BPP menyusun LPJ 

bulan yang bersangkutan. 

Rekonsiliasi antara BPP dengan BP meliputi data pembukuan dan 
dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut: 

1) BKU; 

2) BP Kas Tunai, dan BP Bank; 

3) BP UM Perjadin/Persekot Kerja (PK); 

4) BP LS; 

5) BP UP/TUP; 

6) BP Pajak; 

7) BP lainnya; 
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8) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas; serta 

9) Fotocopy Rekening Koran. 

Rekonsiliasi dilakukan BP bersama BPP dengan melakukan pencocokan 

BKU/BP, yaitu sebagai berikut: 

1) Apakah penjumlahan saldo semua BKU BPP telah sama dengan saldo 

BKU BP; 

2) Apakah penjumlahan saldo semua Buku Pembantu Kas Tunai, dan 
Buku Pembantu Bank masing-masing BPP telah sama dengan catatan 

dalam kartu kendali BP; 

3) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu UM Perjadin/Persekot 
Kerja (PK) masing-masing BPP telah sama dengan catatan kartu kendali 

BP; 

4) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu LS masing-masing BPP 
telah sama dengan catatan kartu kendali BP; 

5) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu UP/TUP masing-masing 
BPP telah sama dengan catatan kartu kendali BP; 

6) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu Pajak masing-masing BPP 
telah sama dengan catatan kartu kendali BP; dan 

7) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu Pajak masing-masing BPP 

telah sama dengan catatan kartu kendali BP. 

Untuk selanjutnya hasil rekonsiliasi dimaksud dituangkan ke dalam Berita 
Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh BP, BPP dan diketahui oleh 
Kepala Bagian Perbendaharaan, sesuai dengan format terlampir (contoh 

Lampiran 24) 

Sehubungan dengan pemberian Dana Penguatan Kelembagaan, UP Dana 
Siap Pakai, dan UP Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BP BNPB 
kepada BPP BPPD/Kementerian Negara/Lembaga, untuk mengawasi 
penyetoran jasa giro, sisa dana, setoran bukan pajak lainnya, PPK Dana 
Penguatan Kelembagaan pada Kedeputian Bidang Kesiapsiagaan, PPK Dana 
Siap Pakai pada Kedeputian Bidang Penanganan Darurat, dan PPK Dana 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi wajib membuat kartu kendali pengawasan SSPB/SSBP, dan 
mendokumentasikan semua SSPB/ SSBP sesuai dengan lingkup 

pengawasan masing-masing. 
Bentuk Kartu Kendali Pengawasan SSPB/ SSBP adalah sebagaimana contoh 

terlampir. 
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C. Penyusunan LPJ BPP dan BP 

BPP wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara rutin setiap 
bulannya yang disampaikan kepada BP paling lambat 5 (lima) hari kerja 
bulan berikutnya, dan LPJ BP disampaikan ke KPPN paling lambat 10 
(sepuluh) hari kerja bulan berikutnya. 

LPJ-BPP merupakan dokumen sumber bagi BP untuk menyusun LPJ BP, 
dimana sisi penerimaan, pengeluaran, dan saldo dalam LPJ BPP akan 
tercermin dalam LPJ BP. 

LPJ BPP dan BP dibuat sesuai dengan format terlampir (contoh lampiran 
25) 

Penyampaian LPJ BPP kepada BP hendaklah dilampiri sebagai berikut: 

a. LPJ BPP; 

b. Salinan BKU; 

c. Salinan Buku-buku pembantu; 

d. BA Pemeriksaan Kas; 

e. Register Penutupan Kas; 

f. Fotocopy Rekening Koran bulan bersangkutan; dan 

g. Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Pengembalian 
Belanja (SSPB) dan atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) beserta 
dokumen pendukungnya. 

Penyampaian LPJ BP ke KPPN hendaklah dilampiri sebagai berikut: 

a. LPJ BP; 

b. Fotocopy Rekening Koran bulan bersangkutan; 

c. Neraca bulan yang bersangkutan; 

d. BA Rekonsiliasi dengan KPPN; dan 

e. Surat Pengantar dari KPA. 

D. Rekonsiliasi BP dengan UAKPA 

Rekonsiliasi antara BP dengan Petugas UAKPA meliputi data pembukuan 
dan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut: 

1) LPJ BP; 

2) BKU dan Buku-buku Pembantu BP; 

3) Kuitansi BP dan BPP yang belum di-SPM-GU-kan/Kuitansi yang sudah 
diterbitkan SPM-GU-nya dan sudah disampaikan kepada KPPN namun 
belum terbit SP2D-nya pada bulan yang bersangkutan); 

4) Daftar SP2D yang sudah di-input; 

5) Neraca (Akun Kas di Bendahara Pengeluaran) dan (Akun Uang Muka 
dari KPPN); 
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6) Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan atau Surat Setoran 
Bukan Pajak (SSBP) yang dilengkapi dengan bukti validasi dari KPPN 
wilayah bank persepsi tempat penyetoran; dan 

7) Rekening koran bulan yang bersangkutan. 

Rekonsiliasi dilakukan BP bersama Petugas UAKPA dengan melakukan 
pencocokan, yaitu sebagai berikut: 

1) Apakah penjumlahan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran (Saldo 
Kas Tunai, Saldo Bank BP, Kuitansi BPP yang belum di SPM-GU-
kan/Kuitansi yang sudah diterbitkan SPM-GU-nya dan sudah 
disampaikan kepada KPPN namun belum terbit SP2D-nya pada bulan 
yang bersangkutan) telah sama dengan angka pada neraca (Akun Kas 
di Bendahara Pengeluaran, dan Akun Uang Muka dari KPPN); 

2) Apakah setoran penerimaan bukan pajak (SSPB maupun SSBP) telah 
sesuai dengan perhitungan sisa UP dan/atau TUP yang harus 
disetorkan kembali ke Kas Negara. 

Hasil rekonsiliasi antara pembukuan BP dengan Petugas UAKPA 
dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi BP-Petugas UAKPA, sesuai 
dengan format Lampiran 26. 

E. Rekonsiliasi SAI dan SAU (Satker dengan KPPN) 

Rekonsiliasi antara SAI dengan SAU meliputi data dan dokumen sebagai 
berikut: 

1) LPJ BP; 

2) Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRAB); 

3) Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja (LRABB); 

4) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (LRAP); 

5) Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan (LRAPP); 

6) Neraca (Akun Kas di Bendahara Pengeluaran) dan (Akun Uang Muka 
dari KPPN); 

7) Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan atau Surat Setoran 
Bukan Pajak (SSBP) yang dilengkapi dengan bukti validasi dari KPPN; 
dan 

8) Rekening koran bulan yang bersangkutan. 

Rekonsiliasi dilakukan BP bersama Petugas UAKPA dengan petugas KPPN 
untuk melakukan pencocokan data sebagai berikut: 

1) Apakah saldo UP yang tertuang dalam LPJ BP telah sesuai dengan 
saldo UP pada Kartu Pengawasan Kredit Anggaran KPPN; 

2) Apabila saldo UP yang tertuang dalam LPJ BP tidak sesuai dengan 
saldo UP pada Kartu Pengawasan Kredit Anggaran KPPN, maka dibuat 
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daftar perhitungan yang menunjukan selisih lebih/kurang dan 
mencocokan dengan bukti setoran yang ada (SSBP dan SSPB); 

3) Mencocokkan, apakah LRAB, LRAPB, LRAP, dan LRAPP keluaran SAI 
telah sama dengan LRAB, LRAPB, LRAP, dan LRAPP keluaran SAU; 

4) Apabila LRAB, LRAPB, LRAP, dan LRAPP keluaran SAI tidak sama 
dengan LRAB, LRAPB, LRAP, dan LRAPP keluaran SAU, maka dibuat 
daftar perhitungan yang menunjukan selisih lebih/ kurang dan 
mencocokan dengan bukti-bukti yang ada (SSBP, SSPB, dan catatan 
kuitansi yang belum di- SP2D-kan). 

Hasil rekonsiliasi antara BP bersama Petugas UAKPA dengan petugas KPPN 
dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi, sesuai dengan format 
Lampiran 27. 

F. Laporan Realisasi Anggaran 

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, 
diperlukan data realisasi APBN, arus kas, neraca, dan catatan atas laporan 
keuangan. 

Oleh karena itu, Kepala Kantor/ Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa 
Pengguna Anggaran (UAKPA) setiap bulan harus melakukan rekonsiliasi 
data realisasi anggaran dengan Kepala KKPN selaku Kuasa BUN. Setiap 
awal bulan Kepala Kantor/ Satker menyampaikan Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) dan Neraca beserta ADK yang memuat data pagu anggaran 
berdasarkan APBN atau APBN perubahan dan realisasi anggaran menurut 
unit eselon 1 per program dengan memperhatikan pagu anggaran yang 
dicantumkan merupakan pagu program yang terakhir dan realisasi per 
program yang terakhir,kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 
Anggaran tingkat wilayah (UAPPAW). 

Adapun bentuk Laporan Realisasi Anggaran sesuai format terlampir 
(sesuai Lampiran 28) 

G. Laporan Kegiatan 

Pada akhir kegiatan, penggunaan Dana Penguatan Kelembagaan, 
Dana Siap Pakai, dan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala 
BPBD/Kepala Satker Kementerian Negara/Lembaga di samping 
berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, juga 
harus menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala BNPB. 
Bentuk dan format laporan kegiatan dan dokumen yang hams disertakan 
diatur dalam pedoman/petunjuk teknis yang ditetapkan oleh masing-
masing kedeputian. 
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BAB VI 

PENUTUP 

Petunjuk 	Pelaksanaan 	Pengelolaan 	Pelaksanaan 	dan 
Pertanggungjawaban Keuangan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana ini dibuat guna 

dijadikan petunjuk bagi para Pengelola Keuangan dalam melaksanakan 

anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana. 

Oleh karena itu, diharapkan tidak ada lagi keraguan dalam penerapan 

peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara, 

sehingga tercapai persamaan persepsi dan terwujudnya pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. 

Hal-hal teknis yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan 

Kepala BNPB ini, dapat diatur oleh Sekretaris Utama, Deputi Bidang 
Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Penanganan Darurat, dan Deputi Bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan 

masing-masing. 

KEPALA BADAN NASIONAL 

PENANGGULANGAN BENCANA, 

SYAMSUL MAARIF 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

STRUKTUR PENGELOLA ANGGARAN KEUANGAN BNPB 

PENGGUNA ANGGARAN (PA) L 

(KEPALA BNPB) 

KUASA PENGGUNA 

ANGGARAN (SESTAMA) 



4. Nomordan Tanggal SPK Kontrak 

5. Mai SPK/Konlrak 
	

: Rp. 0 

6. German oenielesan 
No I KEGIATANWOUTPUTIMAK 

(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN 

II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA 

PAGU 

DALAM DIPA/SKPA 

(filk.) 

SPP/SPM S.D. 

YANG LALU 

(Rp,) 

SPP INI 

(Rp.) 

JUPALAH S.D. 

SPP INI 

(Rp.) 

SISA DANA 

(Rp.) 

'I 

3874.994.511111 8.589.294.000 691.471.940 687.411.440 1.378.881380 7.190410.620 

3874 .994.511119 245.000 15.292 15.380 30.672 214.373 

3874 . 994 . 511121 605.994.000 44.812.332 44.909.162 89.721.494 518272.556 

3874 . 994 . 511122 129.336.000 9.903.845 9.995.659 19.899.504 105 436.495 

3874 .994 . 511123 2.229.630.000 166.470.000 165.210.000 331.660.000 1.897.950.000 

3874 . 994 . 511124 55.250.000 5.505.000 5.505.000 11.010.000 44.240.00(1 

3874 . 994 . 511125 642.498.000 16.999.187 16.909.566 33.908.753 606.589.247 

• 	3874 . 994 .511126 590.490.000 48520.880 46.730.160 93.251.040 960  

3874 . 994 . 511151 604.338.000 38.860.000 38.860.000 77.720.000 526.618.030 
Jumlah I 13.427.075.000 1.020.558.476 1.015.546.367 2.036.104.843 11.390.970.157 

II SEMUA KEGIATAN 

3873 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 

3874 32.729.075.000 1.020.558.476 1.015.546.367 2.036.104.843 30.692.970.157 

3875 19.301000,000 0 0 0 19.301.000.000 

3876 28.200.000.000 0 0 0 28.200.000.000 

3877 465.000.000.000 0 0 0 465.000.000.000 

3878 146.000.000.000 0 0 0 146.000.000.000 

3879 11.500.000,000 0 0 0 11.500000.000 

3880 10.000.090.000 0 0 0 10.000.000.000 

3881 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 

3882 174.050.000.000 0 0 0 174.050.000.000 

3883 103.650.000.000 0 0 0 103850.000000 

3884 14.500.000.000 0 0 0 14.500.000.000 
Jumlah II 1.014.930.075.000 1.020.558.476 1.015.546.367 2.036.104.843 1012.893.970.157 

LAMPIRAN II/ 1-4 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 
Tanggal 	: 16-01-2014 Nomor 00002GJ/6465211112014 
SIM! Pembayaran (4) Pembayaran Langsung (LS) 
Jenks Pembayaran : (1) Pengeluaran Arqg man 

1 DepartememLembega /ADAK NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (103) 
2 Una Organisasi 	: BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (01) 
3F:en:or/Salim 	: BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (645521) 

7 K6^-'an Pembinaan Adnanistrasl dan Pengelolaan Keuangan BNPB 

8 Karla Kegiatan 	 : 3874 

9 Kode Fungst, 	 : 010101 
4 Lokasi 	 : OKI JAKARTA (01) 	 S Fungsl, Program 
5 Tempat 	 : KOTA JAKARTA PUSAT (51)  
6 Atamat 	 : JAKARTA PUSAT 	

10 Kewenangan Pelaksanaan (KP) Kantor Penal 

epa a 
Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar 
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
di KOTA JAKARTA PUSAT 

Berdesarkan DIPA Nomor DIPA-103.01.1.648521/2014, 05-12-2013, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagal bedkut:  

1, Jumlah pembayaran yang dimintakan 	Rp. 	1.015.546167 

( * 'satu milyar lirnabelas juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga talus enam ()MO Idjuh (opiate"' ) 

2.1.1ntuk kepeduan 	 : Pembayaran Betanja Gaji Pegawai Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bulan Februari 2014 untuk 342 Pegawa8724 Jima 

3 Janis Belanja 
4. Alas Numa 
5. Mama! 
6. Mempunyai rekening 

: BELANJA PEGAWAI 
: Para Pegawai Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
: J(. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 
: Terlampir 

nomor rekening : Todampir 

MOAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (648521) 



I Wt.T.1107111LIIIILCS1110dVd 
	

0IA1/11,114/1MPIAL 	 ( W.)) 
	

1,.74.01,C111 

2 Unit Organisas1 
	

: BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (01) 
3 Kenlor/Satker 
	

: BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (648521) 

4 Lokasi 
5 Tampa( 
6 Alamat 

: DKI JAKARTA (01) 
: KOTA JAKARTA PUSAT (51) 
: JAKARTA PUSAT 

8 Kode Kegiatan 

9 Kode Fungi, 

S Fungsi, Program 

10 Kewenangan Peraksanaan 

: 0000 

..00 

(KP) Kantor Pusat 

LAMPIRAN 11/2-4 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASTONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

SURAT  l'EttNIINTAAN PEI■1BAYA RAN 
TanggA 	:223-01.2014 Monter 00504167652112014 
Sifat Pembayaran : (1) Dane Uang Posediaan pp) 
Janis Pembayaran : (4) Pengeluaran Transilo 

epa a 
Yth. Pejabat Penanda Megan Surat Perintah Membayar 
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
di KOTA JAKARTA PUSAT 

Berdasarkan DIPA Nomor DIPA-103.01.1.648521/2014, 05-12-2013, bersama in 

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 	50.000.000.000 

puteh milyar rupiah• ) 

nu ajukan permintaan pembayaran sebagai berried : 

2. Untuk kepeduan 	 : Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Salker BADAN NASIONAL PENANGGU LANGAN BENCANA Tahun 2014 

3. Jenis 6eIanja 
4. Atas Name 
5. Alamat 
6. Mempunyai rekening 

PENGELUARAN NON ANGGARAN 
Bendahara Pengeluaran BLIPS BA 103 

: JI. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 
: Bank SRI Cabang Jakarta Veteran 

nomor rekening : 0329-01-003342-398 

7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak 
8 Nilai SPK/Kontrak 
9. Den an penjelasan 

: Rp. 0 
• 

No I KEGIATAN/OUTPUT/MAK 

(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN 

II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA 

PAGU 

DALAM DIPAISKPA 

(Rp.) 

SPP/SPM S.D. 

YANG LALU 

(Rp.) 

SPP IN! 

(Rp.) 

JUMLAH S.D. 

SPP INI 

(Rp.) 

SISA DANA 

(Rp.) 

, 

Jumlah I 0 0 0 0 —0 

0 SEMUA KEGIATAN 

3873 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 

3874 32.725.075.000 • 0 • 0 0 32,729,075.000 
3875 19.301.000.000 0 0 0 19.301.000.000 

3876 28.200.000.000 0 0 0 28.200.000.000 

3877 465.000.000.000 0 0 0 465.000.000.000 

3878 146.000.000.000 0 0 0 146.000.000.000 

3879 11.500,000.000 0 0 0 11.500.000.000 
3880 10000.000.000 0 0 0 10.000.000.000 

3881 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 

3862 174.050.000.000 0 0 0 174.050.000.009 

3883 103.650.000.000 0 0 0 103.650.000.000 
3884 74.500.000.000 0 0 0 14.500.000.000 

3886 36.000.000.000 0 0 0 36.000.000.000 

3886 8.000.000.000 0 0 0 8.000.000.000 

3887 56.400,000.000 0 0 0 56,400.000.000 

3888 13.000.000.000 0 0 0 13.000900.000 

3880 297.650.000.000 0 0 0 297.650.000.000 

3890 5.000.000.000 0 0 0 .5.000.000.000 

3891 59.000.000.000 0 0 0 59.000.000.000 

3892 87.350.000.000 0 0 0 87.350.000.000 
Judah II 1.577.330.075.000 0 0 0 1.577.330.075.000 

5.000.000.000 55.000.000.000 50.000.000.000 

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (648521) 



Deg t. Lo/Lembapa 	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (103) 	7 Kegiatan 	 : ??? 

2 Unit Organisasi 	: BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (01) 
3 Kantor/Satker 	: BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (648521) 

8 Rode Kegietan 	 : 0000 

9 Kode Fungsi, 	 : ..00 
4 Lokasi 	 : DKI JAKARTA (01) 	 S Fungsi, Program 
5 Tempat 	 KOTA JAKARTA PUSAT (51) 	 10 Kewenangan Pelaksanaan : (KP) Kantor Pusat 
6 Atamat 	 : JAKARTA PUSAT 

VA. Pejabal Penanda Tangan Surat Perintah Membayar 
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
di KOTA JAKARTA PUSAT 

Berdasarkan DIPA Nomor DIPA-103.01.1.648521/2014, 05-12-2013, bersama ini kami *ean permintaan pembayaran sebagai berikul : 

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan 	: Rp. 	18.977.000.000 

j —delapanbelas mityar sembilan ratus Mutt puluh tujoh juta rupiah—  ) 

2. Untuk kepeduan 	 Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Sather BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Tabun 2014 

3. Janis Belanja 
4. Alas Nama 
5. Alamat 
6. Mempunyai rekening 

7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak 

8. Nilai SPKIKontrak 
9. Deegan pen elasan 

: PENGELUARAN NON ANGGARAN 
: Bendahara Pengeluaran BNPB BA 103 
: JI. Ir. H. Juanda No. 36. Jakarta Pusat 
: Bank BRI Cabang Jakarta Veteran 

nornor rekening : 0329-01-003342-30-6 

: Rp. 0 
• 

No I KEGIATAN/OUTPUTIMAK 

(AKUN 6 DIGIT) BE RSANGKUTAN 

II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA 

PAGU 

DALAM DIPA/SKPA 

(Rp.) ' 

SPP/SPM S.D. 

YANG LALU 

(Rp.) 

SPP INI 

(Rp.) 

JUMLAH S.D. 

SPP INI 

(Rp.) 

SISA DANA 

(Rp.) 

Jurrhati I 0 . 	 0 0 0 0 

II SEMUA KEGIATAN 

3673 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 

3674 32.729.075.000 0 0 0 32.729.075.000 

• 3875 19.301.000.000 0 0 0 19.301.000.000 

3876 28200.000.000 0 0 0 20.200.000.000 

3977 465.003.000.000 0 0 0 165.000.000.000 

3070 146.000.000,000 0 0 0 146090.000.000 
3875 11.500.000.000 0 0 0 11 500000 000 

3860 10.000.000.000 0 0 0 10.000.000.000 
3881 5.000.030.000 0 0 0 5.000.000.000 
3882 174.050.000.000 0 0 0 174.050.000.000 

3883 103.650.000.000 0 0 0 103.650.000.000 
3884 14.500.000.000 0 0 0 14.500.000.000 

ii 	3885 36.000.000.000 0 • 0 0 36.000.000.000 
3886 8.000.000.000 0 0 0 8.000.000.000 
3887 56.400.000.000 0 0 0 56.400.000.000 
3888 13.000.000.000 0 0 0 13.000.000000 
3889 297.650.000.000 0 0 0 297.650.000.000 

3890 5.000000.000 0 0 0 .5.000.000.000 
3891 59.000.000.000 0 0 0 59.000 000.000 
3892 87.350.000.000 0 0 0 87.350.000.000 

Jumlah II 1.577.330 075 000 0 0 0 1.577.330075.000 

55.000000.000 18.977.000.000 73.977.000.000 

nnntodi,invinernt nreinnipri it 61I(.6”nr■■■■•■■• rr enrno 

LAMPIRAN 11/3-4 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

SURAT PRIZMINTAAN PEMBAYARAN 
Tanggal ' 	:73-00-2014 Homer 00005/6425211142014 

Pembayaran : (2) Tambahan UP (TUP) 
Janis Pernbayaran ; (4) Per:gala:an Transit° 



: 6302.01 
4 Lokasi 
5 Tempal 
6 Alamat 

Kode 140.3iatun 	 : 3374 
intode Ihrgsi, 

S Fungsi, Program 

10 Kowenangen PeIaksanaen : (KIP) Kantor Portal 

Dig JAKARIA (017 
: KOTAJAYARIA PUSAT 151) 
: JAKARTA PUSSY 

LAMPIRAN 11/4-4 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

S EIIIAT PERM I NTA ATN' PEr.SBAYARAN 
150830) 	20124113 Numm 0414164352181102013 
Sirs: Fernireyean : (41PArea)enn Lnngming (LS) 
Janis Perobayeran : (1) Fungekurnn Amoco 

1 Daparlemontontag 
2 UN: Organtiartl 
3 KartlorrSalet 

8A001( NASIONAL PENA71GGU1ANGAN BENCANA (103) 	7 4021047 	 N0161452:1 Admirtistrarti dan Penyelchian Keilangen BILFB 
BADANNAS101741 PSNANGGLRANGANBENCANA (01) 
5.,DANNASIONAL PENANGGULANGAN BEND:4444646521) 

Ye. Pejabal Penanda Langan Stual Pedniab Membayar 
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
di 00TA JAPAR1A PUSAT 

Berdasarkan DINA Napo,: DIPA-103.01.1.64852172013, 05-12-2012, bersama ini kami Olean permIntaan peinbayarau sePagai berilarl : 
I. Jlimlah pembayaran yang dirnIntakert 	: Rp. 	139.860.000 

("*Maratis Orta pukth sernbIlan Nta delapan races ens: puluh ribu ruplah'm ) 

2. Untuk kepertese 	 : Pembayartin Federman (Furl Board Meeting) Krtgiatam Fersyrteman LPJ Bolan Desambor Ilan AFS TA. 2013 SWF di Jakarta, Prop. 

DK! Jakarta nesuai 6214N011812681427R0KEU75ETTAMA/BNF131120013 T9117-12-2013, BAST Pekerjaa.n 

lio.BA5T.2413316e643c9au(1242013 T9122-12.2013 den BAP No.Pb1.130P4-123004EUISLITTAMAIDNP021242013 19123.112013 

3. Janis Bolarie 	 : SELANJA BARANG 
4, Atas Llama 	 : BA1401114 CEIAARA HOTEL PT 
5. Alma! 	 : Kee Willem) KeI Gonslangdia JL Cemara No 1 Jakarta 10350 Indonesia 
6. Martrpunyal rationing 	 : Bank DCA KCP Sabang 

Demur 'likening : 0753027553 
7. Nrtmor clan 10•gge15111 Kontrre 	: PL4.12/UI.612/RO0EUMETTAMA4A, 17-12-2013 
S. 084 SPK/Kontrak 	 7 Rp. 139.860.000 
9. Damian pen/Masan 

No I KEGIATANJOUTPUtIMA31 PAGU SPPISPM S.D. SIP INI JUMLAIL S.D. SISA DANA 
(319.114 0 DIGIT) BERSANGKUYAN DAMN DIPASKPA YANG tALU SPP NI 

II SEMIJA KODE KEGIATARDALAM DIPS (FP-I (Rp.) (Rp.) (Op.) (Rp.) 

3274 . 001. 5241 4 2.002880.000 1.672.890.000 139.860.000 1.762.750.000 238130.000 
Artn121 I 2.030.360.000 I 622 850 000 138660.000 1.762,750400 230.130.000 

1 507.413A 080IATAN 

3873 1078.232000 0 0 10,178.237.000 
3874 28.288.807.000 4.535.597800 136.860.000 4.670,457.80 22.613.348.200 
3875 13.648126.000 0 0 13.649.126.000 
3876 28.217.187.000 0 0 28.257.187.000 
3877 345076.711.000 , 	 0 0 345.070.717.000 
2878 34.206.041.008 2 0 34.296.041.000 
3879 4.135106.000 0 0 4.135.590.000 
3582 4.105,703.100 0 0 4.105.703.000 
3881 4166.299.000 6 44 

0 4.360239.(100 
3322 37471.746.000 0 0 37.471.740.000 
3883 100,501.824.000 0 0 109108624.003 
3384 1.040818.235.005 0 0 1.046 010.235.830 
3885 13.008026.05 0 0 13.008.035.000 
3026 5.634.349.000 0 0 5.684.349.030 
3887 08.100.311.000 0 0 68.100.313.000 
2888 10.504.218.000 0 0 10.504,218,000 
3889 410.381.724.000 0 0 410.381.724.000 
3890 4.514.627.080 0 6 4.514.622 000 
1891 778.840442.000 0 0 778.849.442.000 
3952 22.654.082.000 0 0 22.654.052100 

'77l8011 If 2920.2506%.000 4.535.597.800 139.860000 4.671457,000 2.975.570238.200 

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN SENCANA 448021) 



LAMPIRAN III 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

15AFTAR RINCIAN PERMiNTAAN PEMBAYARAN 

I 	O.,pArtetntriftorrthppp 	ulli 	 ,I.  1631 
2 Unit CIRZIPPOSI 	: 5PtR6 	 (On 
3 	LRRast 	 : Jakarta Pu5St 	I 01.51 ) 
4 Salter 	 :7973 	 1643531 I 
5 Atmit 	 t llor. N. Lands au.35. 

1Z1"..5 SPP 
1 	GU MAIL 

5 	Dip 	 - 	 ,, 

7 	Kg latzR 
S 	it,i, Output dun Pub output 	• 	u 
9 	7 at. t, Anautan 
10 	Suttn 	 ; 

Pap, Sub Output 
up. 	 t 

no 
1.1RUT 

B ATI PE 0 ;V 	tt 

ttAttGGAI. 

MPRIUR goon 

PER...MAU/1N 

J  NPWp MAR 
Annith itotst 

yarig Oibay4rian 

Rp. 

1 

Itur ttpt, tptupptap 

....--....- 

Vbxbbr 

turnigh SFR leg (t(t) . 

SPWSPP R:Mum XI atm lac0an Sub tXcatm 7 

Itirdib t4 SPViniatusbnbao Sub Kestatbn Ibi - 

mkarta, . 	  
AX: roma Kuna ym:sibox Crrip:an 

0t.:31,”PgrpottptIgtprgittngn 	  



LAMPIRAN IV 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA 

KEMENTERIAN 	(103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

UNIT KERJA 	 (01) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

SATUAN KERJA 	(648521) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

PROVINSI 	 (....) 	  

LOKASI 

NO KEG/OUT/PUT ARUN KEGIATAN/SUB 
KEGIATAN/JENTS 

BELANJA/RINCIAN 
BELANJA 

SISA DANA 
YANG 

DIMINTAKAN 
TUP 

VOLUME HARGA 
SATUAN 

JUMLAH 

Jakarta, 	 201 

Sekretaris Utama 

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran 



LAMPIRAN V 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
(BNPB) 

SEKRETARIAT UTAMA 
JALAN Ir. H. JUANDA NO. 36 JAKARTA PUSAT 10210 

TELEPON (021) 344 2734, 3443078. 345 8400 FAXIMILE (021) 350 5075, 3519737, 3458500 
SITUS : http//ww.bnpb.go.id  

CONTOH FORMAT 
SURAT PERNYATAAN 

Nomor : xxx 

Sehubungan dengan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar 
Rp 	 (dengan huruf), yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama 

2. Jabatan 

3. Satuan Kerja 

4. Kementerian 

5. Unit Organisasi 

   

: Sekretaris Utama BNPB Selaku Kuasa Pengguna Anggaran 

: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (xxxxx) 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (103) 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (01) 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan 
yang tidak dapat ditunda dan menurut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam waktu 
1 (satu) bulan; 

2. Jumlah Tambahan Uang Pesediaan (TUP) tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut peraturan perundang-undangan harus 
dilakukan dengan pembayaran langsung; 

3. Apabila Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 
(satu) bulan, sisa yang masih ada akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan kembali 
pembayaran Uang Persediaan (UP) / Transito; 

4. Pencairan pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan atas dana 
Tambahan Uang Persediaan (TUP) di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa 
Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

	20xx 

Sekretaris Utama 
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran 

NIP. 	  



LAMPIRAN VI/ 1-2 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

Jakarta, 	x>coom xxxx 
Nomor 
Lampiran 	: 	1 (satu) berkas 
Perihal 	: Permohonan persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) 

Kepada Yth 
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta 
di 

Jakarta 

1. Dasar: 
a. DIPA BNPB Nomor: DIPA-103.01.1.648521/20xx tanggal xx Desember xxxx, tanggal xx 

>ooccoo:x xxxx; 
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 48 ayat (3); 
c. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 

khususnya Pasal 6 ayat (4). 

2. Berdasarkan pada butir 1 di atas disampaikan hal-hal sebagai berikut: 
1) DIPA BNPB Tahun 20>o( telah dialokasikan dana untuk kegiatan Rutin sebagai dukungan 

dana pembiayaan Tugas dan Fungsi serta Dana Siap Pakai (DSP/On call) Penanggulangan 
Bencana yang terjadi di wilayah nusantara yang sifatnya mendesak dan kedaruratan; 

2) Sehubungan dengan bencana di Provinsi: x>oc00000<, x>ococ, xxxxxxx, dan daerah lainnya di 
seluruh wilayah Indonesia yang berdampak pada kehidupan masyarakatnya segera 
mendapatkan pertolongan, maka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 
penanggulangan bencana dimaksud, kami mengajukan permohonan TUP dana DSP/on call 
sebesar Rpxxx.xxxjoocxxx,xx (terbilang >oo<x)0000coc000000000m) guna kesiapan 
ketersediaan dana yang memadai, mohon kiranya dapat dipenuhi dalam waktu dekat. 

Adapun rincian penggunaan dana serta saldo rekening sebagaimana terlampir. 

Demikian, atas bantuan serta perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 

Sekretaris Utama 
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran 

NIP. 	  
Tembusan Yth: 
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (sebagai laporan); 
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI; 
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI; 
4. Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI; 
5. Kepala KPPN Jakarta IV. 



LAMPIRAN VI/2-2 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA 
SP. DIPA NOMOR : 103.01-1.648521/2013 TANGGAL 20( DESEMBER xxxx 

(TUP - Tabun xxxx) 

Kemen/Lembaga : (103) 	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
Unit Organisasi : ( 01 ) 	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
Saban Kerja 	: (648521) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

Proyinsi 	( 01 ) 	DK/ JAKARTA 
Lokasi 	: ( SI ) 	KOTA JAKARTA PUSAT 

No. KEG/OUTPUT AKUN Kegiatan/Sub Kegiatan/lenis Belanja/Rician Belanja 
SISA DANA YANG 
D1MINTAKAN TUP 

VOLUME HARGA 
SATUAN (Rp) 

JUMLAH (Rp) 

- 

- 

• 

f(xxXxxxwea 

mooporx>poo< 
lOoccocerocc 

)0CCOCcocC0( 

)(5.iler(20K 

203 

3891 

5891,005 

3891.005.001 

MI 

57 

XXXXX=2005.XXXX 

XXXXXXXXXX)OcKX 

>CCIONII(X1COCCAX

%)(X)00000000005( 

xxioaxXXXX>nana 

1 PKT 
I PKT 
1 PKT 
1 Pia 
1 PKT 
1 PKT 

I PKT 
1 PKT 
1 NCI 

xxxxxxnam 
mcoommx 
kmoomccocx 
IL 	XI( 

"xccxXxXxxX 

la:mama= 

PROGRAM DUKUNGAN MANATEMEN DAN PELAKSANAAN 

TOGAS TEKNIS DAN LAINNTA BNP8 

TANGGAP DARURAT DI DAERN TERKENA BENCANA 

Dana Slap Petal 

Dana Slap Pakal 

Mania &lam. Sdsfal Penanggulangan Benrana Warn Belga wang 

Belanja bantuan sostil walk perianggulangan bencana Mem 

bentuk wag 

- Bantuan benZana going rneletus di PrOPinSiSumatera titan 

• Bantuan bencana kebakaran khan dan ham dl Proving Mau 

• Bantuan bencana kebakanan than dan hutan di nrovinsi Jambi 

- 8aIAuBM bencana kebakarati khan dan hutan dl Pro, Sumatem Selatan 

- 8antuan Intone ketekaran Wan din Wan di Nov. Kalimantan length 

• Bantuan ben.na bandana dan longsor dl PropinslGorontalo 

- aanumn slags darugat among Api di PrOvini Sulawesi Mara 

- Bantuan bencana ball!? Flan tongsor dl Propin51 nape 

• &MIMI bencana LCISCIal di WOW! illOPOCSia 

100000CCADC/ 

=wow= 
l000zcoonout 
xxxxxkccoa 

xxmccooax 
YJcoOLYJeco:x 

TOTAL RINCIAN  PENGGUNAAN TAMBAHAN UANG PERSED AAN 

Jakarta,   20xx. 

Sekretaris Utama 
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, 

NIP. 	  



LAMPIRAN VII 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

BNPB 

NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA 

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) 

DENGAN 

PEMERINTAH PROVINSI 	  

NOMOR 	/BNPB/XX/20XX 

NOMOR 	: XXX/XXX/XXX/BPBD/20XX 

TENTANG 

BANTUAN DANA SIAP PAKAI 
UNTUK PENANGANAN SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR 

DI WILAYAH PROVINSI 
TAHUN 20xx 

	

Pada hari ini, 	 tanggal 	bulan 	 tahun 	 bertempat di Jakarta, 
yang bertanda to ngan di bawah ini : 

1. (Nama 	 ) • 	Sekretaris 	Utama 	Badan 	Nasional 
Penanggulangan Bencana, dalam hal ini bertindak 
untuk dan atas nama Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) yang 
berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 36 
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK 
KESATU. 

2. (Nama 	 ) • Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Provinsi 	dalam hal ini bertindak untuk 
dan atas nama Pemerintah Provinsi ... yang 
berkedudukan di Jalan Provinsi yang 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara terpisah disebut sebagai PIHAK dan 
secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. 



PARA PIHAK terlebih dahulu menyepakati hal-hal sebagai berikut: 

1. PIHAK KESATU menyetujui membantu pembiayaan kegiatan dalam rangka 
penanganan siaga darurat banjir di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sebesar 
Rpx.xxx.xxx.xxx,xx (dengan huruf) kepada PIHAK KEDUA. 

2. PIHAK KESATU akan membayarkan biaya sebesar Rpx.xxx.xxx.xxx,00 
(dengan hurut) kepada PIHAK KEDUA dengan menggunakan mekanisme 
penata usahaan keuangan yang berlaku. 

3. PIHAK KESATU akan menyerahkan pembayaran sekaligus (1 tahap), yang 
pembayarannya bersumber dari DIPA BNPB, Nomor: DIPA-xxx.xx.x.648521/20xx 
tanggal 	 20xx (revisi ke-xx, tanggal 	20xx). 

4. PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut untuk penanganan siaga 
darurat bencana banjir pada ... Kabupaten/Kota yang berpotensi rawan banjir, 
yaitu Kabupaten   di wilayah Provinsi 

5. PIHAK KEDUA akan menjamin akuntabilitas dana tersebut dan sepenuhnya 
bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan serta bersedia diaudit 
penggunaannya oleh Auditor baik internal maupun eksternal Pemerintah. 

6. PIHAK KEDUA wajib mendapat pendampingan dari Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengelolaan DSP agar sesuai 
dengan aturan yang berlaku. 

7. PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke Kas Negara jika ada sisa DSP dan Jasa 
Giro melalui mekanisme yang berlaku. 

8. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan dalam rangka penanganan siaga 
darurat bencana banjir di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
DSP diterima kepada PIHAK KESATU. 

9. PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk mempersiapkan dan 
melaksanakan kegiatan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani. 

10. Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana tersebut, PIHAK 
KEDUA bersedia dituntut menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. 

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya 
serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani di atas materai 
yang cukup oleh PARA PIHAK. 

Demikian PARA PIHAK telah menandatangani kesepakatan bersama ini pada hari, 
tanggal, bulan, dan tahun di Jakarta seperti yang telah disebutkan di atas untuk dapat 
digunakan sebagaimana mestinya. 

PIHAK KESATU, 	 PIHAK KEDUA, 

2 



LAMPIRAN VIII 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TABUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

BERITA ACARA 
SERAH TERIMA BANTUAN 

Nomor : /DSP-103/DE-II/BNPB/x/20xx 

Pada hari ini 	 tanggal 	 bulan 	 tahun 	 yang bertanda 
tangan dibawah ini: 

Nama • 	  

Jabatan • 	  

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

Nama • 	  

Jabatan • 	  

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK 
KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa: 

Dana Siap Pakai sebesar: Rpx.xxx.xxx.xxx,00 
(dengan huruf) 

Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Provinsi 
Tahun 20xx. 

PIHAK KEDUA, 	 PIHAK PERTAMA, 
Kepala Pelaksana BPBD 	 Sekretaris Utama 
Provinsi  	 BNPB 

NIP.  	NIP. 	  

Catatan:  
1. Penerima dana bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan bantuan dan tidak duplikasi 

dengan sumber dana lainnya. 
2. Penggunaan/penyaluran bantuan segera dilaporkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan 

setelah status keadaan darurat berakhir. 
3. Sisa Dana Siap Pakai yang tidak digunakan agar disetorkan ke Bendahara Pengeluaran BNPB dan 

bukti setor disampaikan bersamaan dengan Laporan Pertanggung Jawaban. 
4. Penggunaan dana disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 



LAMPIRAN IX 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) 

 

KWITANSI 
Sudan terima dna 

Uang sebesar 

Terbilang 

Untuk Pembayaran 

• Rtarinn Nncinnnl Pprwmgol ilnnonn Rpncrirmi 

: Rp. 	2.631.400.000,00 

: Dua Milyar Enam Rufus Tiga Puluh Satu Juta Empat Rcitus Ribu Rupiah 

: Bantuan Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat “.3unung Api di Provinsi Sulawesi 
Utara Tahun 2013 

SETUJU DIBAYAR 
Pejabat Pembuot Komitmen 

Deputi Bidang Penanganan Darurat 
SHIPS 

Ir. Tri Budiarto, M.Si, 
NIP. 19571101 198502 1 002 

LUNAS PADA TANGGAL 

Bendahara Pengeluaran 
	

Yang menerima 
Sil41,0 ,9  

Provinsi Sulawesi Utara 

Wisnu Soebroto, SE 	 Ir. Hovke Makarawunq 
NIP. 19810216 201012 1 001 	IcJip. 19571006 198203 1 009 

Badan Nasional Penonggulangan Bencana 

(BNPB) 

Sudah terima dari 

Uang sebesar 

Terbilong 

Untuk Pembayaran : 

KWITANSI,  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Rp. 	2.631.400.000,00 

Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Rcptus Ribu Rupiah 

Bantuan Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat iGunung Api di Provinsi Sulawesi 
Utara Tahun 2013 

SETUJU DIBAYAR 
Pejabat Pembuat Komitmen 

Deputi Bidang Penanganan Darurat 

LUNAS PADA TANGGAL 0 

Bendahara Pengeluaran 
3.0‘,0,9 

Yang menerima, 
Kepa!a 8PBD 

Provinsi Sulawesi Utara 



LAMPIRAN X 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

RINGKASAN KONTRAK / SPK 

1. Nomor dan Tanggal DIPA 

2. Kode Kegiatan/Output/Akun 

3. Nomor dan Tanggal Kontrak 

4. Nama Perusahaan 

5. NPWP Perusahaan 

6. Alamat Perusahaan 

7. Nilai Kontrak 

8. Uraian dan Volume Pekerjaan 

9. Cara Pembayaran 

10. Jangka Waktu Pelaksanaan 

11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 

12. Jangka Waktu Pemeliharaan 

13. Ketentuan Sanksi 

Catatan : 
Apabila terjadi addendum Kontrak 
Data Kontrak agar disesuaikan 
Dengan perubahannya 

: 	DIPA-103.01.648521/20xx tanggal 	 20xx (Revisi 	 
tanggal 	20xx) 
xxxx.xxx.xxxxxx 

: 	Pbj.xx/LP1-x/ROKEU/SETTAMA/BNPB/x/20xx tanggal 	20xx 

: 	PT xxx 

: xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 

: Rp 	 00 (dengan huruf) 

Pekerjaan paket Pertemuan (Full Board Meeting) Kegiatan 

Penyusunan LPJ Bulan 	 dan AFS TA. 20xx BNPB di 	, 

Provinsi 	 

: Langsung melalui KPPN Jakarta IV setelah berita acara 

pembayaran 	ke 	 dengan 	Nomor 

Rekening 	 a.n 	  

Mulai tanggal 	 s.d. 	 20xx 

	 20xx 

: 	Untuk setiap keterlambatan dikenakan denda 1 permil dari 

biaya pekerjaan pemborongan untuk setiap keterlambatan. 

Jakarta, 	 , 20xx 
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran 

Pejabat Pembuat Komitmen 
Biro Keuangan, 

NIP. 	  
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LAMPIRAN XIS/ 1-4 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PEN GELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

ianggal 

BADAN NASIONAL PEN'ANGGULANGAN BENCANA 
SURAT PERIIITIM MEMEAYAR 

: 05-09-.2013 	NurnOr : 02166/6488'521/IX/ 201.3 
Kuasa BoricSahara Urnupi 'New:re-, Kantor Petayanan Perbendaha rear: Negara JAKARTA IV (133) 

Agar rnelakuKan pembayaran sejum!sh Pp. 102 373.600,- 

***SEPATUS DUA JUTA DLLaPAN RAMS Tu3uli PULLIN tIGA R1611 ENAN RATUS RUPIAbt•r**  

knis 5P1:1 : 1 	05 	I GAMY UP 	 Cara ilayz.,1-  : f 	2 	I Ciro Bain. 	 Tabun  A !C 1 	:an . 013 
Darer Perabsyaran 	 Satker 	Kowenangan 	llama ..521.ker 
KEPPRES N0,42 TAHUN 2002 	 648521 	KP 	BADAN NASIONAL PENANGGULAN'GAN BENCANA .  

(01) D1PAN:s. DIPA,103.0L1.048521/2013 
TAI-K;EAL. 05-12-2012 (REV1S1 VII Tanggal 
16-07-2013) 	 Fungsi, Sub Pungsi, BA, Unit Es.1, Program 

03 	02 	103 	01 	06 
Keglatan, Output, 1.Pkasi. 
3086 	002 	01.51 
Jervis Pernbayaran 	 : 1 	Pen0etuaran Anggaran 
Sit et Pernbayaran 	 : 3 	Pe.ng•garibian UP  (CUP) 
Sumber Dana J Cara Penatiken 	: 01,0 	RN / RN 

PENGEI1WAN POTONGAN 
J.c...nis Betsn 	 lurrilah liana EL Un't..Luk..eAun.Satker 	 )umlah Llano 

52 102,623:600r- 

iamb h Pengekuaran 102.973.500,- 
. 

Jumiah Potongan 

	

ape 	- 

K.,a.parla 	: BSNPARARA 1,E:SC;ELLJAPAN BNPB BA 103 XII+ i JUANDA 00.35 KEBON KELAPA Ka. JAKARTA 
JAKARTA PUS 

NPWP 	:: 00.251,734,0-074.000 

Rekening 	r,0320:01.--003342-30,6 (BENDAHARA PIINGELUARAN BNPB BA 103) 
Bank/Pm: 	: BANK BRI.CABANGJAKARTA VETERAN 
thaisn 	: Penggantian Uang Persediaan untuld<eisertuan.13.elanje Barang pada Setker Baden Nasional 

Bencana (GIVE) bag :an Direktsrat Pe:nangahan Pengungsi  

102.675-.600,-  

PUSAT (3:4:1611R 

Penanggdlangin 

5/e 	cuKti-bu:th:,c-r:;:e4:2,n onl di*I.:rn Fej:!br. Pcfrz.v:4'nnlit:r,en wei 	 7,N<ARTA, 	5 SEPTEMBER 2013 
cliOd4n. dimata 	:: !!!!,;.:nr.!;!-Oliptg.syaratan utItuk c,ia/ui!ar■ pen-iba,Aral ems 	 .i...•. Kuasa Pea9R0rva br9Oc::an beban 0311, selanjulnyd bukti-bati pr:gdb...elari dime. iLld Gi!Licrxpan dza 

etAlai5haf011,01 il.Prjatzt pnnrOtogan Silt 	 Pc jabat Penanda Tailgan SRA 
, 	Kowa= pertat.o9ar, clan isl ya,-.91-erterni Calm SP14 ial mcmPltarggung 

Iva) vilaba:Pcts,anclatani  

, 	). 1 	.. ,i 	....■ 	I 	II it 	!1 	, 	11 	 Sri Sabarningslh, S.Sos 1111V61111101116111111rInilP 
210 .403 070 0.2.7:60 	 .NIP. 19501117.1905032001 



LAMPIRAN XII /2-4 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

Tatiggal 

BADAN NA1IONAL PENAIIGGULATIGAN 
i 	SU RAT PERI NTA1-/ 

104-09-2013 	WorTiOr 

BENCANA 
MEVISAYAR 

: 022371648521/M/2013 

Kuala Bandahara Urnum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan P4egara JAKARTA IV (133) 

Agar meiakukan pembryaran sejurnlah Rp. 0,- 

-1-T NIHIL 'rit* 

:enis SP11 : I 	05 	1 SAtirl UP 	 Cara B;)737 : 	5 1 (IN; 	 Tehon Ancianren : 2015 • 
Uasar Pernbnyaran 	 Satker 	Kewenangan 	14arna Satker 
KEPPRES NO.•2 TAHUN 2002 	 041521 	KP 	 BADAN NASIONAL PENAUGGULANGAPI BENCANA 
(01) UIPANo. tilPA-103.01.1.640521/2013 
TANGGAL. 05-12-2012 (KBVISI VII ranggal 
16-07-2013) 	 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.1, Program 

03 	02 	103 	01 	01 
Kegiatan, Output, Lokasi 
3878 	000 	01.51 
Janis Pernbayaran 	 : 1 	Pengefoaran Anggaran 
Sifat Pornbayalan 	 : 6 	Pectangyongjimvabein TUP (PTUP) 

Somber Dana / Cara Penarikan 	: 01.0 	RN I 1114 

PENGELUARAN POTONGAN 
Janis Belanja 

52 

Jurelah Uano, BA.Unit.l.ok AkOn.Satket 	 Jumbih Unne 
21,003,600,- - 

• 

103.01.01,51.115111,648521 21,063.606,- 

IIumlah I Ieneoluaran ..._ 21.063.000,- Juralah Potongan 21.063,600,- 

K4epada 	: Bar dabera Urnuir istegara.untok dibokukan sieperIonya - 

101'VP 	: 00.251.734:0-074,000 

Rekening 	: - 	(-) 
Bank/Pas 	i - 
lkaian 	: Pertanggungjawban tarnbahap uarig persedinan untuk Kai:ex-Imp Belenja Perjalanan Lainnya 

Nadt.Insil Poriantigtilang0 Beneana (861p13) bagian Peset Pendidikan dap Pela1ihan PB 
pada Sather Baden.  

Samoa 	eti-butt{ p6n,lalualsr11.-:∎g diAhkrat Pepithat.PethL:u8 gcrritrmn With 	 JAKARTA, 	4 SEPTEMBFR 2013 
euji.dzn OlniratAW n5^--rre.nedt pvs/rat.:t■ wilul,diV,.vkan ;A:111.1eyefzn atv, 	 Am. Kuala Pengguna Anggaitan 
boban AIi*J.tV17-tikkAnya buff-bukti pongduuer, chnv..1-su.; dtr -:,pe4 der: 
dRa;if.nahegh ole:11 PejeWt PEr.,nfla:a non 	P1-1.- 	 Pejabat Penanda Tangan SPM 
kerieriaran poititunen dz.' n iy I. lg tutildrLg'dalzrn SPFI Inleieniedi tanoung 
j3A411,t3abat.:Fenzndat3npn SD14. 

ifitnini MIMI  1I 1101111 	 sriSabarningsih, S.Sos 
156378 401 4-21,37 	 NIP. 195811171985012001 

lif.11_msn 



LAMPIRAN XII/ 3-4 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

Tanggal 

MOAN NASIONAL PENH NGQULANGAN BrENCANA 

e S I) RAT PERI NTA1-1 MEM B AYAR 
: 04,09-2013 	Nomor : 02139/648521/1X/2013 

Kuirsa Bendatrara liinuni Nagara, Kantor Pciaunnan Perbaidaharaan Repro JAKARTA JV (133) ' 
Agar melskukan pernbayaran se-Jun-gall Rp. 12.193.500,- 

",a1AB5,PS 3lJTA SERATLIS SEMBII1;11 PULliti TMA Mal LIMA RATUS RUPIAH*" 

Itni.5SPr-1 : 1 	07 	[LANS5uNG Cara Puy:,  r : I 	2 	!Gina iiIank 	 .1alwil Anogaran . 2013  
Satker 	Kerrenangan 	'N'ame Satier 
640521 	NP 	 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

VII Tanggal 

Fungsi, Sub Fungsl, BA, umt Es.1, Program 
03 	02 	103 	01 	06 
Kegiatan, Output, Lokasi 
3082 	001 	01.51 
Denis Pernbayaran 	 : 1 	Pengeluaran A Roar an 

Si(at Pembayaran 	 : 5 	Pernbayaran Langsung (LS) 
Stimber Dana f Cara-Penarikan 	: 01.0 	RN /MA 	' 

Oasar Pembayarah 

KEPPRES t10.42 TAHUN 2002 
(01) DTPANo. DIPA-103,01.1.04:9521/2013 
TiV(GGAL 05-12-2012 (REV(SI 
16-07-2013) 

• 

p ENGEWARAN POTONGAN 
3erls Belanja 	 Jurnlab Llang i 	' BA,Linit,Lok.Aktin.Salker 	 Junliail Liam 

52 12.153.500,- 

limlah Pengeivai n 12.193.500,- Jumlah Pottvg.:In . 

- P. 

Kepada 	: BENDAtipePi RENOELUARAN 81441 BA 103 JL IR H AVINDA1,10,36kr_430:sfkELAPA KS, JAKARTA 
JAKARTA PUS 

Ni3W13 	: 00.25] .734 it071.000 

kelrening 	: 0329-01-003312-S0-6 (BENDAHARA PENGaliAPAN BNPB BA 103) 
BanIrpoS 	t BANK 81,I CfaAfK31AKIRTA 3A=TEW:iV.  
ralan 	: Pemba•arpn Playa perjalanon dings rtes name ferry trawan sesuai Surat Tue,,as No. ST 

40/B3P610133,5iap/O.1/03t2013 Lang:jai 11 A91011S 2033 

. 	- 
12,193,500,-i 

PUSAT GAMB1R 

• sufly.3::::0A3-137uktr.pen9siyaran yang 
4iiiji de clin,,,Eiv:i4n iiir.pianutii piiilyaraims 
beban F.P6tl,..56anNtnyo1KAti-tvlii 
OtepusahFede.A' etch Pejp.nt Penandatangan..SPM. 

. 	Kaber:Aran periiZunt;an dg■ Sii 	yang 
ja.ga pep!riZreirri4Orkgan SM.  

1111.1.1hillEHNIKIER 
280 528 713"0-2 130 

.disabkan Njabat Prrnbra: Kr: lit1Mr! trirh 	 ,JAKARTA, 	4. S'LiP limaER 2013 
LAI* dita::ukas re'llOh!..11.3n atl-..,- 	 A.n. Kuasa Pei 	Anggargri 

pcirelaarzn difpalci ilisiTynn on 
Peja bat renanda Tatigan SPM 

tertuva dalam SIM ini rnerriArli tzsIrstrID 

Willi 	 Sri SabarningsTi2 S Son 
NIP.. 19581 1,1`=55032032 

rsrn  



LAMPIRAN XII/4-4 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

... 	_ 	.. 	.... 	.. 

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN IVENCA NA 
I SURAT PERINTA1-1 MEMBAYAR 

Tango-at : 05-b9-203.3 	Norior ; 02160/ 64451/IX/ 201,77 
... 	,_ 

Kuasa Band:Mara ilinum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 3AKARTA Pi (133) 

Agar melakt.31:1,..1) pembayaran sc.,jurnlao Pp. 148.924,363,- 

."•*SEI0A.TIJS 	APAT PULUEID5LAPAN JUTA 5FMOILAN P.Al'US DLIA PULUI 	Ii PM R100 TIGA RATUS EN1‘11 PLILUI-1 
-MA RUPIAH 

1 5,'T1 : 1 	07 	1 lANGSLING 	 Cr 3 aayar; : 	2 	i Ciro 0ank T. 	1,;',<- gi:idn :17,13 
Casa; Pernbz:yaran 	 Satker 	Kewenangan 	Na.ma Satker 
.KEPPRES W.M2 TAHUN 2002 	 648521 	KP 	 BADAN NASIONAL PEEIANGGULANGAN BENCANA 
(01) DIPANo. DIPA-103.01.1;640521/2013 
TANGG4 05-12-2012 (REVISI VII Tanggal 
16-07-2013) 

Fungsi, Sub Fungsi, GA, Unit Es.I., Program 
03 	02 	103 	01 	00 
Kegiatari, Output, Lokasi 
3805 	001 	01,51 
Janis Pembayaran 	 .. 1 	Pengeivaran Ariggaran 
Sifat Pernbayaran 	 : 4 	Pernbayaran tang ..,unc; (L) - 	- 	 Somber Dana I  Cara Penarikan 	: 01.0 	RN I P.M 

PENGELUARAN 	 . . 	.. 	 . 	. POTONGAN 
Jeris Belanja .3timlah Uorlg:  

107.150.000,- 
BA.Uni6Lok.Ak.un.Satker 	. 	. 	Jumlah Uanci 

	

.. 	_ 
01504.01.51.i11.1.124.662,500 	—1 	 3..039,27J,- 

52 

015.04.01.51.41,:221.4.005- 09 15.155.304,- 

, 

• 
lurolah Pengeluaran 167.160.000,- I_ Jurnlah Potongan 15.235:637,- 

Rp, 148,921,363,- 
'Kepada : WIDYA WACAWA, PT RK Kranggan Pormai Blok.RT08100 jatisarnpurna - Thatismnpurna 

NM'? 	; 21.059.153.1-432.000 	 , 

Rel.:arting 	: 520-05-00033-3 (V/IOYA WACAN.A., PT), 
Bank/Pos 	: Bank DKI-Cep Cibubur Times Square 
uraian 	Pembayaran PaerjaanK.E.-cliai.an  PartisOasi ParncTall Dukungan Pemaseran Kelomook Teulampak:Bencana Dalam 

Rangka Pendampifloan Ekonomi Di Wilayah Pascabencimo Tallun 2013 sasuai dengan Surat PerjaMian.Kela No. 
ar.04/3885/Pht.litPK.D.III/EINPB/VIII/2013 tgI 02-08-2013, Jarman LI,: ng Muka No 01.1103,13.000247D, Nila; 
Jarninan : Pp. 167.160.000o BAP No, BAP.04/UM.04/3585/Pkt.9/PPK-D.III/BNPB/VIIII2013 tgl '16-03-2013 

. . 
5e5u3 EAtEbuk.ii Pereg',4Wa,0Yar.,961s?,1-Aanf,t Pcolboas F.c:-.1:1.nwn tzleh 	 JAKARTA, 5 S.EPTEEMER 2013 
6.1) dhystikan irktalenuhl persieratzn uravk dilzkolcan wrilnyzran alaS 	 Po. Kuria ;Dengcluoa P,agg :3r..;,,r1 1.:•eban trait, selit.gilnyb biAtibulti Otligt11)aln:dtrntqsud disimpirl dN't 
ditsa:mhal:an:oJell Piletmt Pea:rid:Kappa SPN: 	 Pejabat Penancla tangan'PM 

. 	Keiknaran pe:diralnagn ch;n isl yang te:thang dBlatn SFiN'in m :;ijadi tanggung 
jamb Pqpbat Pellancktanpn Spa. 

illIgrillif1311411111E1110 	 Sri sa,:t.„,,„gsth, s.sti, 
334 644 30- 216 0 	 NIP. 195811171985032001 



LAMPIRAN XIII / 1-4 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

BNPE 

SURAT PER.JANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL 
ANTARA 

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
DENGAN 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

TENTANG 
KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN 

BIDANG KESIAPSIAGAAN 
TAHUN ANGGARAN 2013 

NOMOR 	: SPK0.51/BNPB/03/2013 
NOMOR 	SPK0.900/245/BPBD.NTB/1II/2013 

Pada had ini, Rabu tanggal .Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Tiga Belas, 
berternpat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini 

NAMA 	: Ir. Medi Herlianto, CES, MM 
JABATAN 	: Direktur Kesiapsiagaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat 

Kesiapsiagaan 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana yang bey ke.dudukan J1. Ir. II Juanda Nomor 36. - Jakarta Pusat, selanjutnya 
disebut sebagai PIHAK KESATU. 

NAMA 	:. Drs. Bachrudin, M.Pd 
JABATAN 	: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

Dalam hat ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di 31. Dr. Soedjono Lingkar 
Selatan, Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK menyepakati 
hal-hal yang tertuang dalarn pasal-pasa! sebagai berikut: 



INAJWIN/-11. MiNirtivvn-A ura-crwcrnam,,r‘T-,r 

Pasal 1 
KETENTUAN UMUM 

(1) Kegiatan Penauatan Kelembagaan Bidano Kesiapsiagaan berupa Kegiatan 
Fasilitas1 Penguatan Kapasitas Kesiapsiagaan Daerah untuk kegiatan Penyusunan 
Rencana Kontinjensi, dan Geladi Penanggulangan Bencana. 
Kc..igiatan Penguatan Kelembagaan Bidang Kesiapsiagaan merupakan kediatan 
yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Nasional 
PenangaJlangan Bericana (DIPA BNPB) Tabun Anggaran 2013 Nomor: 
103.01.1.648521/2012 dalarn rangka pencegahan dan kesiapsiagaan 
penangoulangan bencana. 

(3) Kegiatan Penuuatan Kelembagaan Bidang Kesiapsiagaan yang dilaksanakan ole.h 
Badan Pe.nancigulandan Bencana Daerah Provinsi inerupakan kegiatan daian-i 
rangka meningkatkan kapasitas penanggutangan bencana, sebagai pengallhan 
dart PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, yang dalarn penaelolaannya 
dilaksanakari rnekaiui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
(APBN). 
E),n7: ke2:dtFri PenguFtan Keierab.aiaaan 	KesLapsagaa.ri dicuakan 
meiaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi 
Penguatan Kapasitas Kesiapsiaoaan Daerah dan Petunjuk Pc.,laksanaan Kegiatan 
Penguatan Keilernbasian Tad-ran 2313 yang ciitetapkan pick' Badan Nasional 
Polariqm!E:nian 

Pasal 2 
SU IA BE R DAN JU LAI AN G GA RA N 

(1) Anggaran Kegiatan Pendalatan Kelembagaan Bidano Kesiapsiagaan bersumber 
dad DIPA BNPB Tahn Anggaran 2013 Nomor: 103.01.1.648521/2012 

(2) Jurnlah anggaran iyansi nibeilkan kepada Badan PenangguiangariaBencana 
- 	sebesar Rp. 552.167.003,- (Lima Ratus Enarn PCduh Satu Rita Enarn Ratus Enarn 

Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan rincian: 
Penyusunan Rencana Kcntinjensi sebesar-  Ra. 257.062.000,- 

h. Geladi Penanggulangan Bencana sebesar Rn. 304.605.000,- 

Pasal 3 
TA.TA CAPA PEMBAYARAN 

(1) Tata cara pembayaran Jana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bidang 
Kesiapsiagaan 	Anggaran 2013 mengacu pada Mekanisrne Pembayaran 
Langsung (LS) 

(2) Pencairan anooaran akan dilakukan rnelalui K7-2N TV ke. Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) Cabang Mataram dengan no ;nor rekening: 0052-01-001233-30--- atas 
raffia Penguatan Kalernb:daan _-'BD Pray. NTB. 
P:-uses pembayaran secara langsung tersebut pada ayat (1) dan (2) i_rim.uk 

kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Kontinjensi, dan Geladi 
Penanaguiangan Biancaria 



Pasal 
KEV,IENAN1;AN DAN KFAVAJIBAN 

(1) PIHAK KESATU 

a. Mernproses pencairan dana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Biclano 
Kesiapsiagaan dan KPPN JAKARTA Iv kepada Penguatan Kelembagaan 
BPBD Prov. NTB. 

b. Melaksanakan pernantauan dan evaluasi terhadap pdaksanaan dan 
pengdolaan dana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bidang Kesiapsiagaan 
yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) PIHAK KEDUA : 

a_ flelakukan pena::ausahaan kas atas dana yano 
J. 

 

Pielaksanakan seluruh pekerjaan Keciatan Penduatan 1:elembagaan  •Bifang 
( r  c) yang telah ditetapkan dan meen;:ii--:::u pada Petunjuk Teknis 
Kegiatan Fasilitasi Penduetan Kapas;tas Kesiansiage-F,n 	dan Petuni.1;; 
PW:sanaan 	 2U13. 

c. FiLrtangoung jeo,,vab penuh atas penggunaan dana 5asuai dengan Pasa 
a .  at (2) dalam Perjan;fan Kerjasama ini dan peraturan  palurida. 
undangan dafam pefz-,:ksanaan ancigaran. 

G. f','",enyampa!kan  rence:-1a penerif:,=in dana 	bulan sebaoa;rnam:. 
dirnaksud dalani Pasal 2. 

e. Menyampaikan laporan realisasi kegiatan dan keuangan b.u!anan, triwula.n, 
semester dan laporan akhir atas penggunaan Jana Kegiatan Fasiiitasi 
Penguatan Kapasitas Kesiapsiagaan Daerah Tallun 2013 kepada PI(-1AK 
KESATU. 

Pasal 
flEKANISME PENGEI OLMN DANA 

(1) At as Gs 'an PIHAK KEDUA, Sekretans Utama/selaku KpA atas nama Kapa!a 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan seorang Penanegur 
Jawab Operasional Kegiatan Daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Star 
Pangefola Keuangan sebaaa; pen:y.101a keuangan. 

• 
f. Mencatat perolehan barang yang berasal dan rea!isaci pengaunaan dLna 

kegiatan Kegiatan Fasilites: Penduatan Kapasiruas Kesiapsedaan Daeran 
ahun 2013 dan rm-21,aporKan daftar tersebut kepada PIHAK 

sebgai batian penyusunan B=1:-ang Mink Neciara. 
e. MenjaiTlin akuntabifita5, pen:7gunaan da, na terscbut dan bersedia 

tert:uk;_n urtu-: aaudit 	Aucitor Internal rnaupun Auditor Eksterin;ii 
Pernerintan. 



Penanggung Jamb Opersional Kegiatan Daerah sebagaimana dimaksuci. dalam 
pasal 5 ayat (1) berkedudukan di Badan Penangoulangan Bencana Daerah Nusa 
Tenggara Barat Pernerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Pasal 6 
JANGKA WAKTU 

Perjanjian Kerjasama ini beriaku dan mengikat PAPA PIHAK sejak tango a: 
ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 20137 

Pasa! 7 
PENUTUP 

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masino-- 
Masing same bunyinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sete!ah 

• ditandatangani oleh PARA PIHAK pada her], tanggal dan tahun yang telch 
disebutkan diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

PI dA."--  

DRS. BAEHP.ODI, M.PD 

Deputi Bidang 
Pencegahan dari Kesiapsiagaan 

Ir. SVGENG TRIUTOMO, DE SS 

Mengetahui, 
Sekretaris (Rama BNPB 

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran 

Ir. EATCHUL HADI, Dipl, HE 



LAMPIRAN XIV 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

BADAN NASIONAL PENANGGULAUGAN SENCANA 

DEPUTI BIDANG PENCEGAI-EAN DAN KESIAPSIAOAAN 
04:0:t1s. Graz 55 J1. TANAliA111.14140 1: No. 57 -741cx.rla 10:20 

117sN,(021)3a0 2:92.44c 344 S D714- 1';4_4._; (0:1) 340 2391 
2•45thgjmihrlp.:/41,-.t,  4r,),, kg-0 id 

DMA-103.01.1.648521/2013  Tanggal 5 Desember 2012, 
Revisi VI Tanggal 20 Juni 2013 

: 3882,002,521211; 3882.002,524114 ; 3882.002.521213; 
3882,002,522151; 3882.002.524119; 3882.001521219; 
3882.002.524113;3882.002.522141;3882.002522191  

SPKO. 51/8NPB/03,12013 dam 11'lmor: SPKO. 

2013 
tanggai 20 Maret 13   

Badan Nasionat Penanggulangan Bencana (BNPB) 
BPBD Provinsi Nug5itenggara Barat 

6 . Nama Penerima 8antuan (Pada R:ekening) 	: Penguatan Kelembagian 43POD Pray. NTB OQ 

7 NPWP Instansi 	 : NPWP : 09.802.149.5-911,000 

Alamat-Insiansi 	 : T DR Soedono 1.ingka'r,5elatan, Mataram,Matararn 
KOt.Ampenan Malararn Kot„( sesuai fekening koyan ) 
1.DR Soejono Lingkar 5-elatan , Jempong 

BacUSekarbela, Kota l'latarani ( SeSUOUNPWP ) 

9 . Name Instansi (pINAK KEDI)A)Pada NPWP : Band. Pengeluaran BPBD NTB 

10 . 	SPKO 	 RI; 	562.167,000" 
Lima Ratustnam Puh,h Due Jute Seratus 1:11121111 Puluh 

1-4.1jub Mu Rupiah 

- 3882.002.521211 sebesar Rp 48,955,000 

- 3882.002.524114 sebesar Rp 80,830,000 

- 38820302.521213 sebesar Rp 15,420,000 

-3882.002,522151 sebesar Rp 31,000,000 

- 3882.002.524119 sebesar Rp 25'5,652,000 
- 3882.002.521219 sebesar Rp 50,350,000 

-3882:002.524113 sebesar KO 90,000;000 

- 3.082.002 52214i ,sebesar Rp 24,460;000 

-3882.002.522191 szbesar Rp 12,500,000 

11 , Ural:an clan Volume Pekerjaan 

12 . Cara ReMbayaran 

13 . Jangka -Waktu Pelaksanaan 

14 . Tanggal Penydesaian Pekerjaan 

15 3rEcjka.%Ataktu PemeirriarOan 
16 Ketentuan Sanksi 

Pembaya: an keglatan Penco.Jatan Kelembagwan Bidang 
Kesiapsiagaan TA 2013 Pada BPe.D'Prov NT0 

: Langsung rueIr1o1 KPPN .)r,.karl: 	setelah BAP ke Bank 
SRI Kanpr Cabang Ma cram denpn nomor rekening: 
00003052-01-001n3-30-0 alas nama Pengualan 
Kelembagaan ;3P0D Prov NTB QQ untuk rincian 
-3832.002.52219) sebesar Rp 12,500,000 
Mulaitgl 20 Marct s/d 31 Desember 2,013 (287 had) 

: 31 Desember 2013 

Jakarta, 11 Juli 2013 ✓ 
a.n. Kuasa Pangguna Aiyjci>cetn 

RINGKASAN  
SURAT 'PERJANHAN KaUASAMA OPERASIONAL LSPKO)  

1 . NOmor dan Tanggal DIPA 

2 Kode kegiaLan/Output/Akun 

3 . Noma: SPKO 

4 . Nama Instansi (PIHAK PERTAMA) 
5 . Marna instansi (PIHAK KEDUA) 



BeriLe Acara ini givticrt urtuk, depat tiiperguneltan 5e 0gairnzna I19Estin}'a  

PIHAK PERTAMh 

LAMPIRAN XV 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

NADAU Ji.A.VOMAL E•C:NPl:=UNG 

n A 	 W

LAA.1,; 

pu BIDG PENCEGAN DAN K 

 

ESIAPSfACAAN 
Cedsmg G5*: :5 5i.15..?.5/,.::.M3ANC, Z.:0. :% 	ialzo 

1...1p..()21)30 2352 g;  ?a 22'75--  E"45 075 )55.) 2151 
151:5:5,t5h5;p5:51vor.k.:15.g..td 

,rteeSormnuar,44Ttlf.10,g 

BERITA ACAT-ZA PtlIGAYARAN 
KEGIATAN PA.S.11L1TA.S.X PENGuATA4l'KARASITA.5 KESTAP5.TA P.At4 DAE-RAti 

f 
No.13A.57/PK-NWZ-BNI-'5/71,7201.3 

Pae.a,  `ear: Senin, tanggat Gua Puluh Lima, bulan Mart, tahun Due Ribu Tiga Galas, yang bertanda tangen cliba•ah 
irJ :  
%arra 	 Sr..Medi Herliaritn, CESS, MM 

: 	Pejsbat Pernbuat Koinitmen Direktarat Kesiapslagean 

• dabin 	inl:bertiridek untuk. dan etas name 0NPG FRIanititnya diseboi: PINAK Pi:MAMA 

.,.,tiiainat 	• 
• .]abet.71ri 
Name' 

J1. Dr Spediono lingkar Stila.Lan, Mataram 
FJOK Kegiatan Pengtiatan 1<aPaEitas RPtb PryPinsi iT 

H. Daryvis, 5. Spa- 

;411ara ligt. ini bertir- 	untuit dare atas name HPDD Pa:pia-sr iluee Tenyvera l3arat. yang selanjutnya disc:but PEIAK gE45`..rei. 

1:°.t it Mrinerirea Jana der i PP 	PERT AMA tintWi. 'Jane. Pesliite&, Penguatan -Kapaaltes Ke.siep —aan ah 	i-0011: 	r%515: 	2FC:MricIV:75113.F..2t "rahite 2013 5;3b£'Liir• 

£.1rai,i•tWatze Ene.-11 	 Pult.th Tujvh Ftibu Rtipteh 

tietielan linaian 	outp:st, akUri rrebioai bwikut - 3.9132.0O2,1:04,012. 52.121i selies;ar 	.Rd. 48955,000 

- 	 '12, 5215.11 sepasar Elo,F,30,0Pci 

- 3382..00.2,o:4,w 52.1213 :T••bes,ar 	Re. 15,420,006 

• Avaoo2.o1754,o42, 522151 F.Aibe3er 	P.p. 31,000,000 

- 386'2.002.004.012. 5241.19 sebeiyar Rp. 208,652,000 

- 3482.002_004.012. 523.219 .seheset 	ro. 50,350,000 

3a82.002.004.012. 524113 senesar rep. 90,000,000 

-1M.1;02..004.012. 522.141 Set5t55r 	RI% 21,460,000 

• 3882.002,004.01.2. 5221.91 RD. 



LAMPIRAN XVI 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

SURAT PERNYATAAN TANSEUNG .1AM:a SP.LANI 'A 
NOMORit 00329/SPTII/G4SS2210,1-Dit514piVill 2013 

1. r.o7c2f, Keua 	: 648520 
. lqaMA Samar Kr:,ja 	: PADAU NAS (((AL PENANGzWLANGAN tiri:Q1NA 

3. Taily9,)I d.o No NIPA 	DIPA-103.01.3.64 85210013 TaNdd.? 5 Desdn-IN 2012, Revisi VI Tz.ngc;n1 2U Ion 2013  
Kiasifikzn' Ang931,an 	: 03.01.06.33382.002.5212 

ya115 pe,kandD 	 In! atau 	Kuasa 	ivr.ggaf Sato:to e;jis Bariar, NaSi0001Pon8norpil4osan e.ennana (RNPN) menyatakan battwu 54ya bertang900.3 
psvait sacara (urn el 	 dsnozkn.x.:)f ON hittg10.10 vfahingil:an paltdcatds sstNd:. ttelydddyz:',In 104..'1..3n yanCt teals .a:ni IN0i0tai■ktr, datar0 SPm Int dengan parinciad 
Sbacjai betRuk. 

• 

NO. AR UN PEN ERIMA LINAIAN 3URILAti 
yang dipungitt ,P,apjpaNI: 

PRI 

1 3 Otngt.liqJ a Kelemba 	n ((P00 
F'rau . ran 	QQ 

ialan OR Scetkiono Lit 	402013  

Flataratn pot. 
(410(nan Mataram Kn.:. 

t331k 00 ttadtcu Cabaryi='atazm 	' 
di:ripl namo; rekening: 00000052-01- 
01233-35'4 4182 m:,t0 	IN3.1,oaV 
ReNntbagaad.nr430 Peou. tail. 	QQ 

N 	?Pt 00k$:2-! 4S-...5433 1.0p 

f1:1,•,er:011  

Pesobayetzn 3:un14tnn Rendus:2:4 dcldnthacjc,N: Nuiarg 
KolapslZgaan Tc..21313 Pada SMCI P302 FITS sesttal dengan Strat 
Keptstus-aO Yepata (1415 Rumor $10 rat'atn 2013 Loo yal 29 
Rebruan 1013 

dad Surat PEIJaf03,,,' g',r16$w0a.fr,:loa'Amse NuinICCF740. 
51,d1N10103/2013 <tan NOfrw:SPi:O.900f215/090f),NTIV:1112,.}13 
17,9,01 20 tia,,,,t2tjt3, 3V4d Jkli:e 52(,,?. Petalayacdat 
Clu.NA.;ii rPic-Ntii/531.8NPRitlUK I 3 lz,-9;41 25 Ka''dl: ?.013 

, 

rcp 	45,055,000 

..- 

.... 
fin 	• lip 

3urnlah 	 r  op 	4 8,0SS,000 p 

Ni130.144.31:0 pangeluaran 3095 0n don as( sutural i?a)ak (5S'IlWldi ten Ix 	a 	dull Pur.95U 
clad Rentertlt(sori aparat 000k3,;•ems0n..fung:0clui, 

4 au/ 	 1.„,w,ad drank keferegkapan adziutitritsi 

Om1A:du 13405 peraydf.uun i0i 4U2i d 	st-Axmarnya. 
.3akacta. -. 10! 

Pempmat,Kotr:. 
Oi:Aldbrat keSit 	Ian 

r.•ddt HurIlan , 	4.314 

JR1,0718/ .ZI3 11X71 



LAMP] RAN XVII 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

SURAT PERINTAH SATAR ISPS 
KEMENTERIAN/LEMBAGA 	 

SATUAN KERJA 	  

SURAT PERINTA1 i BAYAR 
Nornor• Taiggal • 	 

Saya yang bertandatangan di bawah ini selaku Pejabat pcmimat Kaman-ten 
mernerintalikan Dendahar Pengeluaran/Bendabara Pengeluaran Pernbantu 
agar 	melakukan 	pcmbayaran 	sejurnialt: 	RP 	  
(terbilang 	) 

Kepada • 	  
Untuk pernbayaran ". 

Atas dasar: 
1. Kt.Plansitbukli petnbeliari 	 . 
2. Nota/bukti penerirnaan barang/jasa/bukti lainnya • 	  

Di lw•bantran pa d a : 
Kegiaten, atdptit, i1 4:k"'. 

 

Kode 

• 
SettljuilinILIS 
clibayar, toggel 	 

f3Y/BPP 

Nama Jelas 	, 
NIP/NRP 

Diterirna, tangga' 

Peneriinan uang/UN11S. 

Name Jelas 
N[P/NRP 

a n 	Tun sa 	Pengg una 
Anggartut 
Pcjaban.Pembuat Komitmen 

Nama Jelas 
NIR/NR'R 	 _.... 



LAMPIRAN XVIII 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

(KOP SURAT BPBD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA) 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) pada BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota 	, menyatakan 

bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang disampaikan 

dalam usulan dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pascabencana di Provinsi/Kabupaten/Kota 	  

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya 

	20 

PPK BPBD Provinsi/ Kabupaten/Kota.... 

(Nama Jelas) 

NIP 	  



LAMPIRAN XIX 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

5UOAT PERNYATAAN  TAIIGGUNG JAWA0 0.lANJA 
NOMOR: 00209t5178/RR.02/AeehTenyali/64:d521/22/2013 

	

1. Kvte SMVan NO. 	: *18511 

	

.p.0poop sppolo %pip. 	PIAO.API 53517PoiLPPOAOCCOOAPPGruN22::00-Ox 

	

Troppalttlo, PAPA 	: hIPP.40.3.03.1.G..1.8..570013VIngoal 5 Cro03lx.191:1 (222222222 l41rn2aaI100ez2Mer 30131 

	

a. INS2/i2:222112222:02222 	a 0.01.05.1594.0,11/06.1. 

Yang beitanea ungmrdi Lawah imam of 10, sa. Yenstunahnwran 5,10.an Ktfjap..fine ny.nyatilkar, 6007a vei.t bun angonun ja,u0n sec,ra. form.,) dun mattilal dot kthxnar, pvlhi nujah 2242 sunuts imun0u wan tagilom pro [plat: kart! pp:OOP:Oen datum 20(4101 donwanOfiu.s IdapattlertIqt 

NO. AWN 
• 

PEPIPIO 111:11'.14M POPoLop: _____Farn2Lerauvu 

Pro 
f 

o''''.. . 

PM: 

np 	2.132.044.000 

e 
1 57611 0 DAM 	El REKOn5 BP W tali TEti0/711 	

.--'. 

11..TPOrt:30VISAPPOSI PEp30(REXPC OPPIESSII4( 	TEIPSAN 
407.VT44E1,soll ',au TZNGAII NAB. 	e'' 	. 
NO Rah ; PoOODO:5-01•000730-1&6 

bank: PT. OPIRANI02 CA8APP67/1rIPPOOPI 

x2411•:2122.939.(2122,22.1021.0220 

vans two:Ansa* looprla P.Poi: ontok ICa. Ac (y 1% w.01, (Win, 
ortE“ re01..n h.,,,5 p,3 ,I,0n 22e226,2,224.21opxat.crepro• 
Soptol OK rapPIP POPP 00.313 r•I:pr 2013 TaPpePA 13 OrcroOor 
201.322TV noopo Or6(POPP/0.1■1/7.11/2PD:ansgal PO Otisemt.e: 

o'' 

2 .2-.  

11543 bAti pang balm oraKarxotPin 31.0 !Amin ,.,41:6:1330/00i0tnnuthca on1.G0runin MO: Pensgu. 1,1,,caxp.0 sd:n,01gasi don 	ana -at p6ngamsan 0422sk3al 

rkm,khn 5v,,t N.0yala.° IniAt■ut 

aH PCnggvna An5ga:an0nauk 

tarns. J.0 Demrptar 2011 

Pg0WDambVat Yorntttne. 
Oirekiarat Phoxbitban dart Ponlont,taq itAk 

..1L'4961:4 -6.141.5 rfamx 



LAMPIRAN XX 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

BERITA ACARA KEMAJUAN FISIK 

PAKET PEKERJAAN 	  

	

NOMOR • 	  

Pada hari ini, 	 tanggal 	bulan 	 tahun 	 kami yang bertanda tangan di 
bawah ini: 

I. Nama 

Jabatan : Direktur PT 

II. Nama 

Jabatan : SE (site engineer) 

III. Nama 

Jabatan : PJOK Bidang 	  

IV. Nama 

Jabatan : Kepala Dinas 	 Prov/Kab/Kota 

Telah melakukan pemeriksaan dan perhitungan kemajuan pekerjaan sesuai kontrak No 	 
tanggal 	 Paket pekerjaan 	 dengan hasil: 

1. Rencana bulan 	  (- %) 
2. Realisasi fisik 	ok 

3. Deviasi 	  

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya 

Mengetahui, 

Kepala dinas 	PJOK Bidang  	Supervisi 	 Pelaksana 
Prov/Kab./Kota 	Prov/Kab./Kota 	Site 	Enginer Direktur PT 	 

Paket.... 

(Nama Jelas  
Kepala SKPD) 	NIP 

NIP 	  

(Nama Jelas) (Nama Jelas) 	(Nama Jelas) 

   

   



LAMPIRAN XXI 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN 

NOMOR: 	  

	

Pada hari ini, 	 tanggal 	bulan 	 tahun 	 kami yang bertanda tangan di 
bawah ini 

I. Nama 
Jabatan 	: Direktur PT/CV 	  
Yang didirikan dengan Akta Notaris/Keputusan 	 Nomor 	 tanggal 	 
Alamat Kantor 	: 
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU 

II. Nama 
Jabatan 	: PPK Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 	  
Berdasarkan SK 	Nomor 	tanggal 	 
Alamat Kantor 	: 
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

Kedua belah pihak berdasarkan : 

1. Surat Perintah Kerja Nomor 	tanggal 	 tahun 	 
2. Surat Perjanjian Nomor 	 tanggal 	 tahun 	 
3. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan Nomor 	 tanggal 	 

bulan 	 tahun 	 

Dengan ini menyatakan PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA 
menyatakan menerima dari PIHAK KESATU atas hasil pekerjaan yang telah selesai 100% untuk: 

1. Pekerjaan 
2. Lokasi 

Dengan adanya Serah Terima ini maka selanjutnya tanggung jawab atas hasil pekerjaan tersebut 
beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA. 

PIHAK KESATU 	 PIHAK KEDUA 

(Nama Jelas) 	 (Nama Jelas PPK)  

	

Direktur 	 NIP 	  



LAMPIRAN XXII/ 1-2 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014  
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

KEMENTERIAN KEUANGAN RI 
DITJEN PERBENDAHARAAN 

_,.isi 	 KPPN 
1) 

= 	 

SURAT SETORAN 
PENGEMBA,LIAN BELANJA 

(SSPB) 
Nomor 	  2) 
Tanggal 	  3) 

LEMBAR 4 
Untuk 

BENDAHARA PENGECURBAt. 

K.E REKENING KAS NEGARA NOMOR • 	 4) 

A. 	1. NPWP Wajib Setor/Bend 	: 5) 

2. Nama Wajib Setor/Bend 

3. Alamat • 

6)  

7)  

g) 

9) 

B. 	1. Kernenterian/Lernbaga 

2. Unit Organisasi Eselon I 	: 

3. Satuan Kerja 

4. Fungsi/Subfungsi/Program: 

5 Kegiatan/Output 

6, Lokusi 

	10) 

	  11) 

	  12) 

13) 

C. 	̀C-1.kun dart•Uraian Pongembalian : 1   14) 

D. 	Jumlah Setoran 	 : Rp.  
	 15) , 

Deruzan Ilutuf 

	 10) 

F5ERHATIAN Untuk Keperluan : 

17) Bacalah dphulu petunjuk pengisian 
forrnuIir SSPB pada halaman belakang 
lembar Ini 

	  18)  	19) 

	  20) 

NIP 	  20) 

Diterirna Oleh' 
BANK PERSEPSt/KANTOR POS DAN GIRO 
Tenggel    22) 

Tanda Tangan 	  23) 
Nama Terang 	  24) 



LAMPIRAN XXII/ 2-2 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

KEMENTER1AN KEUANGAN RI 

	

s• 	DITJEN PERBENDAHARAAN 

	

■IP 	 KPPN 
" 

SURAT S ETO RA q. 
BUKAN PAJAK  

(SSBP) 
Nornor 	 2) 
Tart. !al 	 3) 

Lembar- 1 
untuk 

WAJIB SETOR/BENDAHARA 
 PENtRiS4A 

g - 	 1) 

ICE REKEKNG rKA.S NEGARANOMOR :  
	

4) 

A 	1. NPWP Wajib Setor/Bend 	: 

2. Nara Wajib Setor/Bend 	• 

3. Alaniat 

6)  

7)  

. 	1. Kernenterian/Lembaga 8)  

2, Unit Organisasi Eselon I 	: 

3. Satuan Kerja 	 : 

EEO 	 9) 

=1:1:1=1 	 10) 

4• Fangsi/Subfungsi/Prograrn . 

5. Kegiatan/Subkegiatan 

6. Lokasi 

11) 

Li 	 12)  
13) 

C. 	MAP dan. Vraian Penerimaan . 	  14) 

D. Suralall. 5etoran 	- 	v  ' RP.     15) 

Dengan I-...ui t,  f 

	  16) 
E. Suva Penagihan (SPN)• 	. Nornor 	 17) Tanggal : 	 18) 

Atau SilialPcrninciahan   19) 
Penagihan Piutang Negara 	;KVPN 	= 
(SP3N) 

PERHATIAN 

Untuk Keperluan 

20) 	. , 

. 
Bacalah dahulu petunjuk pengisian 
formulir 5S3P pada halaman belakang 
lernbarini. 

	  21) 	  27) 

	  23) 	- 
NIP. 	  24) 

Dtenma aeh 
BANK PERSEPSUKANTOR POS DAN GIRO 
Tanggal 	 25) 

Tancia Tangan 	 26) 
Nama Terang 	  27) 



LAMPIRAN XXIII 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTAN G 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

... 
1 a 	",, KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. 

• 
i , 
	DIREKTORAT SENDERAL PAJAK. 

SURAT SFTORAN POT 1 	' 	- 	' 

(SSP) 

LEMBAR 

U Ilia-  A rs i p WI .  

NPWP 
1 11 1 1 	I 1 1 I 

Dlisi morel den ga tO ND mar Pok9A if 	Polak yang ;ifyniliki 

NAMA WP 	: 

ALAMAT WP.: 

NOP 11111 	1111111111111 
Diiq ..,o. frai denoon NOtrIrll'Objek !Wok 

ALA MAT OP.: 	 

. . 	 . 
KodeAkun Pajak - 

1111 	I 1 

Kode Solis Seto•an 

I 	1 	1 

U ral.Pembayaran : 	  

it 	Pajak l'ab 

ili 

a n ajai. 

1 
Jae 	Peb Mar .Apr •ei Jun I 	ul Ell ScOkt I Nop Des 

'......i I. 
Davi mina, annnangnr a pajnA UM tondo <gong (a- pada 1:ole.an indon, wvooideng 	endnn UN"( Uillids nio■r, yang herkel A(111 

Nomor Kel qaplr • 
- 	• 

1 	i 	I /1 	I 	I 	I / I 	1- 	1/ 	ll-LIJ 
Dir$Ismlat Norvwr Ketctt,patt :'SIP &VA 	&of .5,0 

J111111011 Pew b ayaran . 	  Di i'd dengarr rupiuh permit.  

Raffling : 	  

Ditto-into oieh Kantor.  Penerima Penfflayarnn 
Tanggrd ........... ...---- .. . .. --„. 

Cop don 'IPA? laJtgdIf ,  

Name Jeias • 	  

Va.jib Pajak/Penyetor 
	 , Tg1 „....... . . ... .. 

Cdp don nnnia tongen 	' 

Noma Jelas • 	  

"`Fatima Kolh TeItth MernImyar Fajali - Faint: Untul:t Pemba:lg.:1:ml Bangsa" 

Ruang Valklasi Kantor Pon erima Vernbaya ran 

F.2.0.32.01 



LAMPIRAN XXIV 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

BERITA ACARA REKONSILIASI BP - BPP  

Nomor : BA - 	/BP - BPP/K.BEN/ROKEU/x/20xx 

Pada hari ini 	 tanggal 	 bulan 	 tahun 	 , telah 

diselenggarakan Rekonsiliasi antara Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu (BPP) Biro Keuangan atas pembukuan BP dengan BPP terhadap penerimaan UP/TUP,SPM 

GU UP/TUP,GU Nihil, dan SPM LS atas pembiayaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari DIPA 

BA 103 Tahun Anggaran 

BPP telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu 

(LPJ-BPP), sebagai bahan rekonsiliasi berupa: 

1. LPJ BPP bulan 	 

2. BKU bulan 

3. BP Kas Tunai bulan 

4. BP LS bulan 

5. BP UP/TUP bulan 

6. BP Pajak bulan 

7. BP Lainnya bulan 

8. Berita Acara Pemerikasaan Kas dan Register Penutupan Kas bulan 

Selanjutnya berdasarkan data tersebut, BP menyediakan data transaksi dan Realisasi Saldo 

PK yang ada di BPP untuk dicocokkan dengan BP-BPP terkait. 
Rekonsiliasi ini dilakukan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data 

dengan hasil sebagai berikut: 

1. Persekot Kerja. 

Tidak terdapat perbedaan saldo PK antara BP dengan data BPP. 

2. Pertanggungjawaban keuangan/SPJ. 

Tidak terdapat perbedaan SPJ antara BP dengan data BPP. 

3. Penyetoran UP/TUP. 
Tidak terdapat perbedaan Pengembalian Belanja dan setoran lainya antara BP dengan data 

BPP. 

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. 

Bendahara Pengeluaran 	 BPP Biro Keuangan 

NIP 	 NIP 	  

Mengetahui, 

Kabag Perbendaharaan 

NIP 	  



LAMPIRAN XXV 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWBAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIRO KEUANGAN 

Bulan: Agustus 2013 

Departemen Lembaga (103) 	BNPB Tanggal/No. SK Pe ngangkata n 

Unit Organisasi (103) 	BNPB 1. BPP : 27 Desember 2012 

Propinsi/Kab/Kota (01) 	DKI Jakarta 268 Tahun 2012 

Satuan Kerja (648521 BNPB 2. Pejabat Pembuat Komitmen : 27 Desember 2012 

Alamat dan JI. Ir. H. Juanda No. 36 268 Tahun 2012 

Jakarta Pusat Tahun Anggaran : 2013 

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU-BPP sebesar Rp. 	 371.505.000 

dan nomor bukti terakhir nomor: 	2673 ROKEU 8/2013 

Jenis Buku Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A. BP Kas dan UM Perjadin 371.505.000 

1. BP Kas (kas tunai dan bank) 21.469200 742.418.850 700.792.050 63.096.600 

2. BP Uang Muka 214.052.950 361.706.400 267.350.950 308.408.400 

B. BP Selain Kas dan UM Perjadin 371.505.000 

1. BP UP 	*) 235.522.750 450.453.050 314.470.800 371.505.000 

- 	Belanja MA 	 

• - 	Belanja MA 	 

- 	Belanja MA 	 

- 	Pengembalian sisa UP 

2. BP LS-Bdh 168.481.650 168.481.650 - 

- 	Pembayaran atas LS-Bdh - 

- 	Setoran atas LS-Bdh - - - 

3. BP Pajak - 18.865.837 18.865.837 

4. BP Lain-lain - - 

*) Jumlah pengurangan sudah termasuk kultansi UP yang belum di,SPP kan sebesar RP 0,- 

i. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan 

1. Uang tunai 	 Rp. 	4.566.400 

2. Uang direkening bank 	 Rp. 	58.530.200  (+) 	(terlampir salinan rekening koran) 

3. Jumlah kas 	 Rp. 	63.096.600 

III. Selisih Kas 

1. Saldo akhir BP kas (I.A. 1 kol 6) 	 Rp. 	63.096.600 

2. Jumlah kas (11.3) 	 Pp. 	63.096.600  (-) 

3. Selisih kas 	 Rp. 

IV. Penjelasan selisih 111.3 (apabila ada): 

Jakarta, 30 Agustus 2013 

mengetahui 
Pejabat Pembuat Komitmen 

	
Bendahara Pengeluaran Pembantu 

Biro Keuangan 
	

Biro Keuangan 

Irawon Wisnoebroto, SE 	 Saini, SAP 

NIP. 19530926 198003 1 001 	 NIP. 19860516 200501 2 001 



LAMPIRAN XXVI 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

BERITA ACARA REKONSILIASI 
LPJ BP DAN BPP BNPB 

JANUARI 20xx 

Pada hari ini, tanggal 	bulan 	tahun 	 telah diselenggarakan rekonsiliasi internal data 

antara Data Bendahara Pengeluaran (LPJ, Buku Kas Umum, dan lain-lain) dengan Petugas Unit Akuntansi 

Kuasa Pengguna Anggaran. 

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data dengan 

hasil sebagai berikut: 

1. Saldo kas dan Bank pada LPJ dan BKU Bendahara Pengeluaran. 

Tidak terdapat perbedaan antara data Bendahara Pengeluaran dengan data UAKPA. 

2. Saldo Kas dan Bank pada UAKPA. 

Tidak terdapat perbedaan antara data UAKPA dengan data Bendahara Pengeluaran. 

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Bendahara Pengeluaran 	 Petugas UAKPA 

	

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 	 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

NIP 	 NIP 	  

Mengetahui, 

Kabag Perbendaharaan 	 Kabag Verifikasi dan Akuntansi 

NIP 	 NIP 	  



LAMPIRAN XXVII/ 1-2 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 
KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA 

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV 

BERITA ACARA REKONSILIASI  
No. BA -398/WPB.XII/ KP.0440/2013 

Pada hari ini 	tanggal 	bulan tahun telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan 
Realisasi Anggaran antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Kode 103.01.648521) 
yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Jakarta IV (Kode 133), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum 
Negara. 

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan 
rekonsiliasi berupa: 

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode Januari 20xx. 
2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode Januari 20xx. 
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode Januari 20xx. 
4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode Januari 20xx. 

pada tanggal bulan Februari tahun 

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan laporan 
Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran 
yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum. 

Rekonsiliasi ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses 
pencocokan data dengan hasil yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi. 
Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita 
Acara Rekonsiliasi (BAR) ini. 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan. 

a.n. Kuasa bendahara Umum Negara 	 Kuasa Pengguna Anggaran 
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi 

NIP 	 NIP 	  



LAMPIRAN XXVII/2-2 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR 	TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI 
Nomor :BA- 	AN PB.12/KP.0440/20xx 
Tanggal : 

LAPORAN HASIL REKONSILIASI 

Kode Satker 	: 103.01.648521 
Nama Satker 	BNPB 
Nomor DIPA 	: DIPA-103.01.1.648521/20xx 
Tanggal DIPA 	: 

1 PAGU ANGGARAN BELANJA 
• SAI Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
• SAU Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Selisih 	Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Penjelasan : Sama 

2. ESTIMASI PENDAPATAN 
• SAU Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Selisih 	Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Penjelasan : Sama 

3. LAPORAN REALISASI BELANJA 
• SAU Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Selisih 	Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Penjelasan : Sama 

4. MUTASI UANG PERSEDIAAN 
• SAU Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Selisih 	Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Penjelasan : Sama 

5. LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NONPAJAK 
• SAU Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Selisih 	Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Penjelasan : Sama 

6. LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA 
• SAU Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Selisih 	Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Penjelasan : Sama 

7. LAPORAN REALISASI PFK 
• SAU Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Selisih 	Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Penjelasan : Sama 

8. KAS BENDAHARAN PENGELUARAN 
• SAI Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
• SAU Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Selisih 	Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Penjelasan : Sama 

Catatan: Perbedaan pada Rekonsiliasi PNBP dan Pengembalian Belaja dikarenakan 
setoran dilakukan di luar bank persepsi mitra kerja KPPN Jakarta IV dan update perbaikan 
setoran pengembalian belanja dilakukan pada bulan 	 

a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara 
Kepala Seksi V erifikasi dan Akuntansi 

NIP 	  



LAMPIRAN XXVIII/1-4 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

Jakarta, 	kooc000000: 20xx 
Nomor : B. /BNPB/x/20>o( 
Lampiran : 1 (satu) berkas 
Perihal 	: Laporan Realisasi Anggaran 

Bulan: 	 20>o‹. 

Kepada Yth 
Direktur Jenderal Anggaran 
C.q. Direktur Anggaran I 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Di 

JAKARTA 

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanggal 
00 Desember 20>o( Nomor DIPA - 103.01-1.648521/20)o< revisi ke-xx 
tanggal xx xxxxx 201x Kode Satuan Kerja: 648521 (Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana), bersama ini disampaikan Laporan Realisasi 
Anggaran Tahun 201x untuk bulan xxxxxxxx 20)o< sebagaimana terlampir. 

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Sekretaris Utama, 

NIP 	  

Tembusan Yth: 
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (sebagai laporan); 
2. Para Deputi di lingkungan BNPB; 
3. Inspektorat Utama BNPB; 
4. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. 



LAMPIRAN XXVIII/ 2-4 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN 
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) TAHUN xxxx 

DARI TANGGAL xx xl0000c xxxx sd TANGGAL xx xxxxxx xxxx 

KODE SATKERI 

FUNGSI/SUB FUNGSI/ 

PROGRAM/KEGIATAN 

URAIAN SATKER / KEGIATAN / SUE KEGIATAN 

- 

DANA DALAM 

D I P A 

(RP-) 

REALISASI 

(RP.) 

SISA DANA 

(RP.) 

% TASE KETERANGAN 

2 3 4 5=(3-4) 6=(4:3) 7 

6 4 8 5 21 BADAN NASIONAL PFNANGGULANGAN BENCANA 

SP. Nemor : DIPA - 103.01-0/2013 Tanggal 05/12/2012 - 

103,01.01(3873 - 3676+3878) 

103.01,02 ( 3877) 

103.01.03 (3879 - 3880) 

103.01.06 (3881 - 3893) 

PROGRAM DUKUNGAN MANA3EMEN DAN PELAKSANAAN TOGAS 
TEKNI5 LAINNYA 8NP8 VCCCC(M 

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BNPB aaccoccoc( e000000 x meccosoc 

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS 
APARATURBNPEJ 

X:OCCOMOC XVCCOOCC( )0P00030< 

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA )0000CCOCK =COO= 

Jakarta, )0( )cozoccooa xxxx. 

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

LQS22.2!  XXxXxX 
NIP. Xxmoono< )oncoocx zo< 



LAMPIRAN XXVIII/3-4 
PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA ( BNPB) 
SURAT PENGESAHAN DIPA NOMOR : DIPA -103.01-0/20.. TANGGAL 	  

KOMULATIF SAMPAI DENGAN TANGGAL xx xxxxxxx 20xx  

NOMOR PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN 
PAGU DIPA 

AWAL 
(Rp.) 

REALISASI SPMGU, 
LS & SPJ DIFINMF 

(Rp.) 

SISA DANA 

(R0.1 

0/0 TASE KETERANGAN 

1 2 3 4 5=13-4) 6=(4:3) 7 
6 4 8 5 2 1 MADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

1 SETTAMA. BNPB; - 301XX:COCX 
* BIRO HUKUM DAN KERIASAMA (3873) zz000C0C<:o 0 XX)0000XXX )0OCCOCXX 

* BIRO KEUANGAN (3874) - )ccoocaxxx )0000000( 
* BIRO PERENCANAAN (3875) )000coaDocx 0 >ao.c.ozocxxx xmcootx 

* BIRO UMUM (3876) XXICCOGOOCX 0 WOCIXXXXX wow= 
* BIRO UMUM (3877) >occooccoa 0 co00 x aoa xmocoa 

2 PUSD/KLAT, BNPB (3878) rococe.cooa 0 
3 IRTAMA. BNPB (3879-3880) xmaxx:00( 0 X)00000300( =COO= 

* INSPEKTORAT I (3879) 0 mccoccoc< >occ000xm =ow= 
* INSPEKTORAT II (3880) xmcc000lx 0 MOCCOOCXXX =cocoa 

4 DEP. BID. PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN mum= 0 KCOOCODOCC )0(1000C•Ct 
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